ANALISIS ANGGARAN DAN PENDAPATAN BELANJA
DAERAH (APBD) PERSPEKTIF ISLAMIC HUMAN
DEVELOPMENT INDEX (I-HDI) DI PROVINSI KEPULAUAN
BANGKA BELITUNG TAHUN 2015-2019

Analysis of The Local Budget (APBD) from Perspective Islamic
Human Development Index at Bangka Belitung Island Province in
2015-2019

Skripsi

Diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan guna memperoleh gelar
Sarjana Ekonomi Islam dari Program Studi Ekonomi Islam

-,
yA
O
0
y 4
m
4
>

Oleh:
AGNEVIANTY VIDA PALUPI
16423173

PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM
JURUSAN STUDI ISLAM
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2020



LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini.

Nama : Agnevianty Vida Palupi

NIM : 16423173

Program Studi : Ekonomi Islam

Fakultas  llmu Agama Islam
Judul Skripsi. :Analisi Belanja Daerah
(APBD elopment Index (I-
Belitung Tahun

120152019
Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan Skripsi ini_merupakan hasil karya
sendiri dan benar keasliannya. Apabila teryata di kemudian hari penulisan Skripsi
ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya
bersedia mempertanggunjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan
aturan tata tertib yang berfaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian. pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

< Yogyakarta, 12 Oktober 2020




FAKULTAS Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
| LM U AGAMA ISI‘AM JI. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584

T. (0274) 898444 ext. 4511/ (0274) 898462

UNIVERSITAS
ISLAM

INDONESIA F. (0274) 898463
E. fiai@uii.acid
/ W. fiai.uii.acid

PENGESAHAN

Skripsi ini telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Panitia Ujian Program Sarjana Strata
Satu (S1) Fakultas [Imu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi
Ekonomi Islam yang dilaksanakan pada:

Hari : Rabu

Tanggal : 4 November 2020

Nama : AGNEVIANTY VIDA PALUPI

Nomor Mahasiswa : 16423173

Judul Skripsi : Analisis Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah

(APBD) Perspektif Islamic Human Development
Index (I-HDI}) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tahun 2015-2019

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana
Strata Satu (S1) Ekonomi Islam pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam
Indonesia Yogyakarta

TIM PENGUJI:

Ketua
Martini Dwi Pusparini, S.H.l., M.S.1.

Penguji |
Soya Sobaya, SEI, MM

Penguji I1
Junaidi Safitri, SEI, MEI

Pembimbing
Dr. Siti Achiria, SE, MM

H. Tamyiz Mukharrom, MA,



NOTA DINAS
Yogyakarta, 24 Safar 1442

12 Oktober 2020
Hal : Skripsi
Kepada : Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam
Universitas Islam Indonesia
Di Yogyakarta
Assalamu’alaikum Wr. Wb.

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam
Indonesia dengan surat nomor : 1201/Dek/60/DAATI/FIAI/VINN/2020 tanggal 22
Agustus 2020/ 3 Muharam 1442 H atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi
saudara:

Nama : Agnevianty Vida Palupi
Nomor Induk Mahasiswa : 16423173
Fakultas : llmu Agama Islam
Jurusan/ Program Studi . Studi Islam/Ekonomi Islam
Tahun Akademik : 2019/2020
Judul Skripsi . Analisis Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah

(APBD) Perspektif Islamic Human Development Index
(I-HDI) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun
2015-2019

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami
berketetapan bahwa skripsi saudara tersebut diatas memenuhi syarat untuk diajukan
sidang munagasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia. Demikian,
semoga dalam waktu dekat bisa dikumpulkan, dan bersama ini kami kirimkan 4
(empat) eksemplar skripsi yang dimaksud.

Wassalamu alaikum Wr. Wb.

Dosen Pembimbing
— Al t——

Dr. Siti Achiria, S.E., M.M.



REKOMENDASI PEMBIMBING

Yang bertanda tangan di bawah ini, Dosen pembimbing skripsi.

Nama : Agnevianty Vida Palupi
NIM : 16423173

Judul Skripsi : Analisis Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD)
Perspektif Islamic Human Development Index (I-HDI) di
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015-2019

Menyatakan bahwa, berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta
dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk
mengikuti munagasah skripsi pada Program Studi Ekonomi Islam Fakultas IImu

Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Yogyakarta, 12 Oktober 2020

— At ——

Dr. Siti Achiria, S.E., M.M.



LEMBAR PERSEMBAHAN

Penelitian ini bukan hanya untuk dari saya pribadi melainkan saya

persembahkan kepada beberapa pihak yang telah ikut andil dalam penyelesaian tulisan

ini, tanpa dukungan mereka baik dukungan moral atau dukungan material maka tulisan

ini tidak selesai. Oleh karena itu, hasil penelitian saya persembahkan kepada :

1.

Allah SWT karena karunia, nikmat dan rahmat-Nya lah tulisan ini bisa selesai tepat
waktu.

Kedua orangtua, Ayahanda Andi Supriatna dan Ibunda Lili Mintarsih yang tidak
pernah lelah memberikan motivasi dan dukungan kepada saya, kalau bukan karena
doa mustajab mereka maka penelitian ini akan sulit selesai, semoga mereka
senantiasa dalam lindungan-Nya.

Dosen pembimbing skripsi, Ibu Siti Achiria yang telah membimbing dan
mendukung saya sehingga penelitian ini bisa selesai sesuai ketentuan yang berlaku.
Saudara saya Alizah Putri Rahmawati yang selalu memotivasi dan mendorong
kakaknya untuk tidak menyerah sampai mencapai apa yang diinginkan. Termasuk
tante Berti dan paman Yakob yang senantiasa memberi dukungan baik moril
maupun materiil.

Sahabat-sahabat saya Titan, Amara, Wafa, Sutik, Afifah, Dini, Erlina, Rahmatika,
Ragil, Kintan, Maski, Fikri dan teman lainnya yang tidak dapat saya sebutkan satu
persatu.

Teman-teman KKN (Gadis, Maman, Dina, Gite, Lina, Surya dan Hamdan).

Para dosen Ekonomi Islam yang selalu memberikan motivasi untuk berkarya dan
karena keihlasan mengajar mereka saya bisa mendapatkan banyak pengetahuan

yang InshaAllah berkah dan bermanfaat.

Vi



MOTTO

O el G p5a8a 1) 3 1da T L1) clilad 1 g3%h & a80als D &)
e Waga LS Q0 ()% 4y a8Bag Laad D0 &) © Jaadly ) gakas
“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang
berhak menerimanya dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum
diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya

Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya
Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.

o ¥ Lo 6 3 ¥

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.” (QS.

Al Bagarah: 268)

vii



ABSTRAK

ANALISIS ANGGARAN DAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH
(APBD) PERSPEKTIF ISLAMIC HUMAN DEVELOPMENT INDEX (I-HDI)
DI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2015-2019

AGNEVIANTY VIDA PALUPI
16423173

I-HDI merupakan singkatan dari Islamic Human Development Index yang digunakan
sebagai alat ukur pembangunan manusia dalam perspektif islam. Dalam merumuskan
I-HDI, digunakan pedoman tujuan-tujuan syariah atau magashid syariah sebagai
indikator kebutuhan manusia baik secara materi maupun spiritual. Tujuan dari
penelitian ini untuk mendeskripsikan anggaran bidang kesehatan, pendidikan dan
ekonomi pada perspektif Islamic Human Development Index di Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung tahun 2015-2019. Metode penelitian yang digunakan yaitu kuantitatif
deskriptif. Berdasarkan program pemerintah daerah Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung maka diperoleh hasil bahwa anggaran kesehatan, pndidikan dan ekonomi
sejalan dengan tujuan dari I-HDI. Anggaran tertinggi diduduki oleh anggaran
pendidikan sebesar Rp. 1.992.004.398.446,7, anggaran kesehatan sebesar Rp.
1.286.288.322.029,7 dan anggaran ekonomi sebesar Rp. 832.817.386.502,8. Kemudian
untuk hasil dari penghitungan I-HDI, setiap indeks mendapatkan nilai rata-rata selama
lima tahun. Untuk index ad Dien sebesar 0.628, index an Nafs sebesar 0.759, index al
‘aql sebesar 0.531, index an Nasl sebesar 1.873 dan index al Maal sebesar 2.67. Dari
hasil tersebut terdapat beberapa aspek dalam eksekusi programnya belum dilakukan
secara optimal. Sehingga berdampak pada minimnya angka I-HDI pada index al aq|
dan index an Nafs.

Kata Kunci: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Islamic Human
Development Index, Index Pembangunan Manusia
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ABSTRACT

Analysis of The Local Budget (APBD) from Perspective Islamic
Human Development Index at Bangka Belitung Island Province in
2015-2019

AGNEVIANTY VIDA PALUPI
16423173

I-HDI stands for Islamic Human Development Index which is used as a measuring tool
for human development in an Islamic perspective. In formulating the 1-HDI, the
guidelines for the objectives of sharia or magashid sharia are used as an indicator of
human needs both materially and spiritually. The purpose of this study is to describe
the budget for health, education and economics from the perspective of the Islamic
Human Development Index in the Province of Bangka Belitung Islands in 2015-2019.
The research method used is descriptive gquantitative. Based on the regional
government program of the Bangka Belitung Islands Province, the results show that
the health, education and economic budgets are in line with the objectives of the I-HDI.
The highest budget is occupied by the education budget of Rp. 1,992,004,398,446.7,
health budget of Rp. 1,286,288,322,029,7 and an economic budget of Rp.
832,817,386,502.8. Then for the results of the 1-HDI calculation, each index gets an
average value for five years. The ad Dien index is 0.628, the an Nafs index is 0.759,
the al 'agl index is 0.531, the Nasl index is 1.873 and the al Maal index is 2.67. From
these results, there are several aspects in the execution of the program that have not
been carried out optimally. So that it has an impact on the lack of 1-HDI numbers on
the al agl index and the Nafs index.

Keywords: The Local Budget (APBD), Islamic Human Development Index, Human
Development Index
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KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Th. 1987
Nomor: 0543b/U/1987

TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pendahuluan

Penelitian transliterasi Arab-Latin merupakan salah satu program penelitian
Puslitbang Lektur Agama, Badan Litbang Agama, yang pelaksanaannya dimulai tahun
anggaran 1983/ 1984.Untuk mencapai hasil rumusan yang lebih baik, hasil penelitian
itu dibahas dalam pertemuan terbatas guna menampung pandangan dan pikiran para
ahli agar dapat dijadikan bahan telaah yang berharga bagi forum seminar yang sifatnya
lebih luas dan nasional.

Transliterasi Arab-Latin memang dihajatkan oleh bangsa Indonesia karena
huruf Arab di-pergunakan untuk menuliskan kitab agama Islam berikut penjelasannya
(Al-Qur’an dan Hadis), sementara bangsa Indonesia mempergunakan huruf latin untuk
menuliskan bahasanya. Karena ketiadaan pedoman yang baku, yang dapat
dipergunakan oleh umat Islam di Indonesia yang meru-pakan mayoritas bangsa
Indonesia, transliterasi Arab-Latin yang terpakai dalam masyarakat banyak ragamnya.
Dalam menuju kearah pembakuan itulah Puslitbang Lektur Agama melalui penelitian
dan seminar berusaha menyusun pedoman yang diharapkan dapat berlaku secara
nasional.

Dalam seminar yang diadakan tahun anggaran 1985/1986 telah dibahas
beberapa makalah yang disajikan oleh para ahli, yang kesemuanya memberikan

sumbangan yang besar bagi usaha ke arah itu. Seminar itu juga membentuk tim yang



bertugas merumuskan hasil seminar dan selan-jutnmya hasil tersebut dibahas lagi
dalam seminar yang lebih luas, Seminar Nasional Pembakuan Transliterasi Arab-Latin
Tahun 1985/1986. Tim tersebut terdiri dari 1) H. Sawabi Ihsan MA, 2) Ali Audah, 3)
Prof. Gazali Dunia, 4) Prof. Dr. H.B. Jassin, dan 5) Drs. Sudarno M.Ed.

Dalam pidato pengarahan tangal 10 Maret 1986 pada semi nar tersebut, Kepala
Litbang Agama menjelaskan bahwa pertemuan itu mempunyai arti penting dan
strategis karena:

1. Pertemuan ilmiah ini menyangkut perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya
ilmu pengetahuan ke-Islaman, sesuai dengan gerak majunya pembangunan
yang semakin cepat.

2. Pertemuan ini merupakan tanggapan langsung terhadap kebijaksanaan Menteri
Agama Kabinet Pembangunan 1V, tentang perlunya peningkatan pemahaman,
penghayatan, dan pengamalan agama bagi setiap umat beragama, secara ilmiah
dan rasional.

Pedoman transliterasi Arab-Latin yang baku telah lama didambakan karena
amat membantu dalam pemahaman terhadap ajaran dan perkembangan Islam di
Indonesia. Umat Islam di Indonesia tidak semuanya mengenal dan menguasai huruf
Arab. Oleh karena itu, pertemuan ilmiah yang diadakan kali ini pada dasamya juga
merupakan upaya untuk pembinaan dan peningkatan kehidupan beragama, khususnya
umat Islam di Indonesia.

Badan Litbang Agama, dalam hal ini Puslitbang Lektur Agama, dan instansi
lain yang ada hubungannya dengan kelekturan, amat memerlukan pedoman yang baku
tentang transliterasi Arab-Latin yang dapat dijadikan acuan dalam penelitian dan
pengalih-hurufan, dari Arab ke Latin dan sebaliknya.

Dari hasil penelitian dan penyajian pendapat para ahli diketahui bahwa selama
ini masyarakat masih mempergunakan transliterasi yang berbeda-beda. Usaha
penyeragamannya sudah pemah dicoba, baik oleh instansi maupun perorangan, namun
hasilnya belum ada yang bersifat menyeluruh, dipakai oleh seluruh umat Islam

Indonesia. Oleh karena itu, dalam usaha mencapai keseragaman, seminar menyepakati
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adanya Pedoman Transliterasi Arab-Latin baku yang dikuatkan dengan suatu Surat
Keputusan Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk digunakan
secara nasional.
Pengertian Transliterasi
Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih hurufan dari abjad yang satu ke
abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab
dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.
Prinsip Pembakuan
Pembakuan pedoman transliterasi Arab-Latin ini disusun dengan prinsip
sebagai berikut:
1. Sejalan dengan Ejaan Yang Disempurnakan.
2. Huruf Arab yang belum ada padanannya dalam huruf Latin dicarikan
padanan dengan cara memberi tambahan tanda diakritik, dengan dasar “satu
fonem satu lambang”’.

3. Pedoman transliterasi ini diperuntukkan bagi masyarakat umum.

Rumusan Pedoman Transliterasi Arab-Latin
Hal-hal yang dirumuskan secara kongkrit dalam pedoman transliterasi Arab-
Latin ini meliputi:
1. Konsonan
Vokal (tunggal dan rangkap)
Maddah
Ta’marbutah
Syaddah
Kata sandang (di depan huruf syamsiah dan gamariah)
Hamzah

Penulisan kata

© 0o N o g bk~ w DN

Huruf kapital
10. Tajwid
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1. Konsonan
Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab
dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan
dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi
dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin:

Huruf Nama Huruf latin Nama
Arab
| Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan
< Ba B Be
< Ta T Te
& Sa S Es (dengan titik diatas)
z Jim J Je
z Ha H Ha(dengan titik dibawah)
z Kha Kh Ka dan ha
2 Dal D De
3 Zal Z Zet (dengan titik diatas)
D Ra R Er
J Zai z Zet
o Sin S Es
o Syin Sy Es dan ye
o= Sad S Es (dengan titik dibawah)
o= Dad D De(dengan titik dibawah)
L Ta T Te (dengan titik bawah)
L Za Z Zet(dengan titik dibawah)
& ‘ain ‘ Koma terbalik (diatas)
¢ Gain G Ge

Xiii



- Fa F Ef
S Qaf Q Ki
&l Kaf K Ka
J Lam L El
N Mim M Em
o Nun N En
B) Wau W We
> Ha H Ha
¢ Hamzah ‘ Apostrof
$ Ya Y Ye
2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal
tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.
a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat,

transliterasinya sebagai berikut:

Tanda Nama Huruf Latin Nama
Fathah A A
Kasrah | |
Dhammah U U

. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara

harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu :

Tanda

Nama

Huruf Latin

Nama

Fathah dan ya

Ai

Adani

Xiv



Fathah dan wau

Adanu

)
Contoh:
b

3. Maddah

- kataba
- fa’ala

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf,

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Nama Huruf dan Nama
huruf tanda
ST Fathah dan alif atau ya A A dan garis diatas
..... < Kasrah dan ya I | dan garis diatas
e Dhammah dan wau U U dan garis diatas
Contoh:
J&  -qala Jé_qila = -rama J3 — yaqilu

4, Ta’ Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

a. Tamarbutah hidup

Ta marbu"ah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan

dammah, transliterasinya adalah ‘t’.

b. Ta marbutah mati

Ta marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya

adalah ‘h’.

c. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbu™ah diikuti oleh kata yang

menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta

marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

XV




Contoh:
ia55 W Yk - raudah al-atfal
- raudatul atfal
A5l a5 - al-Madinah al-Munawwarah
- al-Madinatul-Munawwarah
iall, - talhah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan
sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, dalam transliterasi ini tanda
syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan
huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:
%) - rabbana &l - al-hajj
J% — nazzala axi-nu”’ima
54 - al-birr

6. Kata Sandang
Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf,
yaitu ,J' namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata
sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dan kata sandang yang diikuti huruf
gamariah.
a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah
Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai
dengan bunyinya, yaitu huruf /1/ diganti dengan huruf yang sama dengan
huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
b. Kata sandang diikuti oleh huruf gamariah
Kata sandang yang diikuti oleh huruf gamariah ditransliterasikan sesuai

aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik dikuti
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huruf syamsiah maupun huruf gamariah, kata sandang ditulis terpisah dari
kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.
Contoh:

Ja5 - ar-rajulu A&l - al-galamu

W - as-sayyidu @l - al-badi’u

Gull - as-syamsu  JSall - al-jalalu

Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof.
Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak ditengah dan di akhir kata.
Bila hamzah itu terletak di awal kata, is dilambangkan, karena dalam tulisan

Arab berupa alif.

Contoh:
G546 - takhuziina o -inna
$3 - an-nau’ &5l - umirtu
{25 -syai'un i - akala

Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah.
Hanya kata-kata ter-tentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim
dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan
maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata

lain yang mengikutinya.

Contoh:
GBI A sl d (s Wa innallaha lahuwa khair arraziqin
Wa innallaha lahuwa khairraziqin
Olls TR 158505 Wa auf al-kaila wa-almizan
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Wa auf al-kaila wal mizan
Al a5 Ibrahim al-Khalil
Ibrahimul-Khalil
Tallhas W) s 4 aly Bismillahi majreha wa mursaha
S 4 pLAIL ya o) ea ) e Walillahi ‘alan-nasi hijju al-baiti
a1l manistata’a ilaihi sabila
Walillahi ‘alan-nasi hijjul-baiti

manistata’a ilaihi sabila

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam
transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti
apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk
menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri
itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap
huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.
Contoh:

J3un V) sk L Wa ma Muhammadun illa rasl

Ko & il Wil gy e J51G)  Inna awwala baitin wudi’a linnasi lallazi

bibakkata mubarakan

Syahru Ramadan al-lazi unzila fih al-

S 5l O3 Gl liasy e Qur’anu

Syahru Ramadan al-lazi unzila fihil

Qur’anu
ol (3894 5 15 Ml Wa lagad ra’ahu bil-ufuq al-mubin

Wa lagad ra’ahu bil-ufugil-mubin
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Oaallall G db sl Alhamdu lillahi rabbil al-‘alamin

Alhamdu lillahi rabbilil ‘alamin

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam
tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan

dengan kata lain sehingga ada huruf atau har-kat yang dihilangkan, huruf
kapital tidak dipergunakan.

Contoh:
G785 4 5 5ad  Nasrun minallahi wa fathun qarib
590 baded 4 Lillahi al-amru jami’an
Lillahil-amru jami’an
fle s O A Wallaha bikulli syai’in ‘alim
10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman
transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid.
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang berdiri dari perjuangan panjang yang diraih
oleh gigihnya para pahlawan bangsa. Indonesia dibangun berdasarkan cita-cita luhur
dan memiliki tujuan yang mulia yaitu mewujudkan kesejahteraan rakyat. Upaya dalam
memajukan kesejahteraan umum dapat ditingkatkan melalui pembangunan sumber
daya alam dan manusia secara berkelanjutan. Realisasi pembangunan nasional akan
sulit, dikarenakan bentuk geografis wilayah Indonesia adalah Kepulauan yang mana
sulit dijangkau jika pengelolaan kewenangan hanya dari pemerintah pusat. Oleh sebab
itu, terkait dengan pemerataan pembangunan nasional pemerintah telah mengeluarkan
Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Undang-Undang
ini merupakan titik awal pengelolaan otonomi daerah sehingga pemerintah daerah
mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat
setempat menurut gagasan sendiri berdasarkan potensi dan aspirasi lokal dalam
meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk menunjang pengelolaan otonomi
daerah, pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam membuat pembiayaan
penyelanggara pembangunan daerah dengan mengalokasikan dana sebagai

peningkatan kualitas pelayanan dalam bentuk alokasi belanja daerah.

Keuangan daerah adalah hak dan kewajiban daerah dalam mengelola kegiatan
pemerintah daerah yang berhubungan dengan segala bentuk kekayaan suatu daerah, hal
ini dituangkan dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
(Yani, 2002). Pemerintah daerah dalam menjalankan otonomi daerah wajib mengelola
keuangan daerah berlandaskan asas-asas umum yang harus diacu sehingga pengelolaan
keuangan daerah dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Hal ini diatur dalam
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan ini juga menyebutkan bahwasanya keuangan daerah memiliki ruang lingkup



yang terdiri dari pemungutan pajak dan retribusi daerah, penyelenggaraan urusan
pemerintah daerah dan membayar tagihan pihak Kketiga, pendapatan daerah,
pengeluaran daerah, kekayaan daerah yg dikelola sendiri atau pihak lain dan kekayaan
pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau yang biasa disingkat APBD
merupakan rancangan keuangan suatu daerah dalam satu tahun kedepan (Andriana,
2008). APBD dapat dijadikan sebagai representasi kinerja pemerintah daerah dalam
mengelola keuangan daerah. Sehingga dalam penyusunan APBD secara efektif diatur
oleh Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 yang secara khusus telah menentukan
landasan yang jelas dalam penertiban dan pertanggungjawaban keuangan daerah.
Adapun komponen dari APBD ini adalah sebagai perwujudan pemerintah daerah
dalam pengalokasian belanja daerah secara adil dan merata supaya dapat dinikmati oleh
seluruh masyarakat, khususnya dalam pelayanan publik. Luaran dari pelayanan publik
yang baik akan memanifestasikan pembangunan manusia dengan efektif. Kebijakan
pemerintah dalam hal anggaran haruslah dibuat untuk menjamin kesejahteraan

rakyatnya.

Pembangunan selalu menjadi berita hangat karena berhubungan langsung
dengan kehidupan masyarakat. Pembangunan dalam suatu negara efektif apabila
kesejahteraan masyarakat meningkat diiringi beberapa indikator yang telah ditetapkan.
Kesejahteraan masyarakat dapat diukur oleh Index Pembangunan Manusia. Index
Pembangunan Manusia merupakan suatu parameter berdasarkan sejumlah komponen
kualitas hidup secara terukur dan representatif (Ghazali, 2014). Index Pembangunan
Manusia pertama Kkali dipublikasikan UNDP (United Nations Development
Programme) melalui Human Development Report pada tahun 1996. Index
Pembangunan Manusia dicetuskan untuk melihat seberapa besar efektivitas program
dan kerja pemerintah terhadap kualitas hidup masyarakatnya. Index Pembangunan
Manusia dapat diukur dengan beberapa indikator yaitu harapan hidup, pendidikan dan

terjangkaunya layanan sosial untuk masyarakat (UNDP, 2016).



Pada tahun 2019 IPM Indonesia berada di urutan ke 111 dari 189 negara dengan
memperoleh angka harapan hidup pada usia 71,5 tahun yang artinya Indonesia sudah
berada di posisi high human development (Human Development Report 2019).
Berdasarkan data tersebut Indonesia dalam 3 tahun terakhir mampu merubah statusnya
dari medium human development ke high human development. Padahal pembangunan
manusia dikatakan berhasil apabila negara dapat mengatasi permasalahan dasar di
masyarakat seperti kemiskinan, pengangguran, buta huruf, ketahanan pangan dan
penegakan demokrasi (Badan Pusat Statistik, 2008).

Bangka Belitung merupakan provinsi kepulauan yang terkenal dengan sebutan
negeri Serumpun Sebalai. Provinsi ini ditetapkan sebagai provinsi ke-31 oleh
Pemerintah Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang No. 27 Tahun 2000
mengenai Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Potensi yang dimiliki
Provinsi Kepualauan Bangka Belitung vyaitu sektor pertambangan, pertanian,
perkebunan, perikanan, peternakan dan jasa. Untuk sektor pertambangan, komoditi
yang diunggulkan adalah timah sedangkan komiditi penunjang lainnya adalah kaolin.
Pada sektor pertanian komoditi unggulannya adalah jagung, ubi jalar dan ubi kayu,
sedangkan dari sektor perkebunan komoditi unggulan diduduki oleh kelapa sawit,
kakao, kopi, kelapa, cengkeh, karet dan lada (KESBANGPOL, 2020).

Sebagai provinsi dengan sumber daya alam yang memadai, pertumbuhan
ekonomi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melambat pada tahun 2018.
Penyebabnya karena terjadinya penyusutan pada lapangan usaha Pertambangan dan
Penggalian sebesar 5,98% (yoy) dan lapangan usaha industri pengolahan sebesar
0,58% (yoy) (Unit Advisory Ekonomi, 2018). Masyarakat sangat bergantung terhadap
hasil pertambangan (timah), sehingga ini berdampak terhadap kelambatan
pertumbuhan ekonomi. Hal ini harus diminimalisir dengan upaya peningkatan peran
dan potensi ekonomi, yang dapat dilakukan dengan penekanan terhadap urgensi
peningkatan sumber daya manusia dalam pembangunan. Ini menjadi suatu kebutuhan

karena kualitas manusia dalam suatu daerah memiliki andil besar dalam menentukan



keberhasilan pengelolaan pembangunan wilayahnya. Tidak hanya itu, berdasarkan data
rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
berada di peringkat 25 selama lima tahun berturut-turut. Berikut data rata-rata lama
sekolah dan harapan lama sekolah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung:

Tabel 1.1 Data Rata-rata lama sekolah dan Harapan Lama Sekolah Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung

Tahun
No. Data
2015 2016 2017 2018 2019
1. Rata-rata lama
7.46 7.62 7.78 7.84 7.98
sekolah
2. | Harapan lama
11.60 11.71 11.83 11.87 11.94
sekolah

Sumber: (BPS Indonesia, 2020) disesuaikan.

Berdasarkan tabel 1.1 yg telah dipaparkan, untuk 5 tahun terakhir Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung rata-rata lama sekolah berada di angka 7.73 tahun
sedangkan pada data Harapan Lama Sekolah diketahui rata-rata 5 tahun terakhir adalah
11.79 tahun. Artinya, rata-rata lama sekolah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
mayoritasnya lulusan Sekolah Dasar. Permasalahan lainpun tidak cukup hanya disitu,
rendahnya angka harapan hidup yang berada dibawah rata-rata angka harapan hidup
se-Indonesia yang hanya mencapai 69,95 pada tahun 2017 menjadi prioritas tambahan

untuk pemerintah (BPS Indonesia, Angka Harapan Hidup di Indonesia, 2020).



Tabel 1.2 Data Angka Harapan Hidup di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Tahun
Data
2015 2016 2017 2018 2019
Angka Harapan
) 69.88 69.92 69.95 70.18 70.50
Hidup

Sumber: (BPS, 2020) disesuaikan.

Secara umum, pembangunan manusia Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
terus mengalami kemajuan selama periode 2015 hingga 2019 dapat dilihat pada tabel
dibawah ini:

Tabel 1.3 Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
tahun 2015-2019

Wilayah Index Pembangunan Manusia

2015 2016 2017 2018 2019
Kab. Bangka 70.03 70.43 71.09 71.80 72.39
Kab. Belitung 70.29 70.81 70.93 71.70 72.46
Kab. Bangka Barat 67.23 67.60 67.94 68.68 69.05
Kab. Bangka Tengah 68.66 68.76 68.99 69.52 70.33
Kab. Bangka Selatan 63.89 64.57 65.02 65.98 66.54
Kab. Belitung Timur 68.83 69.30 69.57 70.22 70.84
Kota Pangkalpinang 76.61 76.73 76.86 77.43 77.97

Sumber data: (Badan Pusat Statistik, 2019)

Berdasarkan tabel 1.3 terlihat adanya peningkatan setiap tahun yang berarti
perkembangan pengelolaan sumber daya manusia di Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung secara keseluruhan cukup baik. Tetapi, belum tentu tingginya pencapaian
indeks pembangunan manusia selaras dengan tingginya Islamic-Human Development
Index (I-HDI) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Sebagai provinsi dengan 80%

mayoritas penduduk menganut agama islam (Kemenag, 2018), pembangunan manusia



mempunyai tujuan utama untuk mensejahterakan manusia dari aspek materil maupun
aspek spiritual. Islam telah melihat betapa pentingnya pemenuhan kebutuhan dasar
manusia untuk mengantarkannya kepada kemaslahatan. Selain itu, Islam sebagai jalan
kehidupan tentunya mempunyai ukuran pembangunan yang tidak hanya sebagai
pemenuhan unsur materi semata, namun juga dilengkapi dengan ukuran syariah yang
tentunya memiliki indikator-indikator tersebut menjadi lebih sempurna. Dalam hal ini
kebijakan pemerintah pada pengelolaan daerah terutama perancangan anggaran

haruslah sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Islamic-Human Development Index (I-HDI) merupakan konsep dan teori
pembangunan manusia yang didasari pada persektif islam. Pemenuhan lima kebutuhan
dasar dalam Magashid Syariah dijadikan sebagai teori untuk mengembangkan I-HDI.
I-HDI diukur berdasarkan lima dimensi menurut Imam asy-Syatibi yang terdiri dari
agama (Dien), jiwa (Nafs), intelektual (aqgl), keturunan (Nasl) dan Harta (Maal).
Kelima dimensi tersebut merupakan kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi
supaya manusia dapat mencapai tujuan hidup di dunia maupun di akhirat. Apabila salah
satu dari kebutuhan lima dimensi tersebut tidak terpenuhi atau sengaja tidak terpenuhi

maka kebahagiaan hidup juga tidak tercapai dengan sempurna (P3El, 2012).

Oleh karena itu, kompleksnya beberapa permasalahan yang harus diperhatikan
pemerintah setempat, membuat Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung harus
memiliki strategi perancangan dengan unsur pemenuhan kebutuhan dari aspek materil
hingga spiritual melalui Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Belum
tentu ingginya pencapaian indeks pembangunan manusia selaras dengan tingginya
Islamic-Human Development Index (I-HDI). Islamic Human Development Index
mempunyai indikator untuk memenuhi kebutuhan tersebut secara penuh. Diharapkan
penelitian ini dapat dijadikan rekomendasi untuk pemerintah dalam merancang
anggaran pendapatan dan belanja daerah. Maka dari itu, berdasarkan permasalahan
yang telah dipaparkan penyusun tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul

”Analisis Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perspektif Islamic



Human Development Index (I-HDI) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun
2015-2019”.

B. Rumusan Masalah Penelitian
1. Bagaimana anggaran bidang kesehatan perspektif Islamic Human Development
Index di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2015-2019?

2. Bagaimana anggaran bidang pendidikan erspektif Islamic Human Development

Index di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2015-2019?

3. Bagaimana anggaran bidang ekonomi perspektif Islamic Human Development
Index di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2015-2019?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan, penelitian ini memiliki tujuan

untuk:

1. Menganalisis dan mendeskripsikan anggaran bidang kesehatan perspektif
Islamic Human Development Index (I-HDI) di Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung pada tahun 2015-2019

2. Menganalisis dan mendeskripsikan anggaran bidang pendidikan perspektif
Islamic Human Development Index (I-HDI) di Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung pada tahun 2015-2019

3. Menganalisis dan mendeskripsikan anggaran bidang ekonomi perspektif

Islamic Human Development Index (I-HDI) di Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung pada tahun 2015-2019



D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka penelitian ini diharapkan
memiliki manfaat baik secara langsung dan tidak langsung. Adapun manfaat penelitian
ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan, pengetahuan
kepada penyusun dan dapat digunakan untuk menerapkan ilmu yang telah
didapat dibangku kuliah serta menambah wawasan dan pengetahuan.

2.  Manfaat Praktis

Diharapkan penelitian ini dapat memberi dampak positif bagi
pemerintah daerah dan wilayah Kepulauan Bangka Belitung dalam
memprioritaskan alokasi dana supaya memberikan efek yang baik pada

kesejahteraan masyarakat.

Serta penelitian ini juga dijadikan sebuah sumbangan pemikiran dalam
pengembangan ilmu ekonomi khususnya Ekonomi Islam di Program Studi
Ekonomi Islam Universitas Islam Indonesia maupun instansi lain dan dapat
menjadi acuan bagi mahasiswa dalam mengembangkan dan melakukan

penelitian selanjutnya.

E. Sistematika Penyusunan

Untuk keserasian dan ketertiban pembahasan, serta untuk mempermudah
analisa materi dan penulisan penelitian ini maka penyusun menjelaskan dalam
sistematika penulisan. Secara garis besar penelitian ini terdiri dari lima bab yang dibagi
dalam sub bab, yang dimana setiap sub bab mempunyai batasan masing- masing dan
saling berhubungan antara bab 1, bab 2, bab 3, bab 4 dan bab 5. Adapun sistematika

penulisannya sebagai berikut :



BAB | Pendahuluan dalam bab ini penyusun menguraikan mengenai latar
belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan
sistematika penulisan. Dalam bab ini diuraikan mengenai kondisi di Provinsi Bangka
Belitung dan mendeskripsikan apa saja permasalahan yang ada di wilayah tersebut
sehingga menjadi dasar mengapa penelitian ini dibuat. Selain itu juga diuraikan
mengenai rumusan permasalahan yang akan dijadikan dasar dan tujuan penelitian ini
dibuat.

BAB Il Landasan Teori dalam bab ini akan menguraikan telaah pustaka dan
landasan teori, yang mana membahas mengenai penjabaran teori-teori mengenai
Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan Islamic Human Development
Index (I-HDI). Bab ini juga membahas landasan teori, yang mana didalamnya berisi
tentang teori analisis, kemudian pembahasan mengenai Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (APBD) dan Islamic Human Development Index (I-HDI) secara

keseluruhan.

BAB Il Metode Penelitian dalam bab ini penyusun menguraikan mengenai
metode yang digunakan untuk menganalisis penelitian yang akan dilakukan. Bab ini
juga memaparkan jenis penelitian, sifat penelitian, sumber data, teknik pengumpulan
data dan teknik analisis data yang semuanya dapat mendukung kelancaran penulis

dalam penulisan penelitian.

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan dalam bab ini penyusun
menguraikan secara rinci mengenai hasil penelitian yang sudah dilakukan. Dari
pengumpulan data yang ada penulis dapat mendeskripsikan data tersebut menjadi
sebuah narasi yang jelas dan dapat dipahami. Adapun analisis yang tertuang pada bab
IV adalah: Pertama : Profil Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang didalamnya
menjelaskan sejarah, luas wilayah, keadaan sosial, ekonomi dan lainnya. Kedua :
Pencapaian I-HDI di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2015-2019, yang

didalamnya dijelaskan mengenai hasil dari seluruh index yang terdapat di Islamic
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Human Development Index (I-HDI) dan hasil penghitungan I-HDI di Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung dari tahun 2015 hingga 2019. Ketiga: Anggaran kesehatan
perspektif I-HDI, dalam sub bab ini dibahas mengenai jumlah anggaran kesehatan dari
tahun 2015-2019 dan program-program pemerintah yang berkaitan dengan Islamic
Human Development Index. Kempat: Anggaran pendidikan perspektif 1-HDI, dalam
sub bab ini dibahas mengenai jumlah anggaran pendidikan dari tahun 2015-2019 dan
program-program pemerintah yang berkaitan dengan Islamic Human Development
Index. Kelima: Anggaran ekonomi perspektif 1-HDI, dalam sub bab ini dibahas
mengenai jumlah anggaran ekonomi dari tahun 2015-2019 dan program-program
pemerintah yang berkaitan dengan Islamic Human Development Index.

BAB V Penutup dalan bab ini berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan dapat
dihasilkan dari pembahasan yang telah dilakukan, dalam bab ini dijabarkan mengenai
hasil dari keseluruhan yang penyusun lakukan antara lain mengenai anggaran
kesehatan, pendidikan dan ekonomi. Serta saran yang berisi tentang anjuran untuk

penelitian selanjutnya.

10



BAB Il
TELAAH PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

A. Telaah Pustaka

Beberapa penelitian terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBD)
dan Islamic Human Development Index (I-HDI) sudah banyak dilakukan, meskipun
tujuan yang diteliti dari masing-masing penelitian berbeda. Adapun karya ilmiah yang
berkaitan dengan judul penelitian yang mendukung dengan judul penelitian yang
dilakukan oleh peneliti berupa jurnal ilmiah (internasional/nasional), prosiding,
disertasi/tesis, buku primer serta sumber lain yang dapat dipertanggung jawabkan.

Beberapa dari hasil penelitian tersebut akan diuraikan dalam paragraf dibawah ini.

Pertama, dari penelitian yang ditulis oleh Firman Muhammad Arif (2019)
dengan judul penelitian ”Anggaran Belanja Daerah Berbasis Maqasid Al Syari’ah:
Analisis Realisasi Anggaran Kota Palopo”. Penelitian ini membahas Anggaran
belanja daerah berbasis magqasid al syari’ah dengan fokus masalah, realitas
pemberdayaan anggaran belanja pemerintah dan realisasi pemanfaatannya. Jenis
penelitian ini adalah penelitian lapangan yang bersifat deskriptif dan eksploratif,
menggunakan multi pendekatan seperti normatif, yuridis, sosiologis dan teologi
kesejahteraan. Hasil penelitian menunjukkan  bahwa pemerintah daerah telat
melakukan berbagai upaya dan kebijakan dengan mendorong pengembangan
kehidupan masyarakat. Realisasi anggaran penyerapan anggaran dilakukan secara
besar-besaran sehingga ketergantungan dari  tingkat pusat dan provinsi dapat
diminimalisir. ~ Penilaian pemerintah daerah dalm pengelolaan anggaran telah
mencerminkan Kinerja pemerintah setiap tahun. Realisasi pengeluaran anggaran
daerah ini berdampak luas pada standar  kehidupan masyarakat, terutama dalam

penyediaan layanan dasar yang lebih baik bagi warganya

11
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Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Maya Masita Septiarani dan Sri
Herianingrum (2017) dengan judul ”Analisis I-HDI (Islamic Human Development
Index) di Jawa Timur”. Penelitian ini berfokus pada pencapaian pembangunan
manusia di Jawa Timur pada tahun 2010-2014 yang diukur berdasarkan I-HDI
(Islamic-Human Development Index). Metode penelitian yang digunakan dalam
penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan data sekunder dari Badan Pusat
Statistik periode 2010-2014 yang menjadi objek penelitian adalah 38 kota/kabupaten
di Jawa Timur. Adapun hasil penelitian yang diperoleh adalah adanya perbedaan yang
cukup signifikan antara hasil perhitungan I-HDI dan HDI. I-HDI berada diperingkat
rendah sedangkan hasil perhitungan HDI berada di peringkat atas. Kesimpulan dari
hasil penelitian tersebut bermakna bahwa perhitungan HDI sebagian besar
kabupaten/kota di Jawa Timur masuk dalam kategori status pembangunan menengah
atas sedangkan hasil perhitungan I-HDI masuk dalam kategori pembangunan

menengah kebawabh.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Rukiah & Saparuddin Siregar (2019)
dengan judul “Interactions and Contributions Between Islamic Human
Development Index, Economics Growth, Fiscal Policy and Demographics In
Indonesian Provinces: Panel Vector Autoregression (P-Var) Analisys”. Penelitian
ini bertujuan untuk menganalisis interaksi dan kontribusi antara I-HDI, pertumbuhan
ekonomi, kebijakan fiskal dan populasi provinsi di Indonesia. Sesuai dengan tujuan
penelitian ini, maka metode yang digunakan melalui pendekatan Panel Vector
Autoregression (P-Var) dimana setiap variabel dapat bertindak sebagai variabel
endogen dan eksogen. Adapun hasil penelitian ini dilihat dari hubungan I-HDI dengan
pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh positif dan tidak signifikan, hal ini
menunjukan bahwa perkembangan yang terjadi di setiap provinsi tidak memiliki
dampak besar pada peningkatan I-HDI. Selain itu ada efek negatif antara I-HDI dengan

kebijakan fiskal dalam pendidikan, artinya pembangunan ekonomi belum mampu
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berkontribusi untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan populasi yang produktif

masih menjadi beban bagi ketersediaan lapangan kerja di Indonesia.

Keempat, penelitian yang ditulis oleh Yufika Furi Larassita dkk. (2015) dengan
judul ”Pengaruh Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Terhadap Index
Pembangunan Manusia di Kabupaten Jember Periode 1990-2014”. Tujuan dari
penelitian ini untuk mengetahui seberapa besar anggaran pemerintah terhadap
peningkatan Index Pembangunan Manusia di Kabupaten Jember. Metode penelitian
yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda dengan menggunakan data
sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik. Adapun hasil dari penelitian ini
menunjukkan bahwa realisasi anggaran belanja pemerintah di bidang kesehatan,
bidang pendidikan dan infrastruktur cukup signifikan mempengaruhi peningkatan

Index Pembangunan Manusia di Kabupaten Jember.

Kelima, penelitian yang ditulis oleh Rukiah dkk. (2019) dengan judul ”Islamic
Human Development Index di Indonesia (Suatu Pendekatan Maqashid Syariah)”.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Index Pembangunan Manusia dengan
pendekatan Magashid Syariah. Sampel penelitian ini menggunakan 33 provinsi di
Indonesia dengan metode kuantitatif deskriptif. Adapun hasil penelitiannya adalah
hampir 80% provinsi yang berada pada Islamic Human Development Index terbilang
rendah, kemudian pembangunan manusia di Indonesia dengan pendekatan Magashid
Syariah belum berhasil sepenuhnya. Faktor dominan yang memperngaruhi IHDI di
Indonesia adalah Kesejahteraan Non Material (NMW). Hal ini menunjukkan adanya
kesenjangan pembangunan dan strategi dalam pencapaian kesejahteraan jauh dari

kepatuhan syariah.

Keenam, penelitian ini berfokus pada pengukuran index yang lebih tepat antara
Human Development Index atau Index Magashid Syariah untuk mengukur pencapaian
akhir keberadaan manusia yaitu kebahagiaan. Penelitian ini dilakukan oleh Nur Hajria

dan Wahyu Jatmiko (2015) dengan judul ” Between Sharia Maqgasid Index and
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Human Development Index: Which One is Happier?”. Penelitian ini menguji
hubungan antara index pembangunan, yaitu IPM dari UNDP dan Index Maqgashid
Syariah terhadap kebahagiaan negara-negara OKI. Melalui analisis regresi deskriptif
menemukan hasil bahwa adanya hubungan positif antara Index Magashid Syariah
dengan kepuasan hidup. Index Magashid Syariah adalah langkah yang lebih tepat untuk
menjadi tolak ukur untuk membandingkan pembangunan di antara negara-negara

Khususnya negara muslim.

Ketujuh, penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Reza dkk (2018) dengan
judul ”The Effect of Islamic Human Development Index on Poverty Level in
Bireuen District Period 2000-2017”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
pengaruh Islamic Human Development Index (I-HDI) pada tingkat kemiskinan di
Kabupaten Bireuen periode 2000-2017. Penelitian ini menggunakan data sekunder dari
BPS Kabupaten Bireuen yang dianalisis dengan metode regresi berganda. Hasil
penelitian ini mengungkapkan berdasarkan index, ad-Dien menunjukan bahwa tingkat
kejahatn berpengaruh signifikan dan negatif terhadap tingkat kemiskinan. Berdasarkan
an-Nafs menunjukan bahwa harapan hidup tidak memiliki pengaruh yang signifikan
terhadap tingkat kemiskinan, ‘ag/ menunjukan bahwa rata-rata lama sekolah memiliki
efek negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan dan an Nasl menunjukan
bahwa tingkat kelahiran tidak mempengaruhi tingkat kemiskinan serta pengeluaran

perkapita tidak mempengaruhi tingkat kemiskinan di Kabupaten Bireuen.

Kedelapan, penelitian yang dilakukan oleh As’ad Bukhari (2018) dengan judul
”Islam dan Pembangunan Manusia di Era Globalisasi”. Penelitian ini bertujuan
untuk melihat seperti apa pengaruh Islam dan pembangunan manusia di era globalisasi.
Penelitian ini menyebutkan bahwa kebijakan pembangunan manusia yang perseptif
harus melihat 4 hal pokok, yaitu peningkatan produktivitas penduduk, pemerataan
kesempatan untuk setiap penduduk, kesinambungan untuk generasi mendatang, dan
pemberdayaan masyarakat serta keaktifan masyarakat sipil juga diperlukan dalam

proses pembangunan negara.



15

Berdasarkan beberapa sumber penelitian yang telah diuraikan diatas, penelitian
terkait pengaruh APBD terhadap Islamic Human Development Index (I-HDI) di
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sangat mirip dengan penelitian yang dilakukan
oleh Firman Muhammad Arif (2019). Tetapi, penelitian yang ingin dibuat oleh penulis
ini berusaha menganalisis dan mendeskripsikan APBD pada perspektif I-HDI di
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2015-2019. Adapun metode penelitian
yang digunakan adalah kuantitatif deskriptif. Pada penghitungan I-HDI indikator yang
digunakan pada index ad dien adalah rasio zakat, index an nafs menggunakan indikator
angka harapan hidup, index al agl menggunakan indikator gabungan dari Rata-rata
Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah, index an nafs menggunakan indikator
gabungan dari Angka Kelahiran Total dan Angka Kematian Bayi, index al maal
menggunakan indikator pendapatan perkapita. Oleh karena itu, untuk menghindari
penelitian terhadap objek yang sama atau pengulangan terhadap karya ilmiah yang
sudah dipaparkan. Berikut tabel perbedaan penelitian pada telaah pustaka dengan

penelitian yang akan dilaksanakan.

Tabel 2.1 Daftar Perbedaan Penelitian Terdahulu dengan Penelitian yang Sedang

Diteliti
No. Judul, Perbedaan
Penyusun dan - -
Penelitian Terdahulu Rencana Penelitian
Tahun
1. | Anggaran Penelitian ini | Penelitian yang ingin dibuat oleh

Belanja Daerah | membahas Anggaran | penulis ini berusaha menganalisis
Berbasis belanja daerah berbasis | dan mendeskripsikan APBD pada
Magasid al | magasid al syari’ah | perspektif 1-HDI di Provinsi
Syari’ah: dengan fokus masalah, | Kepulauan Bangka Belitung
Analisis realitas pemberdayaan | tahun ~ 2015-2019.  Adapun

Realisasi anggaran belanja | metode penelitian yang
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Anggaran Kota
Palopo, Firman

pemerintah dan

realisasi

digunakan adalah kuantitatif

deskriptif. Pada penghitungan I-

Muhammad pemanfaatannya. Jenis | HDI indikator yang digunakan

Arif (2019) penelitian ini adalah | pada index ad dien adalah rasio
penelitian lapangan | zakat, index an nafs
yang bersifat deskriptif | menggunakan indikator angka
dan eksploratif, | harapan hidup, index al aql
menggunakan  multi | menggunakan indikator
pendekatan seperti | gabungan dari Rata-rata Lama
normatif, yuridis, | Sekolah dan Harapan Lama
sosiologis dan teologi | Sekolah, index an  nafs
kesejahteraan.  Hasil | menggunakan indikator
penelitian gabungan dari Angka Kelahiran
menunjukkan  bahwa | Total dan Angka Kematian Bayi,
pemerintah daerah telat | index al maal menggunakan
melakukan  berbagai | indikator pendapatan perkapita.
upaya dan kebijakan
dengan mendorong
pengembangan
kehidupan masyarakat.

Analisis I-HDI | Penelitian ini berfokus | Penelitian yang ingin dibuat oleh

(Islamic Human
Development
Index) di Jawa
Timur, Maya
Masita
Septiarani dan
Sri

pada pencapaian
pembangunan manusia
di Jawa Timur pada
tahun 2010-2014 yang
diukur berdasarkan I-
HDI

Development

(Islamic-Human

Index).

penulis ini berusaha menganalisis

dan mendeskripsikan APBD pada

perspektif 1-HDI di Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung
tahun  2015-2019.  Adapun
metode penelitian yang
digunakan adalah kuantitatif
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Herianingrum
(2017).

Metode penelitian yang
dalam
juga
menggunakan metode
kualitatif deskriptif.

digunakan

penelitian  ini

deskriptif. Pada penghitungan I-
HDI indikator yang digunakan
pada index ad dien adalah rasio

zakat, index an nafs
menggunakan indikator angka
harapan hidup, index al agl
menggunakan indikator

gabungan dari Rata-rata Lama

Sekolah dan Harapan Lama
Sekolah, index an  nafs
menggunakan indikator

gabungan dari Angka Kelahiran
Total dan Angka Kematian Bayi,
maal

index al menggunakan

indikator pendapatan perkapita.

Interactions and
Contributions
Between
Islamic Human
Development
Index,
Economics
Growth, Fiscal
Policy and
Demographics
In Indonesian
Provinces:

Panel VVector

Pada penelitian ini
menganalisis interaksi

dan kontribusi antara I-

HDI, pertumbuhan
ekonomi,  kebijakan
fiskal dan populasi

provinsi di Indonesia.

Penelitian yang ingin dibuat oleh
penulis ini berusaha menganalisis

dan mendeskripsikan APBD pada

perspektif 1-HDI di Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung
tahun  2015-2019.  Adapun
metode penelitian yang
digunakan adalah kuantitatif

deskriptif. Pada penghitungan I-
HDI indikator yang digunakan
pada index ad dien adalah rasio
nafs

zakat, index an

indikator

menggunakan angka
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Autoregression
(P-Var)
Analisys,
Rukiah &
Saparuddin
Siregar (2019).

harapan hidup, index al agql

menggunakan indikator

gabungan dari Rata-rata Lama

Sekolah dan Harapan Lama
Sekolah, index an  nafs
menggunakan indikator

gabungan dari Angka Kelahiran
Total dan Angka Kematian Bayi,
maal

index al menggunakan

indikator pendapatan perkapita.

Pengaruh
Pendapatan dan
Belanja Daerah

(APBD)
Terhadap Index

Pembangunan
Manusia di

Kabupaten

Jember Periode
1990-2014,
Yufika Furi

Larassita dkk
(2015).

Pada

mengungkapkan

jurnal ini
seberapa besar
anggaran pemerintah

terhadap peningkatan

Index  Pembangunan
Manusia di Kabupaten
Jember.

Penelitian yang ingin dibuat oleh
penulis ini berusaha menganalisis

dan mendeskripsikan APBD pada

perspektif I-HDI di Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung
tahun ~ 2015-2019.  Adapun
metode penelitian yang
digunakan adalah kuantitatif

deskriptif. Pada penghitungan I-
HDI indikator yang digunakan

pada index ad dien adalah rasio

zakat, index an nafs
menggunakan indikator angka
harapan hidup, index al agl
menggunakan indikator

gabungan dari Rata-rata Lama

Sekolah dan Harapan Lama

Sekolah, index an nafs
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menggunakan indikator
gabungan dari Angka Kelahiran
Total dan Angka Kematian Bayi,
maal

index al menggunakan

indikator pendapatan perkapita.

Islamic Human
Development
Index di
Indonesia
(Suatu
Pendekatan
Magashid
Syariah),
Rukiah dkk.
(2019).

Penelitian ini
menganalisis Index
Pembangunan Manusia
dengan

Magashid

Tetapi

pendekatan
Syariah.
sampel
penelitian ini
menggunakan 33
provinsi di Indonesia
dengan metode

kuantitatif deskriptif.

Penelitian yang ingin dibuat oleh
penulis ini berusaha menganalisis

dan mendeskripsikan APBD pada

perspektif 1-HDI di Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung
tahun ~ 2015-2019.  Adapun
metode penelitian yang
digunakan adalah kuantitatif

deskriptif. Pada penghitungan I-
HDI indikator yang digunakan

pada index ad dien adalah rasio

zakat, index an nafs
menggunakan indikator angka
harapan hidup, index al agl
menggunakan indikator

gabungan dari Rata-rata Lama

Sekolah dan Harapan Lama
Sekolah, index an  nafs
menggunakan indikator

gabungan dari Angka Kelahiran
Total dan Angka Kematian Bayi,
maal

index al menggunakan

indikator pendapatan perkapita.
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Between Sharia
Magasid Index
and Human
Development

Which

One is Happier?

Index:

Wahyu Jatmiko
(2015).

Pada ini

berusaha

penelitian

membandingkan antara
Index Magashid
Syariah dengan Human
Development Index
mana yang lebih tepat
untuk menjadi tolak

ukur  bagi  negara-

negara Khususnya

negara muslim.

Penelitian yang ingin dibuat oleh
penulis ini berusaha menganalisis

dan mendeskripsikan APBD pada

perspektif 1-HDI di Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung
tahun  2015-2019.  Adapun
metode penelitian yang
digunakan adalah kuantitatif

deskriptif. Pada penghitungan I-
HDI indikator yang digunakan

pada index ad dien adalah rasio

zakat, index an nafs
menggunakan indikator angka
harapan hidup, index al agl
menggunakan indikator

gabungan dari Rata-rata Lama

Sekolah dan Harapan Lama
Sekolah, index an  nafs
menggunakan indikator

gabungan dari Angka Kelahiran
Total dan Angka Kematian Bayi,
maal

index al menggunakan

indikator pendapatan perkapita.

The Effect of
Islamic Human
Development
Index on

Poverty Level in

Penelitian ini
mengungkapkan

bagaimana pengaruh
Islamic Human

Development Index (I-

Sedangkan pada penelitian yang
ingin ditulis melihat bagaimana
APBD pada perspektif Islamic
Human Development Index (I-
HDI) di

Provinsi Kepulauan
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Bireuen District | HDI) pada tingkat | Bangka Belitung tahun 2015-
Period  2000- | kemiskinan di | 2019. Metode penelitian yang
2017, Kabupaten Bireuen | digunakan adalah kuantitatif
Muhammad periode  2000-2017. | deskriptif.
Reza dkk | Penelitian ini  juga
(2018). membandingkan antar

(1-HDI) saling

berhubungan atau tidak

dengan kemiskinan.
Islam dan Perbedaan pada | Penelitian yang ingin dibuat oleh
Pembangunan penelitian terletak pada | penulis ini berusaha menganalisis

Manusia di Era
Globalisasi,
As’ad Bukhari
(2018).

tujuannya yang ingin

melihat seperti apa

pengaruh Islam dan
pembangunan manusia
di era globalisasi saat
masih

ini, apakah

relevan atau tidak.

dan mendeskripsikan APBD pada

perspektif 1-HDI di Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung
tahun ~ 2015-2019.  Adapun
metode penelitian yang
digunakan adalah kuantitatif

deskriptif. Pada penghitungan I-
HDI indikator yang digunakan

pada index ad dien adalah rasio

zakat, index an nafs
menggunakan indikator angka
harapan hidup, index al agl
menggunakan indikator

gabungan dari Rata-rata Lama

Sekolah dan Harapan Lama
Sekolah, index an  nafs
menggunakan indikator
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gabungan dari Angka Kelahiran
Total dan Angka Kematian Bayi,
index al maal menggunakan

indikator pendapatan perkapita.

B. Landasan Teori

Pada bagian ini akan dipaparkan beberapa teori yang dijadkan sebagai dasar
dalam penelitian ini. Sesuai dengan judul yang penulis angkat, maka teori yang akan
dipaparkan dalam bagian ini yaitu tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD) dan Islamic Human Development Index (I-HDI).

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan
rencanan keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh DPRD.
APBD disusun dan dipersiapkan sesuai dengan kebutuhan pemerintah serta
kemampuan pendapatan daerah yang ditentukan setiap tahun dengan peraturan
daerah. APBD terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan
daerah (Sugianto, 2008). Pengertian APBD tertuang pada Undang-undang
Republik Indonesia nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

Daerah Pemerintah Pusat dan Daerah.

Pemerintah daerah sebagai wakil masyarakat yang memiliki mandat
dari rakyat harus direalisasikan, yang mana dalam merealisasikan mandat
tersebut membutuhkan biaya dengan jumlah banyak. Maka dari itu APBD dapat
dijadikan sebagai proyeksi kebutuhan masyarakat setempat hingga akhir tahun.
Anggaran dibuat sebagai cerminan kualitas dari kinerja pemerintah secara

kuantitatif maupun kualitatif sehingga akan terlihat (Mardiasmo, 2002):

a. Adanya pertanggungjawaban pemungutan pajak dan pungutan lain-lain

oleh pemerintah misalnya untuk memperlancar ekonomi.
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b. Adanya hubungan yang erat antara fasilitas penggunaan dana dan

penarikannya.

c. Adanya pola pengeluaran pemerintah yang dapat dipakai sebagai
pertimbangan dalam menentukan pola tingkat distribusi penghasilan

dalam ekonomi.
Berikut beberapa pengertian APBD, antara lain:

a. Pengertian APBD menurut Undang-Undang Republik Indonesia nomor
33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Daerah Pemerintah Pusat
dan Daerah adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan
berdasarkan Peraturang Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (APBD)”.

b. Mamesah (1995) memberi pengertian bahwa APBD adalah rencana
operasional keuangan Pemerintah Daerah, dimana di suatu pihak
menggambarkan  perkiraan pengeluaran  setinggi-tingginya guna
membiayai Kkegiatan-kegiatan dan proyek-proyek daerah dalam satu
tahunan anggaran tertentu, dan di pihak lain menggambarkan perkiraan
penerimaan dan sumber-sumber penerimaan daerah guna menutupi

pengeluaran-pengeluaran dimaksud”.

c. Halim (2002) menjelaskan bahwa APBD merupakan rencana kegiatan
pemerintah daerah yang dituangkan dalam bentuk angka dan menunjukkan
adanya sumber penerimaan yang merupakan target minimal dan biaya yang

merupakan batas maksimal untuk satu periode anggaran”.

Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
dialokasikan sesuai kebutuhan pada wilayah itu sendiri dengan diletakkan
sesuai bidang kebutuhannya. Dalam hal ini APBD yang akan diteliti adalah

anggaran bidang kesehatan, pendidikan dan ekonomi. Penggunaan tiga bidang
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anggaran tersebut dikarenakan terdapat beberapa masalah yang berkaitan

dengan anggaran bidang tersebut.

Anggaran Kesehatan merupakan salah satu bidang yang menyokong
pembangunan manusia di setiap wilayah. Tujuan pembangunan pada bidang
kesehatan akan berjalan lancar dengan adanya dukungan pembiayaan.
Pembiayaan yang diperlukan harus dianggarkan sesuai kebutuhan kesehatan.
Anggaran kesehatan memiliki tujuan untuk menyediakan pembiayaan
kesehatan secara adil, didistribusikan secara merata dan termanfaatkan secara
baik guna menjamin terselenggaranya pembangunan kesehatan supaya
meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam aspek jasmani. Urgensi
anggaran kesehatan pada APBD tertuang dalam Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2009 tentang kesehatan, menyebutkan bahwa besar anggaran kesehatan
pemerintah dialokasikan minimal sebesar 5% dari Anggaran Pendapatn dan
Belanja Negara (APBN) sedangkan anggaran kesehatan pemerintah daerah
provinsi kbupaten/kota dialokasikan minimal 10% dari Anggaran Pendapat
dan Belanja Daerah (Sadi, 2015).

Pendidikan merupakan salah satu cita-cita Bangsa Indonesia yang
tertulis dalam UUD 1945. Pendidikan merupakan kegiatan proses
pembelajaran yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung,
memiliki tujuan untuk mendapatkan pengetahuan sehingga dapat
diaplikasikan untuk bekal di masa yang akan datang (Neolaka, 2017). Urgensi
dari pendidikan sendiri tertuang dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang
Sistem Pendidikan Nasional. Pendidikan sangat penting bagi suatu negara
karena dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang baik. Semakin
baik SDM pada wilayah tertentu maka tinggi pula tingkat pendidikannya.
Untuk menyokong kegiatan pendidikan sehingga dapat mencerdaskan bangsa
dapat dilakukan dengan pembiayaan pendidikan. Pembiayaan pendidikan

merupakan wadah bagi terlaksananya kegiatan pada bidang pendidikan.
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Dalam hal ini, pembiayaan pada bidang pendidikan harus dianggarkan
terlebih dahulu. Anggaran pendidikan dialokasikan minimal 20% dari APBN
maupun APBD, hal ini tertuang pada UUD 1945 Pasal 31 ayat 4. Anggaran
pendidikan juga dikategorikan menjadi dua, yaitu Anggaran Fungsi
Pendidikan dan Anggaran Urusan Pendidikan (kemdikbud, 2020).

Anggaran ekonomi dimaksudkan sebagai kumpulan anggaran-
anggaran yang berhubungan dengan kegiatan ekonomi. Anggaran ekonomi
dibuat sebagai penunjang pembangunan ekonomi pada suatu daerah atau
wilayah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Ekonomi merupakan
kegiatan dasar untuk memenuhi kebutuhan setiap insan manusia, sehingga
dalam pelaksanaannya harus dialokasikan sesuai kebutuhan yang paling

penting.
Islamic Human Development Index (I-HDI)

Islam sebagai agama rahmatan lil alamin mempunyai interpretasi
sendiri akan pembangunan manusia yang mencakup seluruh aspek-aspek
kehidupan. I-HDI merupakan singkatan dari Islamic Human Development
Index digunakan sebagai alat ukur pembangunan manusia dalam perspektif
islam. [-HDI digunakan sebagai tolak ukur dalam pencapaian tingkat
kesejahteraan manusia berdasarkan kebutuhan dasar yang terpenuhi, sehingga
manusia mencapai kehidupan bahagia di dunia maupun akhirat. Untuk
mengukur indeks pembangunan manusia dalam perspektif Islam maka
dibutuhkan indikator khusus sebagai penopang jenis-jenis kebutuhan manusia.
Dalam merumuskan I-HDI, digunakan pedoman tujuan-tujuan syariah atau
magashid syariah sebagai indikator kebutuhan manusia baik secara materi
maupun spiritual. Magashid syariah dapat diartikan sebagai dasar pemikiran
syariah yang mencakup semua kebutuhan manusia yang dirancang untuk

melindungi kepentingan umat manusia dalam semua bagian dan aspek
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kehidupan. Menurut Al-Ghazali magashid syariah diinterpretasikan kedalam
lima kebutuhan manusia yaitu, menjaga agama (hifz din), menjaga jiwa (hifz
Nafs), menjaga akal (hifz agl), menjaga keturunan (hifz nabs) dan menjaga harta
(hifz mal) (Ariza, 2012).

Tabel 2.2 Indikator I-HDI

Tujuan Pembangunan Dimensi Index Dimensi
Hifzu ad- Dien Index ad-Dien
Hifzu an- Nafs Index an-Nafs
Maslahah Hifzu al- 'Aql Index al-"aqg!/
Hifdzu an-Nasl Index an-Nasl
Hifdzu al-Mal Index al-Mal

Sumber: (Anto, 2011), disesuaikan.

I-HDI terbagi menjadi lima dimensi dalam dua klasifikasi yang berbeda
yaitu non material walfare yang terdiri dari dimensi menjaga agama, menjaga
jiwa, menjaga akal dan menjaga keturunan serta material walfare yang terdiri
dari menjaga harta (Hifzu al-Mal). Penjelasan indikator yang diusulkan oleh

Hendri Anto dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 2.3 Indikator yang Diusulkan Dalam Kesejahteraan Holistik

Klasifikasi Dimensi Index Dimensi Indikator Usulan

Hifzu ad-Dien | Index ad-Dien | 1. Angka Kriminalitas

Hifzu an-Nafs | Index an-Nafs | 1. Angka Harapan

) Hidup
Non Material _
Hifzu al-ag! Index al-’aql | 1. Harapan Lama
Walfare
Sekolah

2. Rata-rata Lama
Sekolah
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Hifzu an-Nasl

Index an-Nasl
Total

Bayi

1. Angka Kelahiran

2. Angka Kematian

Material

walfare

Hifzu al-Mal

Index al-Mal 1.

Pengeluaran

perkapita (PPP Rupiah)

Sumber: (Anto, 2011), disesuaikan.

Untuk menghitung index dari masing-masing dimensi yang ada di I-

HDI, digunakan batas maksimal dan minimal yang akan dipaparkan pada tabel
2.4 dibawah ini:

Tabel 2.4 Angka Maksimal dan Minimal dari Setiap Indikator 1-HDI

Dimensi Indikator Angka Angka Keterangan
Maksimal | Minimal
ad-Dien | Rasio Zakat Angka Angka -
Maksimal | Minimal
an-Nafs | Angka Harapan Hidup | 85 20 Standar UNDP
al-‘Agl | Harapan Lama | 18 0 Standar UNDP
Sekolah
Rata-rata Lama | 15 0 Standar UNDP
Sekolah
an-Nasl | Angka Kelahiran Total | 2.1% 1.5% Standar
BKKBN
Angka Kematian Bayi | 70 12 Standar SDG’s
2030
al-Mal Pengeluaran per | 18563 13374 Standar BPS
Kapita

Sumber: BPS, UNDP, SDG’s & BKKBN disesuaikan.
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Tabel 2. 4 memaparkan angka maksimal dan minimal dari beberapa
indikator I-HDI yang digunakan untuk mengukur 1-HDI. Angka maksimal dan
minimal yang telah dipaparkan pada table tersebut disesuaikan dengan standar,

baik standar nasional maupun standar internasional.

Tabel 2. 4 Pengelompokan 1-HDI

Capaian Kategori
I-HDI <60 I-HDI rendah
60 <I-HDI <70 I-HDI sedang
70 <I-HDI < 80 I-HDI tinggi
I-HDI > 80 I-HDI sangat tinggi

Dengan adanya tabel pengelompokan I-HDI maka dapat ditentukan

suatu daerah memiliki tingkat I-HDI pada jenis kategori yang mana.

Berikut penjelasan mengenai komponen I-HDI dengan menggunakan

pendekatan magashid syariah Asy Syatibi:
1. Menjaga Agama (Hifzu ad-Dien)

Islam selalu mengajarkan manusia untuk menjalani kehidupan
secara benar, sebagaimana telah diatur oleh Allah dalam firman-firman-
Nya. Baik serta buruknya kehidupan tidak selalu diukur dari indikator-
indikator khusus melainkan dari sejauh mana seorang manusia dapat
berpegang teguh pada keimanan (P3EI, 2012). Maka dari itu, manusia
membutuhkan suatu pedoman sebagai pegangan hidup untuk

melakukan kebenaran yaitu agama (Dien).

Menjaga agama dapat diartikan sebagai cara Kkita untuk
menyembah Tuhan yang Maha Esa untuk senantiasa menghormati

peraturan-peraturan dan kewajiban yang sudah ditetapkan. Menjaga
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agama didapatkan dengan cara melaksanakan berbagai macam ibadah.
Akidah, ibadah dan muamalat dapat dilaksanakan sebagai perwujudan
dari terpeliharanya agama dengan niat mengelola hubungan antara
manusia dan Allah serta di ruang lingkup umat islam sendiri (Ibrahim,
2006). Beberapa ayat al-Qur’an yang berkaitan dengan menjaga agama
(hifz ad-Dien) yaitu.

QS. Al Bagarah (2): 43 Tentang Perintah Shalat dan Zakat
£F Sl g 1 a8 5 558501 e 5 6 3leall 15080 5
Artinya: “Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan rukuk
lah beserta orang- orang yang rukuk.”
QS. Al Baqgarah (2): 183 Tentang Perintah Puasa
G585 &I A (ol e G LS plzall &l o T5lle Gall il
YAY

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas
kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang- orang

sebelum kamu agar kamu bertakwa.”

QS. Ali Imran (3): 104 Tentang Perintah Amar Ma’ruf Nahi

Munkar

S35 SRl e &3es s mally (55005 Al ) &2 48] s &
Vet (AL A

Artinya: “Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan
umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang
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ma’ruf dan mencegah dari yang munkar, merekalah orang-
orang yang beruntung.”

QS. Ali Imran (3):97 Tentang Perintah Haji
oo il e QAT Lo 5 Bale S8 4IRS (s Eaa ) Al s Eie 4
WV el g 2 BT 0 S a5 S ) UL

Artinya: “Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata,
(diantaranya) magam Ibrahim; barangsiapa memasukinya
(Baitullah itu) menjadi amalan dia; mengerjakan haji adalah
kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang
sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barangsiapa
mengingkari (kewajiban haji) maka sesungguhnya Allah Maha
Kaya (tidak memerlukan sesuatu) darvi semesta alam.”

Berdasarkan ayat-ayat diatas, dapat ditelaah bahwasanyya
pemeliharaan terhadap agama merupakan prioritas atau pondasi dasar
yang telah ditetapkan oleh Al-Quran maupun sunnah. Ayat-ayat diatas
juga berisi mengenai perintah untuk mengamalkan semua keimanan
yang berarti pemeliharaan jiwa merupakan ajaran fundamental dan
diletakkan sebgai prioritas dan pondasi dalam Islamic Human

Development Index I-HDI.

Dalam I-HDI terdapat indikator yang dapat digunakan
untuk membentuk index ad-Dien. Index ad-Dien adalah index
yang digunakan sebagai acuan untuk mengukur dimensi
agama, meliputi aqidah, shalat, zakat, puasa, haji, keadilan
dan jihad. Dalam penelitian ini index ad-Dien dapat dihitung
berdasarkan indikator yang berhubungan dengan index ad-
Dien, yaitu rasio zakat yang membutuhkan data penghimpunan

zakat dan pendistribusian zakat.

2. Menjaga Jiwa (hifzu an-Nafs)
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Menjaga jiwa didefinisikan sebagai cara untuk memastikan
eksistensi, dan pengemban kehidupan manusia sesuai dengan
kebutuhan dasar dan kebutuhan spiritual, kebutuhan dasar dan
kebutuhan moral, kebutuhan social dan kebutuhan perlindungan dari
ancaman. Terdapat tingkat kepentingan dari menjaga jiwa, vyaitu : (1)
Menjaga jiwa berdasarkan dharuriyyat, contohnya adalah kebutuhan
pokok berupa makan untuk bertahan hidup. (2) Menjaga jiwa
berdasarkan hajjiyyat yaitu diperbolehkanya memenuhi kebutuhan
seperti berburu binatang untuk menikmati makanan yang lezat dan
halal. Tingkatan hajiyyat tidak akan mengancam kehidupan manusia
karena sifatnya sekunder. (3) Menjaga jiwa berdasarkan tingkatan
tahsiniyyat, contohnya yaitu ditetapkannya tata cara makan dan minum.

Berikut beberapa ayat al-Qur’an yang berkaitan dengan hifz Nafs yaitu.

QS. Al Mu’minun (23): 51 Perintah Memakan Makanan yang Baik
O ple o5bas Ly Ttk Tl coiglall e T 5 G

Artinya: ”Hai rasul-rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik dan
kerjakanlah amal yang saleh. Sesungguhnya Aku Maha Mengetahui

apa yang kamu kerjakan.”

QS. Al Bagarah (2): 173 Larangan Memakan Makanan Haram

Szl (el Oal L yuall Ay S5 a5l ale 255 &)
WY and hsse Al G Adle & Maale Vil R

Artinya: "Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai,
darah, daging babi dan binatang yang (ketika disembah) disebut
(nama) selain Allah. Tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa
(memakannya) sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula)
melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah
Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”
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Kedua ayat ini menafsirkan bahwasanya kita sebagai manusia
dalam menjalani hidup harus mengamalkan amal-amal saleh yang
sudah diperintahkan oleh Allah SWT dan menggabungkan semua
kebaikan tersebut, baik berupa perbuatan maupun ucapan. Dengan
menjalankan perintah yang telah Allah SWT tetapkan pada ayat-ayat
ini maka, memakan makanan dengan baik merupakan pembuktian diri
bahwasannya perintah tersebut bertujuan untuk menjaga kesehatan

pada diri manusia.

Hal ini berhubungan dengan implementasi dalam menjaga jiwa
yang dapat dihitung melalui index an-Nafs. Index an-Nafs adalah suatu
index yang digunakan sebagai ukuran dalam mengukur dimensi
kebaikan fisik manusia atau kesehatan. Index an-Nafs dapat diukur

melalui Angka Harapan Hidup.
3. Menjaga Akal (Hifzu al-"4ql)

Kehidupan manusia selalu diiringi dengan ilmu pengatahuan.
Tanpa ilmu pengetahuan maka manusia tidak dapat memahami alam
semesta dan ajaran agama dalam Al-Qur’an dan Hadits. Maka dari itu,
Islam dengan tegas memerintahkan umatnya untuk menuntut ilmu.

Berikut ayat Al-Qur’an yang berkaitan dengan hifz al-"aq!:

QS. Al Mujaadilah (58): 11 Keuntungan Orang yang Memiliki lImu

1305 2814 ey 1ALl QAT a1 A &1 0 13 Tkale Gall il
Ay a3 alal o) Cdlly 2Kea 1 siale Gall AT b7 15 58 1, 31 (08
TN ped Gl

Artinya: “Hai orang-orang beriman apabila dikatakan kepadamu:
"Berlapang-lapanglah dalam majlis”, maka lapangkanlah niscaya
Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan:
“Berdirilah kamu”, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan
orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi
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ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa
yang kamu kerjakan.”

Berdasarkan ayat Al-Qur’an yang telah dipaparkan di atas, dapat
ditafsirkan bahwa dalam ayat ini kita sebagai makhluk hidup yang
mempunyai derajat yang lebih dianjurkan dalam menuntut ilmu guna
memberi kemudaha bagi orang lain dalam menuntut ilmu. Hal ini
berhubungan dengan menjaga akal pada I-HDI, terdapat indikator yang
bisa digunakan untuk membentuk index al-’agl. Index al-’aq/ sendiri
merupakan index yang dijadikan acuan untuk mengukur dimensi
pengetahuan. Pada penelitian ini index al-'ag/ dapat diukur melalui data
Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah.

4. Menjaga Keturunan (Hifzu an- Nasl)

Berkembang biak adalah salah satu ciri dari makhluk hidup
termasuk manusia untuk memelihara kontinuitas kehidupan.
Memelihara kontinuitas kehidupan berarti menjaga keturunan untuk
generasi yang akan datang. Menjaga keturunan dapat ditingkatkan
menjadi 3 tingkatan, vyaitu: (1) Menjaga keturunan berdasarkan
dharuriyyat contohnya seperti perintah untuk menikah dan
diharamkannya berzinah. (2) Menjaga keturunan berdasarkan hajiyyat,
contohnya seperti ditentukannya menyebutkan mahar bagi suami pada
saat menikah dan diberikan hak talak kepadanya. (3) Menjaga keturunan
berdasarkan tahsiniyyat contohnya seperti disyariatkannya khitbah
(tunangan) dalam perkawinan. Hal ini dilakukan dalam rangka
melengkapi kegiatan perkawinan sehingga tidak akan mengancam
eksistensi keturunan serta tidak menyulitkan bagi orang yang
melakukan perkawinan. Dibawah ini dipaparkan beberapa ayat Al-
Qur’an yang berkaitan dengan hifzu an-Nasl diantaranya sebagai
berikut:
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QS. an-Nuur (24): 32 Perintah untuk Menikah

Cro AT 3325 5158 15050 o) B 5 Blie Gy Cpanlially s (a1 A0

VY ade f A5 R
Artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara
kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba
sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan

jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-
Nya dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi maha mengetahui.”

Berdasarkan ayat Al-Qur’an yang telah dipaparkan di atas, dapat
ditafsirkan bahwa menikah merupakan penyempurnaan ibadah yang
mana juga pemenuhan kebutuhan setiap manusia ketika mereka siap.
Menikah merupakan aktivitas awal untuk melestarikan keturunan dan
mencegah kepunahan. Hal ini selaras dengan pengaplikasian dalam
mejaga keturunan pada I-HDI. Dalam I-HDI terdapat indikator yang
bisa digunakan untuk membentuk index Nasl yaitu data angka kelahiran

total dan angka kematian bayi.
5. Menjaga Harta (Hifzu al-Maal)

Harta merupakan suatu hal atau benda yang memiliki nilai.
Menjaga harta juga digambarkan sebagai penunjang keempat komponen
unsur Islamic Human Development Index (I-HDI) supaya berjalan
dengan baik. Manusia mempunyai hak untuk memperkaya sumberdaya
ekonomi sebagai alat pemenuhan kebutuhan tetapi harus diiringi dengan
fungsi sosial seperti meberikan sebagian harta tersebut kepada orang
lain ataupun masyarakat (Katmas, 2018). Dibawah ini dipaparkan
beberapa ayat Al-Qur’an yang berkaitan dengan hifz al-maal

diantaranya sebagai berikut.

QS. At Taubah (9): 105 Perintah untuk Bekerja
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<3 [T ‘*,:'.,,J%A%g}’”, [ BN S PR AR A

coall ale ) G yity §sieball g A1 5005 ale ) (s pnd ) gla ] Ja

Voo o laad K Ly L sagll

Artinya: Dan katakanlah: “Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-
Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan
kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui akan yang

ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kami apa yang telah
kamu kerjakan.”

QS. al- Anfaal (8): 28 Harta Sebagai Ujian Keimanan
YA ade a0 sme 47 G5 A 288135 &0 4l W 15402 T

Artinya: “Dan ketauhilah, bahwa hartamu dan anak-anakmu itu
hanyalah sebagai cobaan dan sesungguhnya di sisi Allah-lah pahala

yang besar.”

QS. At-Taubah (9): 41 Harta Sebagai Bekal Ibadah

&8 o) &1 58 2B AT o 8 28l 5 280520 1 shen 5 VIG5 alas 1558
£ [y ealad

Artinya: “Berangkatlah kamu baik dalam keadaan merasa ringan
maupun berat, dan berjihadlah kamu dengan harta dan dirimu di jalan

Allah. Yang demikianlah itu adalah lebih baik bagimu, jika kamu
Mengetahui.”

Berdasarkan ayat Al-Qur’an yang telah dipaparkan di atas, dapat
disimpulkan bahwa menjaga harta merupakan pemenuhan kebutuhan
yang pokok untuk menjalani kehidupan. Memperoleh harta juga harus
dihasilkan dengan mengerjakan perbuatan yang baik. Dalam hal ini
berhubungan dengan I-HDI. Terdapat indikator yang bisa digunakan

untuk membentuk index Maal yaitu data pengeluaran perkapita.
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C. Kerangka Berpikir

Kerangka pemikiran digunakan sebagai dasar pengembangan setiap konsep dan
teori yang digunakan dalam penelitian ini. Adapun kerangka yang akan dilakukan
dalam penelitian ini sebagai berikut.
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Anggaran Anggaran Anggaran
Kesehatan Pendidikan Ekonomi
v
Dimensi Hifzu ad Hifzuan | | Hifzu al Hifzu an Hifzu al
Dien Nafs ‘aql Nasl Maal
A
Rasio Angka 1.Rata- 1.Angka Pengelua
Zakat Harapan rata Kelahira ran
Hidup Lama n Total Pendapat
Sekolah an
Indikator | | | 2.Angka
2.Harapa Kematia
n Lama n Bayi
Sekolah
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Index |,/ Indexad Indexan | | Indexal Index an Index al
Dien Nafs Aql Nasl Maal
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/.

Islamic Human Development Index (I-HDI)

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir



BAB Il1
METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Desain penelitian merupakan dasar dari kerangka kerja serta proses yang
diperlukan pada perencanaan dan pelaksanaan penelitian. Desain penelitian diawali
dengan menentukan instrumen penelitian, menentukan populasi dan sampel,

mengumpulkan data serta menganalisis data (Nasrudin, 2019).

Berdasarkan judul yang telah dikemukakan, maka jenis penelitian yang
digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kuantitatif deskriptif . Metode kuantitatif
merupakan penelitian yang ditentukan terhadap suatu penentu yang bersifat akurat
(Martono, 2010).

B. Lokasi Penelitian dan Waktu Pelaksanaan Penelitian

Lokasi yang dijadikan sebagai penelitian adalah Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung. Alasan pemilihan lokasi tersebut karena Bangka Belitung merupakan daerah
dengan jumlah penduduk mayoritas memeluk agama islam. Dilansir dari data yang
dipublikasi oleh kemenag data penduduk yang memeluk agama islam sebesar
1.233.654 jiwa (Kemenag, 2018). Selain itu, Indeks Pembangunan Manusia di
Kepulauan Bangka Belitung mengalami kenaikan yang stabil dari tahun 2015 hingga
2019 (BPS Babel, 2020). Alasan pemilihan tahun yang digunakan supaya mendapatkan
hasil yang akurat sesuai dengan keadaan sekarang. Adapun waktu pelaksanaan

penelitian ini dilakukan selama 2 bulan.

C. Obyek Penelitian

Obyek penelitian merupakan suatu hal yang dijadikan penelitian, atau arti lain
merupakan variabel yang diteliti (Anshori & Iswati, 2009). Obyek penelitian dalam
penelitian ini adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada bidang
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pendidikan, kesehatan dan ekonomi di Kepulauan Bangka Belitung tahun 2015-2019
melalui perspektif I-HDI.
D. Populasi dan Sampel

Populasi merupakan gabungan dari keseluruhan komponen-komponen pada
penelitian (Harinaldi, 2005). Dapat dikatakan populasi mempunyai lingkup lebih luas
daripada sampel, dalam penelitian ini yang menjadi populasi dari penelitian ini adalah
seluruh data time series Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada

bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi.

Sampel merupakan sebagian dari populasi yang berisi data dengan lingup kecil
dan lebih spesifik (Harinaldi, 2005). Dalam penelitian ini yang menjadi sampel dari
penelitian ini adalah data time series setiap tahun dari tahun 2015 hingga 2019, yaitu
sebanyak 5 sampel index ad Dien, index an Nafs, index al ’aql, indeks an Nasl dan

index al Maal.

E. Sumber data

Sumber data pada penelitian ini berasal dari data sekunder dengan periode
2015-2019. Adapun data diperoleh dari Instansi Pemerintah, Badan Pusat Statistik,
BAZNAS, Website Resmi Pemerintah, Jurnal, Buku serta penelitian-penelitian
terdahulu yang masuh relevan dengan variabel yang diteliti. Data yang dikumpulkan
dalam penelitian ini berupa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2015-2019, Indeks Pembangunan Manusia
(IPM) dan data-data dari indikator I-HDI.

F. Teknik Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang
berasal dari Instansi Pemerintah, Badan Pusat Statistik, BAZNAS, Website Resmi
Pemerintah, Jurnal, Buku serta penelitian-penelitian terdahulu yang masih relevan
dengan variabel yang diteliti. Data yang telah terkumpul selanjutnya diolah dan

dianalisis secara deskriptif kuantitatif.
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G. Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional variabel merupakan batasan dari penelitian guna
menghindari penyimpangan atau kesalahpahaman pada saat penelitian dilakukan
(Muninjaya, 2003). Adapun yang dijadikan batasan dalam penelitian ini adalah :

1. Islamic Human Development Index I-HDI

I-HDI merupakan alat ukur pembangunan manusia dalam perspektif
islam 1-HDI digunakan sebagai tolak ukur dalam pencapaian tingkat kesejahteraan
manusia berdasarkan kebutuhan dasar yang terpenuhi, sehingga manusia mencapai
kehidupan bahagia di dunia maupun akhirat. I-HDI terbagi menjadi lima dimensi yaitu
menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal dan menjaga keturunan serta menjaga

harta. Dalam menghitung 1-HDI bisa dilihat pada bagan berikut:

Dimensi Hifzu ad Hifzuan | | Hifzu al Hifzu an Hifzu al
Dien Nafs ‘aql Nasl Maal
Rasio Angka 1.Rata- 1.Angka Pengelua
Zakat Harapan rata Kelahira ran
Hidup Lama n Total Pendapat
Sekolah an
Indikator || . 2.Angka
2.Harapa Kematia
n Lama n Bayi
Sekolah
\ 4 V} \ 4 A v
Index | ,| Indexad | | Indexan | | Indexal | | Indexan Index al
Dien Nafs ‘Aql Nasl Maal

O

Islamic Human Development Index (I-HDI)

Gambar 3. 1 Penghitungan I-



Tabel 3. 1 Data Indikator Usulan Penghitungan I-HDI
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Tahun
Index Indikator
2015 2016 2017 2018 2019
Ad Dien | Penerimaa | 1.246.37 | 1.737.416. | 6.182.71 | 10.385.6 | 12.139.28
n Zakat 4.504 937 6.350 91.470 0.715
Pendistrib
) 973.486. | 1.455.552. | 3.257.72 | 10.563.1 | 15.034.86
usian
679 138 4.726 24.114 0.361
Zakat
Al Nafs | Angka
Harapan 69.88 69.92 69.95 70.18 70.50
Hidup
Rata-rata
lama 7.46 7.62 7.78 7.84 7.98
sekolah
Al aql
Harapan
Lama 11.60 11.71 11.83 11.87 11.94
Sekolah
Angka
Kelahiran 2.60% 2.29% 2.46% 2.25% 2.30%
Total
An Nasl
Angka
Kematian 190 188 159 166 78
Bayi
Pengeluar
1.118.10 1.421.62 | 1.480.84
Al Maal | an per . 1.269.618 A s 1.509.974

kapita
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Dalam penggunaan masing-masing indikator, pada index ad dien penyusun
menggunakan rasio zakat yang terdiri dari data penerimaan dan pendistribusian zakat.
Pengguanaan indikator tersebut dikarenakan adanya hubungan antara agama islam
dengan implementasi ajaran islam yang dilakukan oleh masyarakat. Rasio zakat juga
dapat digunakan sebagai representasi pengamalan ibadah serta implementasi perbuatan

baik sesama manusia dengan cara membantu antara satu dengan lainnya.

Index an Nafs diukur berdasarkan indikator pada Angka Harapan Hidup,
penggunaan indikator tersebut dikarenakan cukup mewakili dalam mengukur index an
Nafs. Selain itu angka harapan hidup juga dapat memproyeksikan rata-rata tahun yang
masih bisa dijalani seseorang yang berlaku pada tempat tinggal yang mereka tinggali.
Angka Harapan Hidup juga digunakan dalam indikator Indeks Pembangunan Manusia
yang diusulkan oleh UNDP, sehingga indikator Angka Harapan Hidup sudah sesuai

standar nasional maupun internasional.

Indikator pada index al "aql yaitu menggunakan data rata-rata lama sekolah dan
harapan lama sekolah. Pengunaan indikator tersebut sudah sesuai dengan standar
nasional maupun internasional karena Indeks Pembangunan Manusia yang diusung
oleh UNDP juga menggunakan data tersebut, sehingga penggunaan indikator tersebut
sangat tepat. Kemudian, rata-rata lama sekolah dapat merepresentasikan bagaimana
Sumber Daya Manusia di daerah tersebut dan untuk indikator harapan lama sekolah
dapat dijadikan sebagai manifestasi pencapaian suatu daerah serta digunakan untuk

bahan evaluasi atau inisiasi kedepannya harus seperti apa.

Indikator pada index an Nasl yaitu menggunakan indikator dari data Angka
Kematian Bayi dan Angka Kelahiran Total. Secara bahasa hifdzu an Nasl adalah
menjaga keturunan, maka indikator tersebut sangat tepat jika diaplikasikan pada index
an Nasl. Penggunaan data Angka Kematian Bayi pada index an Nasl dapat dijadikan
sebagai evaluasi suatu daerah untuk meminimalisir segala penyebab yang dapat

menyebabkan meningkatnya angka kematian bayi. Untuk Angka Kelahiran Total juga
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dapat dijadikan gambaran suatu daerah untuk dapat mengambil kebijakan apa yang

harus dilakukan ketikan angka kelahiran total naik maupun turun.

Indikator pada index al maal yaitu menggunakan indikator dari data
pengeluaran perkapita. Pengeluaran perkapita sudah cukup mewakili dimensi hifdzu al
Maal karena indikator ini dihitung sebagai standar hidup layak. Selain itu, pengeluaran
perkapita juga digunakan pada Indeks Pembangunan Manusia yang diusulkan oleh
UNDP, sehingga indkator ini sudah sesuai standar layak nasional maupun

internasional.
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan
rencanan keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh DPRD.
APBD disusun dan dipersiapkan sesuai dengan kebutuhan pemerintah serta
kemampuan pendapatan daerah yang ditentukan setiap tahun dengan peraturan
daerah. APBD terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan
daerah (Sugianto, 2008). Berikut penjelasan mengenai variabel-variabel yang

akan diteliti pada APBD, antara lain adalah:
a. Anggaran Pendidikan

Anggaran merupakan rencana suatu aktivitas yang dibuat untuk memuat
perkiraan pengeluaran dan perkiraan pemasukan mengenai suatu hal pada masa
yang akan datang (Andriana, 2008). Anggaran pendidikan merupakan anggaran
perkiraan yang dibuat sebagai upaya yang mencakup seluruh bidang
pengetahuan. Dalam penelitian ini penyusun menggunakan anggaran
pendidikan karena pendidikan merupakan salah satu hal yang penting karena
dengan besarnya angka pendidikan, maka kualitas sumber daya manusia suatu

daerah dapat ditingkatkan.
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b. Anggaran Kesehatan

Anggaran kesehatan merupakan sebuah rencana upaya Yyang

kebutuhannya dibutuhkan oleh masyarakat untuk menjalankan kehidupan

dan  mengembangkan kehidupannya dengan baik secara fisik dan
mental. Sehingga penggunaan anggaran kesehatan dalam penelitian ini
berhubungan dengan permasalahan yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka

Belitung.
c. Anggaran Ekonomi

Anggaran ekonomi adalah anggaran dalam menopang semua aktivitas
yang berhubungan dengan penggunaan barang dan jasa baik di masyarakat,
daerah maupun negara. Sehingga penggunaan anggaran ekonomi dalam
penelitian ini  berhubungan dengan permasalahan yang ada di Provinsi

Kepulauan Bangka Belitung.

Tabel 3. 2 Indikator Variabel Anggaran Pendapatan dan Belanja

(dalam milyar)

Variabel Indikator Jumlah Anggaran
2015 2016 2017 | 2018 | 2019
> Anagaran Dinas | 41:2803 | 62.939.4 | 45041 | 47532 | 534.44
3 Per?dgi ikan 20.042,7 | 19.6666, | 8.981.7 | 1.592.2 | 3.0435
2 2 57 18 05 01
5
S A Bad
=] Kggga;?/\?aiaar‘] an'1 17.700.1 | 19.769.5 | 38.902. | 29.840. | 34.591.
= pega ' | 38.981,5 | 62.105.0 | 174.30 | 395.61 | 172.38
= Pendidikan dan
5 ! 0 5 2 013 | 650
S Pelatihan
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Peternakan

Anggaran
Kantor Arsip 11.399.8 | 16.021.6 | 16.861. | 11.661. | 27.760.
dan 75.562,4 | 41.889,4 | 874.56 | 864.29 | 414.89
Perpustakaan 0 1 3,60 7,41 6,62
Daerah
Anggaran Dinas | 18.123.6 | 16.731.4 | 16.108. | 20.439. | 19.040.
Komunikasi dan | 48.952,9 | 45.875,0 | 519.05 | 928.32 | 727.19
Informasi 4 0 7,00 5 3
Anggaran Dinas | 22.802.3 | 24.878.5 | 19.201. | 27.083. | 35.963.
Kebudayaan dan | 61.450,0 | 91.403,0 | 378.00 | 526.85 | 039.80
Pariwisata 0 0 0,00 9 3,95
Anadaran Dinas 144.361. | 213.139. | 251.48 | 277.33 | 270.49
Kegghatan 255.710, | 442.498, | 5.945.1 | 3.128.0 | 0.982.8
33 67 05,9 20,9 62
> Anggaran Badan
& Pemberdayaan
g Perempuan, 9.680.32 10.787.3 | 13.305. | 12.960. | 15.739.
=] Keluarga 5'001'00 27.057,9 | 375.45 | 919.06 | 673.01
g Berencana dan . 9 8,00 0 4
18 Perlindungan
% Anak
Anggaran Badan | 12.555.2 | 14.263.2 | 15.822. | 11.976. | 12.395.
Penanggulangan | 55.808,0 | 10.625,0 | 560.17 | 831.14 | 120.43
Bencana Daerah 0 0 3,00 1 3,97
ﬁgggfg‘;” Bs'gﬁ: 15.728.9 | 13.542.3 | 13.598. | 27.118. | 24.919.
MiIEro K’ecil 26.000,0 | 71.757,0 | 238.21 | 890.84 | 696.98
g q ! 0 0 1,85 6 4,95
= an Menengah
Q -
2 Qe“r?ﬁgl:‘;?rgr']”as 25.554.9 | 23.779.4 | 23.464. | 27.495. | 23.361.
> 00.891,0 | 00.582,4 | 869.69 | 293.46 | 309.54
m dan
3 0 1 3,41 4 7
=) Perdagangan
3 k
=} Q:rfgr?{;r? Dinas | 35 343.9 | 50.196.1 | 43.852. | 41.979. | 48.458.
' 52.990,0 | 41.595,4 | 786.91 | 663.81 | 109.09
Perkebunan dan 0 3 6.8 8.5 0.45
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Anggaran 18.837.4 | 21.667.8 | 20.799. | 19.460. | 20.312.
Inspektorat 83.849,0 | 60.761,2 | 325.85 | 679.24 | 722.49
Daerah 0 0 5,00 6 3,95
?ggggagaize[r)j;”as 26.450.3 | 27.362.0 | 26.544. | 13.868. | 25.764.
dan 13.558,0 | 93.477,0 | 323.10 | 255.62 | 114.18
L 0 0 0,60 7 8
Transmigrasi
Anggaran Badan
Pelayanan
Perizinan 8.608.58 | 9.698.76 ié‘f%é‘ 212295 132882%
Terpadu dan 4.842,00 | 0.150,00 9' 9' 8.
Penanaman '
Modal
Q:r%%‘zm;ada” 23.099.4 | 25.362.9 | 24.604. | 19.964. | 22.388.
04.647,0 | 06.500,0 | 822.41 | 216.44 | 900.74
Pembangunan
0 0 0, 0 0
Daerah

Sumber: APBD tahun 2015-2019

H. Instrumen Penelitian yang digunakan

Instrumen Penelitian dibuat dengan tujuan menghasilkan data yang bersifat
akurat, maka setiap instrumen harus mempunyai ukuran. Dalam arti lain, instrumen
digunakan sesuai dengan jumlah variabel yang akan diteliti (Hermawan, 2019). Dalam
penelitian ini terdapat tiga variabel yang akan diteliti yaitu anggaran bidang kesehatan,

pendidikan dan ekonomi.

I. Teknik Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan
pendekatan anaisis kuantitatif. Metode pengumpulan data kuantitatif yang digunakan
untuk menghitung I-HDI didapatkan dari indikator, variabel dan dimensi. Pendekatan
ini dilakukan bertahap karena mengggunakan perhitungan I-HDI yang telah

dirumuskan sebagai berikut:

Diadaptasi dari (Rafsanjani, 2014) I-HDI diukur dengan cara menghitung
masing-masing data pada indexnya terlebih dahulu. Adapun rumus yang digunakan

dalam menghitung index pada I-HDI adalah sebagai berikut:
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Nilai aktual—Nilai Minimal

Index Dimension T — - ———
Nilai Maksimal—Nilai Minimal

Keterangan:

Nilai Aktual . Indikator dimensi pada I-HDI

Nilai Maksimal - Nilai maksimal Indikator dimensi pada I-HDI
Nilai Minimal > Nilai minimal dari indikator dimensi pada I-HDI

Berikut merupakan penjelasan rumus mengenai penghitungan indikator 1-HDI, yaitu

sebagai berikut.
1. Index ad-Dien

Dalam penelitian ini, karena menghitung index ad-Dien berdasarkan

rasio zakat. Maka yang dirumuskan sebagai berikut:

ID . Pemanfaatan Zakat
Aktual Zakat
Keterangan:
ID : Index Dien
Nilai minimal : Nilai minimal dari indikator dimensi ad-Dien
Nilai maksimal : Nilai minimal dari indikator dimensi ad-Dien

2. Index an-Nafs

Index an-Nafs diukur berdasarkan data angka usia harapan hidup, yang

dirumuskan sebagai berikut:

_ AHH—-Minimal AHH
Maksimal AHH—Minimal AHH

INF
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Keterangan:

INF : Index an-Nafs

AHH : Angka Harapan Hidup

Nilai minimal : Nilai minimal dari indikator dimensi an-Nafs
Nilai maksimal - Nilai minimal dari indikator dimensi an-Nafs
3. Index al-‘Aq!

Index al-‘4¢l diukur berdasarkan gabungan data angka harapan lama

sekolah dan rata-rata lama sekolah, yang dirumuskan sebagai berikut:

_ HLS—Minimal HLS
Maksimal HLS—Minimal HLS

Harapan Lama Sekolah

RRLS—Minimal RRLS
Maksimal RRLS—Minimal RRLS

Rata-rata Lama Sekolah =

IA = % (Harapan Lama Sekolah) + % (Rata-rata Lama Sekolah)
Keterangan:
1A : Index al-‘4q!/
Nilai minimal : Nilai minimal dari indikator dimensi al- ‘ag!
Nilai maksimal : Nilai minimal dari indikator dimensi al- ‘ag!

4. Index an-Nasl

Index an-Nasl diukur berdasarkan gabungan data angka kelahiran total

dan angka kematian bayi, yang dirumuskan sebagai berikut:



49

- AKT—-Mini L AKT
Angka Kelahiran Total = : e
Maksimal AKT—-Minimal AKT

_ AKB—-Minimal AKB
Maksimal AKB—Minimal AKB

Angka Kematian Bayi

INS = % (Angka Kelahiran Total + Angka Kematian Bayi)
Keterangan:
INS . Index an-Nasl
Nilai minimal : Nilai minimal dari indikator dimensi an-Nasl
Nilai maksimal : Nilai minimal dari indikator dimensi an-Nasl

5. Index al-Mal

Index an-Nasl diukur berdasarkan data pengeluaran perkapita yang

sudah disesuaikan dengan PPP rupiah, dirumuskan sebagai berikut:

IM — Pengeluaran Perkapita—Minimal PP
Maksimal PP—Minimal PP
Keterangan:
IM . Index al-Mal
Nilai minimal : Nilai minimal dari indikator dimensi al-mal
Nilai maksimal : Nilai minimal dari indikator dimensi al-mal

6. Menghitung Islamic Human Development Index

Setelah kelima index dari Islamic Human Development Index (I-HDI)
dihitung, maka nilai I-HDI dapat dihitung dengan rumus perhitungan aritmatika

sebagai berikut:

I-HDI =2 (ID) + ¢ (INF+IA+INS+IM) x 100




Keterangan:

I-HDI : Islamic Human Development Index

INS

IM

: Index Dien

: Index an-Nafs
. Index al- ‘agl
: Index an-Nasl

: Index al-Maal
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BAB IV
Hasil Penelitian dan Pembahasan

A. Deskripsi Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

a. Secara Kependudukan

51

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan salah satu wilayah yang

ditempati oleh penduduk yang menganut berbagai agama. Berikut merupakan data

penduduk berdasarkan agama yang dianut (Kemenag, 2018):

Tabel 4. 1 Data Penduduk Berdasarkan Agama Provinsi Kepulauan Bangka

Belitung Tahun 2018

Kabupaten ' Jumlah
Islam Kristen | Khatolik | Hindu | Buddha | Konghucu

Bangka 270.846 7.458 3.650 29 26.252 7.031 317.052

Belitung 155.257 | 2.727 1.142 759 | 9.014 147 169.053

Bangka 170.721 | 1.187 723 231 | 1.496 2.299 176.658

Selatan

Bangka 159.581 | 4.713 | 4.664 41 6.462 6.814 182.286

Tengah

Bangka 181.378 | 2.848 953 27 8.254 3.597 197.066

Barat

Belitung 118.554 | 1.569 405 3 3.380 163 124.079

Timur

Pangkal 177.317 | 8.179 | 7.164 64 | 12.860 7.966 213.573

pinang

Total 1.233.654 | 28.708 | 18.701 | 1.154 | 67.718 | 28.017 1.379.76

7

Berdasarkan tabel 4. 1, dapat disimpulkan bahwa di Provinsi Kepulauan

Bangka Belitung mayoritas penduduknya memeluk agama Islam dengan jumlah
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1.233.654 orang dari total 1.379.767 penduduk yang ada di Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung.

1. Kesehatan

Dalam meningkatkan angka kesehatan pada penduduk, pemerintah
menyediakan berbagai sarana untuk menunjang kegiatan dalam bidang kesehatan.
Pada dasarnya, pembangunan kesehatan merupakan suatu proses yang
berkelanjutan untuk terciptanya masayarakat yang sehat dan sejahtera. Adanya
peningkatan pada derajat kesehatan, membutikan bahwa suatu wilayah mampu
memberikan smbangan nyata untuk meningkatkan daya saing yang dibutuhkan

dalam era globalisasi.

Kondisi kesehatan suatu wilayah biasanya diukur melalui salah satu data yaitu
Angka Harapan Hidup begitu juga dengan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Berikut data Angka Harapan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Tabel 4. 2 Angka Harapan Hidup di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Tahun
Data
2015 2016 2017 2018 2019
Angka
Harapan 69.88 69.92 69.95 70.18 70.50
Hidup

Sumber: (BPS, 2020)

Berdasarkan tabel 4. 2, disimpulkan bahwa dari tahun 2015 hingga 2016
peluang kehidupan di Provinsi Kepulauan Banga Belitung secara stabil meningkat.
Semakin tinggi data tersebut, mengindikasikan bahwa pembangunan kesehatan di

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung secara progresif dapat dikatakan baik.
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2. Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu sarana untuk memajukan kehidupan bangsa.
Kualitas pendidikan yang mumpuni bisa dijadikan acuan untuk meningkatkan
kualitas sumber daya manusia setiap wilayah, tak terkecuali Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung. Pendidikan merupakan langkah dasar untuk membangun suatu
wilayah, karena semakin rendah tingkat pendidikan suatu daerah maka
permasalahan yang ditimbulkan meningkat. Berdasarkan data yang diperoleh dari
Badan Pusat Statistik pada tahun 2017, angka Rata-rata Lama Sekolah di Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung berada diperingkat 25 dari 34 provinsi (BPS Indonesia,
2020). Artinya, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah salah satu dari 10
provinsi yang memiliki kualitas pendidikan yang kurang mumpuni. Meningkatkan
kualitas pendidikan masih menjadi tugas penting bagi pemerintah Provinsi

Kepulauan Bangka Belitung.
3. Kondisi Ekonomi

Sebagai provinsi dengan sumber daya alam yang memadai, pertumbuhan
ekonomi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melambat pada tahun 2018.
Penyebabnya karena terjadinya penyusutan pada lapangan usaha Pertambangan dan
Penggalian sebesar 5,98% (yoy) dan lapangan usaha industry pengolahan sebesar
0,58% (yoy) (Unit Advisory Ekonomi, 2018). Masyarakat sangat bergantung
terhadap hasil pertambangan (timah), sehingga ini berdampak terhadap kelambatan
pertumbuhan ekonomi. Hal ini harus diminimalisir dengan upaya peningkatan peran
dan potensi ekonomi, yang dapat dilakukan dengan penekanan terhadap urgensi
peningkatan sumber daya manusia dalam pembangunan. Ini menjadi suatu
kebutuhan karena kualitas manusia dalam suatu daerah memiliki andil besar dalam

menentukan keberhasilan pengelolaan pembangunan wilayahnya.
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b. Secara Geografis

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan provinsi yang terdiri dari
Pulau Bangka dan Pulau Belitung. Pada sejarahnya, wilayah Bangka Belitung
pernah dikuasai oleh beberapa kerajaan seperti Sriwijaya, Majapahit dan Mataram.
Setelah melewati masa kerajaan, Bangka Belitung pun merasakan jajahan dari
Negara Inggris dan Negara Belanda dengan melakukan beberapa perlawanan yang
membuat Bangka Belitung mampu bertahan hingga saat ini (Profil Provinsi Bangka
Belitung, 2019). Pada tahun 2000 Bangka Belitung resmi menjadi wilayah provinsi
ke-31 dan tidak menginduk bersama Sumatera Selatan lagi. Hal ini dikukuhkan
berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000.

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki total luas wilayah daratan dan
wilayah lautan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebesar 81.752,06 kilometer
persegi. Luas daerah daratan sebesar 16.424,06 kilometer persegi dan luas lautan
sebesar 65.301 kilometer persegi. Secara administratif Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung terbagi menjadi 6 kabupaten dan 1 Kota yaitu Pangkalpinang. Kabupaten
terbesar di duduki oleh Bangka Selatan dengan wilayah sebesar 21,96% dari total

100% wilayah tersebut., dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

Sebelah Barat : Selat Bangka
Sebelah Timur : Selat Karimata
Sebelah Utara : Laut Natuna

Sebelah Selatan : Laut Jawa
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Belitung Timur 15.26%

Bangka Selatan 21.96%

Bangka Tengah 12.95%

Bangka Barat 17.17%

Belitung 13.97%

Bangka 17.97%

0.00% 5.00% 10.00% 15.00% 20.00% 25.00%

Sumber: (Aspek Geografis, 2020)

Gambar 4.1 Luas Wilayah Daratan Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung

Selain itu, wilayah provinsi ini terletak pada 104°50° sampai 109 °30° Bujur
Timur dan 0 °50” sampai 4 °10° Lintang Selatan sehingga Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung memiliki iklim tropis. Ketika musim hujan tiba, beberapa daerah
tergenang oleh air. Ketika kemarau, tidak sedikit sumur warga kehabisan air karena
kering. Selain itu, kelembapan udara di wilayah provinsi ini masih tergolong baik

untuk kesehatan dan pertanian.

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan provinsi yang memiliki
Sumber Daya Alam (SDA) yang mumpuni. Beberapa yang menjadi potensi daerah
antara lain pada sektor pertambangan salah satunya adalah timah. Timah merupakan
produk andalan yang dihasilkan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada sektor
pertambangan. Meskipun tidak diunggulkan dalam pengembangannya, hasil dari
pertambangan ini masih menjadi andalan ekonomi masyarakat Bangka Selatan

dengan kontribusi 24,37%. Disamping timah, beberapa komoditas lain pada sektor
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pertambangan adalah granit, pasir kuarsa, kaolin, bijih besi, zircon, monasit, tanah
liat dan tanah urug (BAKUDA, 2020).

Potensi lain yang dimiliki oleh Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yaitu pada
sektor pertanian dan perkebunan.. Sub sektor perkebunan memberi kontribusi
terhadap PDRB mencapai 19,01%. Komoditas unggulan yang dihasilkan adalah
lada, karet, kelapa sawit dan kelapa. Jenis lada yang dihasilkan didaerah Bangka
Selatan merupakan jenis lada putih yang terkenal di negara-negara Eropa. Lada ini
juga merupakan jenis komoditas unggulan yang kualitasnya cukup baik. Selain lada,
karet dan kelapa sawit juga merupakan komoditas andalan. Pada tahun 2011,
produksi karet diperkirakan mencapain 8.817 ton.

Pada sektor kehutanan, kawasan hutan di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung tahun 2012 seluas 659.104 Ha. Hutan yang terdapat di wilayah ini
dikategorikan menjadi empat yaitu, hutan konservasi, hutan lindung, hutan produksi
dan hutan produksi konservasi. Berikut tabel kawasan hutan di wilayah Provinsi

Kepulauan Bangka Belitung (Babelprov, 2020):

Tabel 4. 1 Luas Kawasan Hutan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Kawasan Hutan Luas Hutan
Hutan Konservasi 35.472 Ha
Hutan Lindung 189.965 Ha
Hutan Produksi 432.884 Ha
Hutan Produksi Konservasi 693 Ha

Sumber: (KESBANGPOL, 2020)

Dengan wilayah kepulauan, tentu saja potensi lain dari Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung selanjutnya adalah sektor kelautan dan perikanan. Dalam
pengelolaannya wilayah ini berfokus pada pengembangan perikanan laut, payau
maupun tawar. Jumlah produksi pada tahun 2012 mencapai 202.565 ton. Selain itu,

kondisi pantai yang mengelilingi Pulau Bangka dan Belitung berjenis pantai yang
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diselingi oleh batu granit membuat pemandangan semakin elok dipandang. Hal ini
juga bisa dimanfaatkan untuk pengembangan pada sektor lain yaitu pariwisata.
Tercatat, pada bulan Oktober 2019 jumlah tamu yang menginap berjumlah 44.603
orang. Jumlah ini meningkat dari bulan sebelumnya yang tercatat 36.098 tamu yang
menginap pada hotel berbintang (BPS Babel, 2020).

B. Pencapaian Islamic Human Development Index di Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung

Pencapaian I-HDI dihitung melalui indikator yang diambil dari data angka
Pendistribusian dan Penghimpunan Zakat, Angka Harapan Hidup, Angka Harapan
Lama Sekolah, Angka Rata-rata Lama Sekolah, Angka Kelahiran Total, Angka
Kematian Bayi dan data pengeluaran per kapita. Pada sub bab ini akan dijelaskan
runtutan penghitungan I-HDI mulai dari index ad Dien, index an Nafs, index al ‘aql,
index an Nasl, index al Maal dan I-HDI dengan menggunakan data-data indikator yang
telah ditemukan sehingga hasil pencapaian I-HDI yang ditemukan nanti bisa menjadi
gambaran bagaimana pemanfaatan anggaran kesehatan, pendidikan dan ekonomi di
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Berikut merupakan hasil dan pembahasan dari
setiap indikator komponen I-HDI yang dihitung berdasarkan data di Provinsi

Kepulauan Bangka Belitung yang sudah dikumpulkan.
1. Hifzu ad Dien

Hifzu ad Dien atau yang berarti menjaga agama merupakan cara untuk
menyembah Tuhan yang Maha Esa. Menjaga agama juga bisa dikatakan mengamalkan
serta menghormati peraturan-peraturan dan kewajiban yang sudah ditetapkan-Nya.
Menjaga agama didapatkan dengan cara melaksanakan berbagai macam ibadah seperti,
sholat, puasa, membaca Al-Qur’an, zakat dan lainnya. Dalam pembangunan manusia,
dimensi Hifzu ad Dien dapat dihitung berdasarkan indikator yang masih berhubungan
dengan agama islam. Menurut Rama dan Yusuf, hifzu ad Dien bisa dihitung

menggunakan indikator rasio zakat (Rama, 2019). Karena, idealnya penelitian harus
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memiliki indikator yang mana dapat mengukur visi, komitmen serta implementasi
ajaran Islam dalam masyarakat. Rasio zakat dapat dijadikan sebagai repesentasi dari
pengamalan ibadah. Berikut, data jumlah penghimpunan dan pendistribusian zakat dari
tahun 2015-2019 di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Tabel 4. 2 Jumlah Penghimpunan dan Pendistribusian Zakat di Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung pada Tahun 2015-2019

Data Tahun
2015 2016 2017 2018 2019
Penghimpu | 1.246.371. | 1.737.416. | 6.182.716. | 10.385.691. | 12.139.280.
nan 504 937 350 470 715
Pendistribus | 973.486.67 | 1.455.552. | 3.257.724. | 10.385.691. | 15.034.860..
ian 9 138 726 470 361

Sumber : (baznasbabel., 2019)

Berdasarkan tabel 4.2. 1, dapat disimpulkan bahwa terdapat peningkatan antara
dana penyaluran zakat dan pendistribusian zakat. Hal tersebut baik, karena semakin
tingginya dana penghimpunan zakat maka dapat dimanfaatkan untuk pembangungan
manusia maupun daerah. Sedangkan untuk dana pendistribusian zakat, semakin tinggi
dana zakat yang disalurkan maka semakin baik untuk pengoptimalan dana zakat bagi
masyarakat. Dari hasil dana penhimpunan maupun pendistribusian zakat dapat dihitung
untuk mengukur index ad Dien. Berikut hasil dari index ad Dien di Provinsi Kepulauan

Bangka Belitung.

Tabel 4. 3 Hasil Penghitungan Index ad Dien di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
tahun 2015-2017

2015 2016 2017 2018 2019
0.78 0.83 0.52 1.01 1.23

Sumber: Lampiran 4, diolah
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Pada penghitungan index ad Dien,dapat diketahui bahwa hasil dari index ad
Dien selama 5 tahun berturut-turut mengalami fluktuasi. Pada tahun 2015 ke 2016 hasil
penghitungan I-HDI naik sebesar 0.05, hal ini disebabkan oleh besarnya penerimaan
zakat tetapi dalam pemanfaatannya masih belum secara penuh dimanfaatkan. Untuk
tahun 2017 mengalami penurunan dari dua tahun sebelumnya, hal ini disebabkan oleh
hampir setengah dari total penghimpunan zakat tidak digunakan secara optimal. Dari
ketiga tahun ini, hasil rasio zakat belum memenuhi kualifikasi karena belum mencapai
angka 1, dimana angka tersebut merupakan batasan dari rasio zakat. Tahun 2018 dan
2019 mengalami kenaikan yang signifikan dengan jumlah yang sudah melewati angka
1. Pada tahun ini, untuk pendistribusian zakatnya lebih banyak dari penghimpunan
zakat yang berarti dana tersebut dioptimalkan pada dua tahun terakhir. Adanya defisit
dana pada penyalurannya tidak terlalu berpengaruh karena bisa ditopang oleh dana
sumbangan lainnya seperti infaq, shadagah dan lainnya. Zakat merupakan salah satu
kewajiban umat islam dalam menjalankannya, urgensi zakat pun dituang pada rukun
islam serta ayat-ayat Al-Qur’an yang tertulis pada surat An-Nisa ayat 162:
onsially 808 e (13 oy ) 03 oy & e shn 3015 e ol L s 30
2 C

VY Uk 153 apsin ol ST o 5l s 6 taaly 85850 3l Stz

Artinya: “Tetapi orang-orang yang mendalam ilmunya di antara mereka dan orang-
orang mukmin, mereka beriman kepada apa yang telah diturunkan kepadamu (Al
Quran), dan apa yang telah diturunkan sebelummu dan orang-orang yang mendirikan
shalat, menunaikan zakat, dan yang beriman kepada Allah dan hari kemudian. Orang-
orang itulah yang akan Kami berikan kepada mereka pahala yang besar.”

Berdasarkan surat diatas, dapat disimpulkan bahwa menunaikan zakat adalah
kewajiban semua umat muslim. Ketika kita melaksanakan apa yang diperintahkan
Allah SWT seperti melakukan shalat, menunaikan zakat serta semua yang
diperintahkan oleh Allah SWT maka akan mendapat balasan baik yang setimpal atas

apa yang sudah dilakukan.

2. Hifzu an Nafs
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Hifzu an Nafs atau menjaga jiwa merupakan dimensi penting lainnya setelah
menjaga agama. Hal ini dikarenakan setiap yang berjiwa pasti melaksanakan ketentuan
agama atau ketentuan lainnya yang sudah ditetapkan. Salah satu syarat wajib
menjalankan suatu ibadah yaitu, dilaksanakan oleh mereka yang sehat rohani maupun
jasmaninya (berakal). Pada dimensi hifzu an Nafs dapat dihitung melalui indikator data
angka harapan hidup. Indikator pada dimensi hifzu an Nafs sudah cukup untuk
mewakili dalam mengukur dimensi hifzu an Nafs. Karena indikator yang digunakan
pada penghitungan Indeks Pembangunan Manusia yang mewakili bidang kesehatan
juga menggunakan indikator tersebut. Selain itu, angka harapan hidup juga
memproyeksikan rata-rata tahun yang masih bisa dijalani sesorang yang berlaku pada
tempat tinggal yang mereka tinggali. Penggunaan indikator angka harapan hidup
tentunya sudah sesuai standar nasional maupun internasional. Berikut data angka
harapan hidup di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Tabel 4. 3 Data Angka Harapan Hidup di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tahun 2015-2019

Tahun
Data
2015 2016 2017 2018 2019
Angka
) 69.88 69.92 69.95 70.18 70.50
Harapan Hidup

Sumber: (BPS Babel, Indeks Pembangunan Manusia, 2020)

Berdasarkan tabel 4.2. 3, tahun 2015 hingga tahun 2019 terdapat peningkatan.
Artinya, masyarakat dan pemerintah sama-sama mengupayakan tingkat kesehatan yang
lebih baik. Setelah diperoleh data angka harapan hidup, kemudian dicari berapa angka
maksimal dan minimal untuk melengkapi rumus yang telah dibuat sehingga dapat
menghasilkan suatu nilai index. Berikut merupakan hasil dari penghitungan index an

Nafs selama 5 tahun di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
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Tabel 4. 4 Hasil penghitungan index an Nafs di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
tahun 2015-2019

2015 2016 2017 2018 2019
0.767 0.768 0.7684 0.772 0.776
Sumber: Lampiran 4 (diolah)

Dari penghitungan tabel 4. 4 angka harapan hidup di Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung pada tahun 2015 hingga 2019 meningkat, tetapi pada tahun 2016 dan
2017 index an Nafs yang dihasilkan hanya meningkat 0,0004 saja. Jika dilihat dari data
angka harapan hidup pada tahun 2016 dan 2017 di Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung vyaitu 69.92 dan 69.95 maka pada tahun tersebut hanya mengalami
peningkatan kecil sehingga berdampak pada hasil index an Nafs yang sedikit berubah.
Sedangkan pada tahun lainnya berangsur-angsur meningkat. Dalam hal ini, index an
Nafs di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama lima tahun terakhir terus

mengupayakan perbaikan fasilitas, sarana dan prasarana dalam bidang kesehatan.

Hak untuk hidup merupakan hak fundamental untuk setiap manusia, semakin
tinggi angka harapan hidup semakin tinggi juga umur yang lebih panjang yang mana
artinya menunjukan kualitas hidup yang lebih baik. Berdasarkan konsep Islamic
Human Development Index (I-HDI), index an Nafs merupakan bentuk perlindungan
diri yang didalamnya terdapat pemenuhan kebutuhan pangan, juga perlindungan
kesehatan. Menjaga kesehatanpun telah dianjurkan oleh ayat Al-Qur’an yang tertuang

pada surah Al An’am ayat 145:

sl 518 sk 1 54 & of W) ek sl e L3as 5 ol L 3 51 Y

anD Dt A1) e Vi gl i Shiaf e & AT il Ol 5 Gud, 408 5
Vé¢o
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Artinya: Katakanlah: “Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan
kepadaku, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali
kalau makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir atau daging babi. Karena
sesungguhnya semua itu kotor, atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah.
Barangsiapa yang dalam keadaan terpaksa, sedang dia tidak menginginkannya dan
tidak (pula) melampaui batas, maka sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun lagi
Maha Penyayang.”

Ayat diatas menyatakan perintah untuk tidak memakan-makanan yang telah
diharamkan oleh Allah SWT karena semua itu dapat berdampak buruk kepada manusia
apabila mengonsumsinya. Selain itu, ayat ini juga memerintahkan agar senantiasa
menjaga pola makan dari sesuatu yang diharamkan oleh Allah SWT. Sehingga, apa
yang masuk kedalam diri kita diridhoi oleh Allah SWT dan dipastikan kebaikan yang

akan kita terima.

Menurut analisis peneliti, bentuk dari pemenuhan hifzu an Nafs adalah berusaha
untuk menjaga kesehatan. Maka penduduk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
senantiasa melakukannya karna terbukti dari penghitungan index an Nafs yang setiap
tahunnya menunjukan hasil peningkatan walaupun dua tahun mengalami sedikit
peningkatan. Pemenuhan kebutuhan sandang dan pangan menjadi wajib karena hal ini
termasuk kebutuhan primer, yang mana jika tidak terpenuhi maka akan berakibat pada
kelangsungan hidup sesorang. Dalam hal ini, tingkatan pada memelihara jiwa termasuk

kedalam peringkat yang bersifat daruriyah.
3. Hifzu al ‘aql

Hifzu al ‘aql atau menjaga akal merupakan dimensi lainnya yang terdapat di
konsep Islamic Human Development Index (I-HDI). Meningkatkan ilmu pengetahuan
merupakan hal mendasar bagi pembangunan manusia dan salah satu usaha untuk
mewujudkan kesejahteraan. Untuk menghitung index al ‘agl diperlukan indikator yang
sesuai dengan maksud dan tujuan dari index itu sendiri. Dalam hal ini, peneliti
menggunakan indikator berupa data harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah

di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.



Tabel 4. 5 Data Harapan Lama Sekolah dan Rata-Rata Lama Sekolah di Provinsi

Kepulauan Bangka Belitung tahun 2015-2019
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Tahun
No. Data
2015 2016 2017 2018 2019
1. Rata-rata lama
7.46 7.62 7.78 7.84 7.98
sekolah
2. | Harapan lama
11.60 11.71 11.83 11.87 11.94
sekolah

Sumber: BPS, Babel

Berdasarkan tabel 4. 5, dapat disimpulkan bahwa terdapat peningkatan antara
angka rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah setiap tahunnya. Hal ini cukup
baik, mengingat semakin meningkat angka yang dihasilkan maka terdapat perbaikan
kualitas pendidikan dari tahun ketahun. Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
sendiri, untuk rata-rata lama sekolah kurang lebih hanya sampai tamatan Sekolah
Dasar. Sedangkan dari data harapan lama sekolah pendidikan hampir mencapai
Sekolah Menengah Atas. Berikut merupakan hasil dari penghitungan index a/ ‘aqg/
selama 5 tahun di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Tabel 4. 6 Hasil Penghitungan Index a/ ‘agl di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tahun 2015-2019

2019
0.545

2017
0.538

2018
0.540

2016
0.531

2015
0.503

Sumber: Lampiran 4

Berdasarkan tabel 4. 6, index al ‘agl/ dari tahun 2015 ke 2016 naik sebesar
0,028. Sedangkan tahun berikutnya dari tahun 2016 ke 2017 mengalami pertumbuhan
sebesar 0.007. Untuk tahun 2017 ke 2018 mengalami sedikit peningkatan yaitu 0,002,

pada tahun ini hanya sedikit mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Yang



64

terakhir tahun 2018 ke 2019 terdapat peningkatan yang sedikit yaitu sebesar 0.005.
Meningkatnya angka index a/ ‘agl setiap tahunnya mengindikasikan adanya perbaikan
kualitas pendidikan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Walaupun begitu, hasil
penghitungan index al ‘agl masih tergolong belum mumpuni untuk bidang pendidikan
karena data yang dihasilkan dari rata-rata lama sekolah belum cukup untuk bisa

dikatakan baik dalam meningkatkan sumber daya manusia.

Urgensi dalam menjaga akal dalam konsep Islamic Human Development Index
(1-HDI) sama halnya dengan menjaga dimensi lainnya. Karena tanpa akal, manusia
tidak bisa memahami seluruh ajaran Allah SWT, alam semesta dan ilmu lainnya.
Sehingga hal ini sangat penting untuk terus melakukan pembaruan terhadap ilmu,
seperti belajar. Dalam Al-Qur’an, Allah SWT mengangkat derajat orang-orang yang

menuntut ilmu yang tertuang pada surah Al-Mujadilah ayat 11:

T ale T ol 08 130 5 280 AT ey 1,408 il 3 1,408 280 38 1) T5i0e oll
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Artinya: Hai orang-orang beriman apabila dikatakan kepadamu: “Berlapang-
lapanglah dalam majlis”, maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi
kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan: “Berdirilah kamu”, maka berdirilah,
niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman diantaramu dan orang-
orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui
apa yang kamu kerjakan.

Pada ayat tersebut, dijelaskan bahwa menuntut ilmu adalah aktivitas yang
disukai oleh Allah SWT. Menuntut ilmu dapat menjadi pembeda antara keberadaan
manusia dengan makhluk hidup lainnya. Dengan akal, manusia diberi kemampuan
lebih untuk berpikir dan mempelajari semua hal yang terdapat di alam semesta.
Berdasarkan dengan konsep Islamic Human Development Index (I-HDI), menjaga akal
berkaitan dengan pendidikan formal yang harus ditempuh semua makhluk hidup dalam
suatu wilayah maupun negara. Pendidikan juga merupakan hak bagi warga negara yang

tertuang pada Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Maka dari itu, pendidikan
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sangat penting dan merupakan kebutuhan hajiyyah yang artinya anjuran menuntut ilmu

pengetahuan itu wajib dan akses untuk menuntut ilmu dapat diperoleh dari manapun.
4. Hifzu an Nasl

Hifzu an Nasl atau menjaga agama adalah dimensi dari Islamic Human
Development Index (I-HDI) yang keempat. Hifzu an Nasl merupakan upaya pelestarian
keturunan untuk menjaga keberlangsungan hidup. Dalam hal ini, manusia harus
menjaga, memilahara serta melindunugi generasi mereka untuk mempertahankan
eksistensi manusia itu sendiri. Sehingga untuk menghitung index an Nasl dibutuhkan
suatu indikator yang sesuai dengan gambaran dimensi hifzu an Nasl. Adapun indikator

yang digunakan adalah data angka kelahiran total dan angka kematian bayi.

Tabel 4. 7 Data Angka Kelahiran Total Dan Angka Kematian Bayi di Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung tahun 2015-2019

Tahun
2015 2016 2017 2018 2019

No. Data

Angka Kelahiran

1. 2.60% 2.29% 2.46% 2.25% 2.30%
Total
Angka Kematian
2. ] 190 188 159 166 78
Bayi

Sumber: (BPS Babel, Indeks Pembangunan Manusia, 2020)

Berdasarkan tabel 4. 7 angka kelahiran total penduduk di Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung selama lima tahun terakhir cenderung tidak stabil, bisa dilihat untuk
tahun 2015 ke 2016 mengalami penurunan yang signifikan yaitu sebesar 0.31.
Kemudian untuk tahun selanjutnya mengalami peningkatan sebesar 0.17, untuk tahun
2017 ke 2018 mengalami penurunan lagi sebesar 0.21 dan untuk tahun terakhir
mengalami sedikit peningkatan yaitu sebesar 0.05 saja. Untuk angka kematian bayi di

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama tahun 2015 hingga 2019 juga tidak stabil,
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angka paling tinggi ditunjukan pada tahun 2015 sebesar 190 kematian bayi per 1000
kelahiran. Angka tersebut sangat tinggi untuk suatu wilayah provinsi. Tetapi, untuk
tahun 2019 terjadi penurunan drastic. Artinya, pemerintah dapat menekan angka
kematian bayi.

Tabel 4. 8 Hasil penghitungan index an Nasl di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
tahun 2015-2019

2015 2016 2017 2018 2019
2.325 2.05 1.965 1.845 1.185

Sumber: Lampiran 4

Berdasarkan tabel 4. 8, index al Nasl dari tahun 2015 ke 2016 turun sebesar
0,275. Sedangkan tahun berikutnya dari tahun 2016 ke 2017 mengalami penurunan
sebesar 0.085. Untuk tahun 2017 ke 2018 mengalami penurunan sebesar 0.12, yang
terakhir tahun 2018 ke 2019 terdapat penurunan sebesar 0.66. Artinya, dalam lima
tahun terakhir index an Nasl mengalami penurunan. Pemerintah terus berupaya untuk
meningkatkan saran prasaran untuk menekan angka kelahiran total dan angka kematian
bayi, begitupun dengan masyarakat yang sudah memiliki rasa kepedulian untuk
mengaplikasikan program-program yang telah pemerintah canangkan. Dalam hal ini,
memang harus terdapat kekompakan antara pemerintah dan masyarakat. Sehingga,

dapat menekan laju pertumbuhan penduduk dan menekan angka kematian bayi.

Dalam pengendalian laju penduduk, pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung memiliki ambisi untuk mencapai Penduduk Tumbuh Seimbang (PTS).
Program ini dicanangkan agar pertumbuhan laju penduduk tumbuh dengan kualitas dan
kuantitas yang baik. Upaya pemerintah Provinsi Kepulauam Bangka Belitung dalam
menekan lajunya angka penduduk yaitu dengan Program Keluarga Berencana KB,
menekan pernikahan usia dini dan lainnya. Target pemerintah Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung untuk angka kelahiran total sebesar 2.1% per tahun (Babelprov,
2020).
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Pada tabel 4. 8 hasil dari angka kematian bayi, diketahui bahwa pada tahun
2019 terjadi penurunan yang sangat drastis dari tahun-tahun sebelumnya. Hal ini
membuktikan terdapat upaya besar untuk menekan angka kematian bayi di Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung. Implementasi dari aspirasi wilayah Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung salah satunya adalah meningkatkan kualitas kesehatan penduduk.
Harapannya, kualitas hidup penduduk pun meningkat seiring dengan meningkatnya
angka kualitas harapan hidup. Angka kematian bayi merupakan salah satu dari
indikator untuk menentukan tingkat kesehatan masyarakat karena sudah mewakili
kesehatan penduduk secara general.

Dalam konsep Islamic Human Development Index (I-HDI), memelihara
keturunan tidak hanya sekedar memproduksi anak saja melainkan juga harus
merawatnya, menjaga kesehatannya agar tumbuh sebagai generasi yang baik. Hal ini

sudah tertuang di surah Al-Bagarah ayat 233:
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Artinya:” Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh,
yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi
makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani
melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita
kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun
berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun)
dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya.
Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu
apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu
kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”
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Pada Ayat tersebut dianjurkan untuk merawat, mengasihi anak dengan baik
serta perintah untuk seorang ayah dalam menafkahi istri nya (yang mana juga kepada
anaknya). Selain pada konsep Islamic Human Development Index (I-HDI) hifzu an
Nasl juga diatur oleh negara melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 mengenai
Perlindungan Anak. Hifzu an Nasl merupakan suatu hal yang berisifat daruriyyah,
sehingga harus dicukupi kebutuhannya. Apabila tidak tercukupi maka akan
mempengaruhi dimensi lainnya, atau dengan kata lain hifzu an Nasl merupakan salah
satu dimensi penting pada konsep Islamic Human Development Index (I-HDI).

5. Hifzu al Maal

Hifzu al Maal merupakan dimensi terakhir dari konsep Islamic Human
Development Index (I-HDI). Pada penempatannya yang terakhir, bukan berarti dimensi
hifzu al Maal tidak memiliki peran penting. Namun, dimensi ini menempati kedudukan
paling mendasar dalam kebutuhan hidup manusia atau dalam konsep Islamic Human
Development Index (I-HDI) sendiri. Dimensi ini bersifat daruriyyah yang artinya harus
dicukupi kebutuhannya. Apabila tidak tercukupi maka akan menyebabkan hilangnya
keberlangsungan hidup seseorang atau memberi dampak yang buruk untuk kehidupan
seseorang yang tidak mencukup dimensi hifzu al Maal. Untuk menghitung dimensi ini
maka dibutuhkan indikator yang dapat mewakili penghitungan dari index al Maal,
yaitu menggunakan data pengeluaran per kapita selama sebulan dari tahun 2015 hingga
2019. Pengeluaran perkapita sudah cukup mewakilkan dimensi hifzu al Maal karena
indikator ini dihitung sebagai standar hidup layak. Pengeluaran perkapita juga
digunakan untuk menghitung Indeks Pembangunan Manusia. Berikut data dari

pengeluaran perkapita di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung:



Tabel 4. 9 Data Pengeluaran Perkapita Selama Sebulan di Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung tahun 2015-2019
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2015

2016

2017

2018

2019

1.118.101

1.269.618

1.421.624

1.480.844

1.509.974

Sumber: (BPS Babel, 2020)

Berdasarkan tabel 4. 9 mengenai pengeluaran perkapita penduduk di Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung selama 5 tahun terakhir menggambarkan bahwa
pengeluaran terkecil terjadi pada tahun 2015 dan tertinggi pada tahun 2019. Hal ini
sangat wajar, karena pada 5 tahun terakhir pengeluaran perkapita selalu meningkat dari
tahun ke tahun. Batas maksimal yang ditentukan oleh BPS adalah sebesar Rp. 732.720
sedangkan batas minimalnya sebesar Rp. 360.000. Mengenai batasan yang telah
ditentukan BPS, dari data diatas terbukti bahwa pengeluaran perkapita masyarakat
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sudah jauh berada diatas rata-rata maksimal yang
telah ditentukan, untuk tahun 2018 dan 2019 kenaikan dari batas maksimal mencapai
dua kali lipatnya. Semakin tinggi pendapat yang diperoleh maka akan berdampak pada

seberapa besar pengeluaran untuk memenuhi kebutuhannya.

Tabel 4. 10 Penghitungan I-HDI Index al Maal di Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung tahun 2015-2019

2015 2016 2017 2018 2019
1.99 2.44 2.84 3.00 3.08
Sumber: Lampiran 4 (diolah)

Berdasarkan tabel 4. 10 mengenai index al Maal pada tahun 2015 dan 2016
terjadi peningkatan sebesar 0.45, sedangkan dari tahun 2016 ke 2017 terjadi
peningkatan sebesar 0.4, untuk tahun 2017 ke 2018 terjadi peningkatan sebesar 0.16
dan pada tahun 2018 ke 2019 terjadi peningkatan sebesar 0.08. Pada hasil penghitungan

index al Maal terlihat adanya peningkatan setiap tahun yang berarti penduduk Provinsi
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Kepulauan Bangka Belitung sudah mencukupi standar kualitas hidup yang layak.
Kemampuan penduduk dalam mencukupi kebutuhan sehari-hari dengan cara yang
baik, maka hal tersebut merupakan bentuk terlaksananya penjagaan pada harta. Hal ini
tertuang pada ayat Al-Qur’an Al Anfal ayat 28:

YA abe 54l se @ 4 e s3T5 a&i el W Tk

Artinya: “Dan ketahilah, bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai

’

cobaan dan sesungguhnya di sisi Allah-lah pahala yang besar.’

Berdasarkan ayat tersebut Allah SWT memperingatkan hamba-Nya agar
senantiasa mengetahui bahwa harta dan anak mereka merupakan ujian. Ujian disini
digambarkan sebagai perbandingan, apakah dengan harta dan anak manusia makin lalai
menjalankan ketentuan Allah SWT atau dengan harta dan anak manusia semakin
meningkatkan ketagwaanya kepada Allah SWT. Tentu saja ayat ini sebagai peringatan

kepada manusia untuk menjaga harta dan memperoleh nya dengan cara yang baik.

Menjaga harta termasuk dalam aspek daruriyyah yang berarti masuk dalam
kategori kebutuhan primer. Dari semua dimensi pokok yang terdapat pada konsep
Islamic Human Development Index (I-HDI), yaitu menjaga agama, jiwa, akal,
keurunan dan harta semuanya saling berhubungan. Karena harta menjadi suatu hal
dasar bagi kehidupan seseorang, maka eksistensi nya sangat berkaitan erat dengan
dimensi lainnya. Ketika ada seseorang yang tidak bisa makan, tidak bisa sekolah serta
tidak mendapatkan pelayanan kesehatan itu disebabkan karena tidak tercukupinya

pemenuhan hal daruriyyah dalam hal ini yaitu menjaga harta.

6. Islamic Human Development Index (I-HDI) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
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Index yang ada dalam konsep Islamic Human Development Index (I-HDI)
sudah dihitung berdasarkan indikator yang ada pada Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung tahun 2015-2019, maka memperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 4. 11 Hasil Pencapaian Index pada Islamic Human Development Index

(1-HDI)
e Tahun

2015 2016 2017 2018 2019
ad Dien 0.78 0.83 0.52 1.01 1.23
an Nafs 0.767 0.768 0.7684 0.772 0.776
al ‘aql 0.503 0.531 0.538 0.540 0.545
an Nasl 2.325 2.05 1.965 1.845 1.185
al Maal 1.99 2.44 2.84 3.00 3.08

Sumber: Lampiran 4 diolah

Dari hasil penghitungan index pada tabel 4. 11 yang sudah ada, maka dapat
diperoleh hasil penghitungan I-HDI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama lima

tahun terakhir sebagai berikut:

Tabel 4. 12 Pencapaian I-HDI di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun

2015-2019
2015 2016 2017 2018 2019
119 124.15 119.18 136.28 154

Sumber: Lampiran 4 diolah

Dari hasil tabel 4. 12, berdasarkan pengelompokan capaian untuk Index
Pembangunan Manusia yang mana dalam hal ini konsep Islamic Human Development
Index (I-HDI) juga mengikuti pengelompokan capaian tersebut. Selama lima tahun
terakhir Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berada diatas >80, artinya Provinsi

Kepulauan Bangka Belitung berada pada tingkat pencapaian I-HDI yang tinggi.
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Walaupun terlihat adanya peningkatan dan penurunan, tetapi data I-HDI yang

dihasilkan tetap berada dikategori yang tinggi.

Pada tahun 2015 I-HDI yang dicapai sebesar 119 yang berarti tingkat
pencapaian I-HDI sangat tinggi karena angka tersebut berada 39 angka diatas standar
pecapaian yang ditentukan yaitu 80. Tingginya angka tersebut disumbang oleh index
an Nasl sebesar 2.325 kemudian disusul oleh al Maal sebesar 1.99, ad Dien sebesar
0.78, an Nafs sebesar 0.767 dan al ‘aql sebesar 0.503. Dari data tersebut dapat ditarik
kesimpulan jika pada tahun 2015 pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
belum bisa menekan angka dari index an Nasl, dilihat dari indikator angka kematian
bayi pada tahun 2015 paling tinggi diantara tahun lainnya yaitu sebesar 190 kematian
bayi. Sedangkan untuk indikator angka kelahiran total pada tahun 2015 sebesar 2.60%
yang juga lebih tinggi dari tahun lainnya. Untuk index al Maal sendiri sebesar 1.99
lebih kecil diantara lainnya, namun hal ini masih cukup dalam pemenuhan kebutuhan,
karena standar pengeluaran perkapita di Indonesia minimal sebesar Rp. 360.000
sedangkan pengeluaran perkapita Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun
2015 sebesar Rp. 1.118.101. Index ad Dien dalam hal ini menyumbang angka sebesar
0.78 dari data yang diperoleh antara dana penghimpunan dan dana pendistribusian
digunakan secara seimbang pada tahun 2015. Berikutnya adalah index an Nafs sebesar
0.767 lebih kecil diantara tahun lainnya sama seperti index al ‘aql yang menyumbang
nilai sebesar 0.503. Artinya, masyarakat maupun pemerintah belum sepenuhnya

mengupayakan implementasi dari index an Nafs dan al ‘aqgl.

Pada tahun 2016 1-HDI yang dihasilkan sebesar 124,15 lebih tinggi dari tahun
sebelumnya. Tingginya angka tersebut disumbangkan oleh index al Maal sebesar 2.44,
disusul oleh index an Nasl sebesar 2.05, kemudian index ad Dien sebesar 0.83, an Nafs
sebesar 0.768 dan al aqgl sebesar 0.531. Dari data tersebut dapat ditarik kesimpulan
bahwa pada tahun 2016 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dikategorikan sangat
baik karena tingginya sumbangan dari index al Maal sebesar 2.44, artinya penduduk

dalam wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sudah bisa mengupayakan
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kebutuhannya dengan baik. Untuk index an Nasl menyumbang sebesar 2.05 yang
berarti terdapat penurunan dari tahun sebelumnya sebesar 0.27. Hal ini
mengindikasikan bahwa ada upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk menekan
tingginya angka kelahiran total dan angka kematian pada bayi. Index ad Dien pada
tahun 2016 ini memiliki nilai sebesar 0.83 yang artinya dana pendistribusian zakat telah
digunakan secara seimbang. Kemudian pada index an Nafs mencapai 0.768, lebih
tinggi 0.001 dari tahun sebelumnya. Walaupun terdapat sedikit peningkatan, ini sudah
membuktikan bahwa pemerintah juga mengupayakan implementasi dari index an Nafs
itu sendiri. Index selanjutnya adalah a/ ‘ag/ yang menyumbang nilai sebesar 0.531, dari
semua index Islamic Human Development Index (I-HDI) pada tahun 2016 index al ‘agl
menempati kedudukan index yang terakhir karna rendahnya angka yang diperoleh.
Rendahnya angka tersebut mengindikasikan minimnya upaya pemerintah dan
kesadaran masyarakat dalam bidang pendidikan, sehingga hasil index al ‘aql selalu

menduduki peringkat terakhir.

Pada tahun 2017, I-HDI yang dihasilkan sebesar 119.18. Nilai tersebut
mengalami penurunan dari tahun sebelumnya dikarenakan adanya penurunan index ad
Dien dan index an Nasl. Berdasarkan tabel hasil penghitungan index, index al Maal
menyumbang nilai sebesar 2.84, index an Nasl 1.96, index an Nafs 0.7684, index al
‘aql 0.538 dan yang terakhir index ad dien 0.52. Untuk index al Maal pada tahun 2017
meningkat sebesar 0.4 dari tahun sebelumnya, sedangkan untuk index an Nasl yaitu
sebesar 1.965 menurun 0.09 dari tahun sebelumnya. Turunnya nilai index an Nasl
mengindikasikan bahwa terdapat upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam
menekan angka kelahiran total dan angka kematian bayi, hal ini cukup baik mengingat
standar pencapaian untuk angka kelahiran total harus berada pada angka 2.1%.
Selanjutnya adalah index an Nafs sebesar 0.7684, jika dilihat dari index tahun
sebelumnya tidak ada peningkatan yang signifikan atau bisa dikatakan tetap. Untuk
index al ‘agl mengalami sedikit peningkatan dari tahun sebelumnya sebesar 0.007 yang

berarti terdapat upaya antara pemerintah dan masyarakat dalam bidang pendidikan.
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Pada tahun ini, index yang menduduki posisi terakhir adalah index ad dien dengan
angka sebesar 0.52. index ad dien mengalami penurunan sebesar 0.31 dari tahun
sebelumnya. Hal ini disebabkan oleh tidak seimbangnya pemanfaatan dana zakat,
terbukti dari data yang hamper setengah dari dana pendistribusian yang tidak dilakukan
pemanfaatan. Maka dari itu, index ad dien mengalami penurunan dari tahun-tahun

sebelumnya, bahkan angka terendah dari lima tahun terakhir.

Pada tahun 2018, I-HDI yang dihasilkan sebesar 136.28. Nilai tersebut
mengalami kenaikan sebesar 17.1 dari tahun sebelumnya, kenaikan tersebut
dikarenakan adanya peningkatan signifikan terhadap index ad Dien dan index al Maal.
Index ad Dien pada tahun ini menyumbang angka sebesar 1.01, meningkat sebesar 0.49
dari tahun sebelumnya. Artinya, antara dana penghimpunan dan dana pendistribusian
sudah dikelola dengan baik oleh pemerintah. Index an Nasl menggambarkan adanya
keberhasilan upaya pemerintah dalam menekan angka kelahiran total dan kematian
bayi. Sebagai penyumbang nilai tertinggi pada penghitungan 1-HDI tahun 2018, index
al Maal berhasil menyumbang nilai sebesar 3.00 atau pengeluaran perkapita selama
sebulan sebesar Rp. 1.480.844. Pengeluaran tersebut sangat besar apabila dibandingkan
dengan batasan maksimal yang ditentukan BPS sebesar Rp.732.720. Artinya, secara
ekonomi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sudah masuk dalam kategori yang baik.
Untuk index an Nafs mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya sebesar 0.0036
sama halnya dengan index a/ ‘ag/ yang mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya
sebesar 0.002.

Pada tahun 2019 nilai I-HDI mengalami penurunan signifikan sebesar 9.83 dari
tahun sebelumnya. Nilai I-HDI pada tahun ini juga merupakan nilai I-HDI terkecil dari
lima tahun terakhir di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Hal ini disebabkan oleh
turunnya index an Nasl serta sedikitnya peningkatan di index-index lainnya. Pada index
an Nasl 2019 terjadi penurunan sebesar 0.68 dari tahun sebelumnya, bahkan lima tahun
terakhir ini adalah index an Nasl terkecil. Sebenarnya hal itu baik, dalam arti

masyarakat sudah mau menjalankan program-program yang pemerintah jalankan untuk
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menekan tingginya angka kelahiran total beserta angka kematian bayi. Penyumbang
terbesar pada nilai 1-HDI tahun 2019 adalah index al Maal sebesar 3.08 walaupun
peningkatannya tidak terlihat signifikan, tetapi hal tersebut masih memengaruhi nilai
I-HDI. Selanjutnya adalah nilai index ad Dien pada tahun 2019 ini memiliki nilai
sebesar 1.23 yang mana angka tersebut menduduki angka tertinggi selama setahun
terakhir. Pada index an Nafs dan al ‘aql terjadi peningkatan sebesar 0.005 dari tahun

sebelumnya.

Secara keseluruhan nilai Islamic Human Development Index (I-HDI) di
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sudah sangat baik selama tahun 2015-20109.
Walaupun ada peningkatan dan penurunan tetapi tidak mempengaruhi nilai I-HDI yang
sudah melampaui kategori >80. Sehingga, bagi suatu wilayah yang memiliki nilai
pencapaian I-HDI yang sudah masuk angka 80 bahkan melampauinya dapat diartikan
bahwa wilayah tersebut sudah mampu memenuhi konsep Islamic Human Development

Index (I-HDI) walaupun masih harus dilakukan upaya perbaikan kedepannya.

C. Anggaran Bidang Kesehatan Perspektif Islamic Human Development Index
(1-HDI)

Kesehatan merupakan salah satu hal dasar untuk pemenuhan kebutuhan hidup
yang keberadaanya harus terpenuhi. Urgensi dari kesehatan sendiri tidak hanya
dilakukan oleh suatu individu saja, namun negara pun juga harus memenuhi kebutuhan
tersebut sebagai pencapaian kesejahteraan penduduknya. Maka dari itu, pemerintah
menyadari akan urgensi kesehatan sehingga jaminan kesehatan diatur melalui Undang-
Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Selain itu, implementasi dari
pemenuhan kesehatan bagi negara adalah dirumuskannya anggaran pada bidang
kesehatan. Pada sub-bab ini akan dijelaskan mengenai implementasi program- program
pemerintah yang berkaitan dengan bidang kesehatan melaui perpektif 1-HDI. Berikut

anggaran kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2015-2019:
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Tabel 4. 13 Jumlah Anggaran Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun
2015-2019 (dalam milyar)

2015 2016 2017 2018 2019
166.596.806.5 | 238.189.980.1 | 280.604.880.7 | 302.270.878.2 | 298.625.776.3
79,33 81,66 36,9 21,9 09,97

Berdasarkan tabel 4. 13 disimpulkan bahwa jumlah anggaran kesehatan
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2015-2019 fluktuatif. Jumlah anggaran
kesehatan tertinggi diduduki oleh tahun 2018 dengan jumlah anggaran sebesar Rp.
302.270.878.221,9. Anggaran tersebut diambil berdasarkan kegiatan atau bidang yang
berhubungan dengan kegiatan kesehatan seperti Dinas Kesehatan, Badan
Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan Perlindungan Anak dan Badan
Penanggulangan Bencana Daerah selama lima tahun. Anggaran kesehatan yang
diambil pun berdasarkan jumlah realisasi anggaran belanja langsung maupun tidak

langsung.

Berdasarkan konsep Islamic Human Development Index (I-HDI), anggaran
kesehatan mencakup 5 dimensi yang ada pada konsep I-HDI itu sendiri. Eksistensi dari
anggaran kesehatan harus digunakan dan dirancang dengan baik sesuai kebutuhan
masyarakat karena kesehatan merupakan salah satu kebutuhan dasar yang harus
dipenuhi. Kesehatan bersifat daruriyyah begitupun dengan anggaran kesehatan.
Anggaran kesehatan menurut dimensi ad Dien dapat diimplementasikan sebagali
pemenuhan kebutuhan yang menunjang terlaksananya ad Dien. Ketika manusia dalam
kondisi yang sehat secara aspek jiwa dan fisiknya maka dapat melaksanakan hal-hal
yang bersangkutan dengan agama dapat lebih baik. Adapun hubungan anggaran
kesehatan dengan aspek agama ini memungkinkan pelaksanaan aktivitas kesehatan
dalam Islam menjadi sebuah ibadah. Misalnya, terdapat program kesehatan yang dibuat

oleh pemerintah seperti promosi kesehatan cegah seks bebas. Program ini tentunya
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sangat berhubungan dengan anggaran kesehatan serta keagamaan. Karena program ini
menginformasikan bagaimana dampak buruk yang diterima apabila melakukan seks
bebas kepada masyarakat khususnya remaja, kemudian jika dilihat dari sisi agama seks
bebas dilarang karena itu adalah perbuatan zina sebagaimana telah diatur dalam surah

Al-Isra’ ayat 32 yang berbunyi:

%a A = s P vz 3 P S° g % e @ - %
45 ot sl TARRT 3 G il il i 4y & (U5 s 15845 Y5
¥y Lule .~,’ ;;;,,_;I: Q’S:\ JS Efui ZJ! Mf /7' E w Efui i‘jj’;&j ‘;').\.\A.\S?/ :.’T

Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu

perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk.”

Berdasarkan ayat diatas, telah ditentukan bahwa zina merupakan hal yang keji
dan jalan yang buruk sekecil apapun. Dampak buruk dari zina bagi kesehatan sangat
beresiko tinggi karena berpotensi untuk terkena infeksi menular seksual (IMS).
Sehingga, anggaran kesehatan dalam pemanfaatanya sangat berpengaruh terhadap

segala aspek termasuk aspek keagamaan.

Selain berhubungan dengan aspek keagamaan, ternyata anggaran kesehatan
juga berkaitan dengan aspek kejiwaan atau an Nafs. Saat ini sedang ramai
diperbincangkan mengenai pentingnya menjaga kesehatan mental, karena hal tersebut
sangat berpengaruh untuk keberlangsungan hidup seseorang. Apabila jiwa kita sehat
maka kita dapat bertindak dan beraktivitas baik dibawah pengaruh kita sendiri. Selain
itu, jika dilihat menggunakan konsep Islamic Human Development Index (I-HDI)
indikator dari an Nafs itu sendiri sangat berhubungan dengan kesehatan karena diukur
berdasarkan data angka harapan hidup di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Sehingga antara an Nafs dan kesehatan sangat berkaitan, sama halnya juga dengan
anggaran kesehatan. Contoh dari pemanfaatan anggaran kesehatan pada aspek an Nafs
di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah adanya Sosialisasi Pembentukan Forum
Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (PUSPA) (kemenpppa,

2020). Sosialisasi ini bertujuan untuk mengajak partisipasi seluruh pihak untuk
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mewujudkan kesejahteraan perempuan dan anak. Hal ini mengimplementasikan peran

anggaran kesehatan terhadap index an Nafs di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Memiliki akal adalah suatu pembeda antara manusia dengan mahkluk hidup
lainnya, dalam konsep Islamic Human Develoment Index (I-HDI) terdapat dimensi
yang berhubungan dengan akal yaitu xifzu al ‘aql dengan index al ‘agl. Dalam index
al ‘aql, selalu disangkut pautkan dengan pendidikan. Pemenuhan index al ‘aql
merupakan kebutuhan dasar yang bersifat daruriyyah. Karena jika terpenuhi al ‘aql
pada setiap orang maka akan memudahkan keberlangsungan hidup lainnya. Anggaran
kesehatan menurut a/ ‘ag/ dapat diimplementasikan melalui program kesehatan yang
berkaitan dengan pendidikan. Salah satu peran dari anggaran kesehatan di Bangka
Belitung adalah adanya kampanye 4 Sehat 5 Sempurna yang terbilang sukses dan selalu
diterapkan di setiap Sekolah Dasar. Selain itu terdapat program yang melakukan
penjaringan kesehatan siswa tingkat Sekolah Menengah Atas di Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung. Kegiatan program ini adalah dilakukan medical check up kepada
seluruh mahasiswa kelas 10. Tujuan program ini diharapkan dapat menjadi wadah
peningkatan perilaku hidup sehat di sekolah maupun dirumah. Anggaran kesehatan
memiliki hubungan erat dengan pendidikan, karena pendidikan merupakan wadah yang
tepat untuk membagi ilmu dalam bidang kesehatan maupun lainnya. Maka dari itu,
dalam perencanaan anggaran kesehatan harus dikelola dengan baik dan dialokasikan

terhadapa kebutuhan dasar yang sifatnya daruriyyah.

Pemanfaatan lain dari anggaran kesehatan yaitu pemeliharaan keturunan. Setiap
negara pasti ingin memiliki generasi yang baik dari segi kualitas maupun kuantitas.
Pada konsep Islamic Human Development Index (I-HDI) terdapat index menjaga
keturunan yaitu index an Nasl. Index an Nasl sangat berkaitan dengan kesehatan,
karena pelaksanaan dari indikator index an Nasl dihitung berdasarkan angka kelahiran
total dan angka kelahiran bayi. Anggaran kesehatan disini berperan penting karena
pada realisasinya harus sesuai dengan index an Nasl. Adapun peran anggaran kesehatan

disini adalah terlaksananya program Keluarga Berencana yang dilaksanakan oleh
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pemerintah Provinsi Kepulaua Bangka Belitung untuk menekan angka kelahiran total.
Hal ini cukup berhasil, dibuktikan dengan adanya penurunan angka kelahiran total di
tahun 2019.

Index terakhir dari Islamic Human Development Index (I1-HDI) adalah index al
Maal. Index adalah menjaga harta, sehingga index ini termasuk kebutuhan dasar yang
harus dipenuhi. Dalam pelaksanaannya, setiap manusia memerlukan upaya untuk
mendapatkan harta dengan kondisi yang sehat. Karena dalam proses pencarian harta,
dibutuhkan usaha yang banyak sehingga hal ini berhubungan dengan kesehatan. Ketika
seseorang tidak bisa makan, tidak bisa sekolah serta tidak mendapatkan pelayanan
kesehatan itu disebabkan karena tidak tercukupinya pemenuhan hal daruriyyah dalam
hal ini yaitu menjaga harta. Setiap masing-masing index pada Islamic Human
Development Index (I-HDI) saling bersinergi antara satu dengan lainnya. Dari kelima
index tersebut sangat sulit dipisahkan dalam implementasi anggaran kesehatan. Karena
antara implementasi anggaran kesehatan dengan Islamic Human Development Index
(I-HDI) saling berkaitan, maka bidang kesehatanpun dijadikan sebagai salah satu

indikator penghitungan I-HDI.

D. Anggaran Bidang Pendidikan Perspektif Islamic Human Development Index
(1-HDI)

Sebagai sarana mencari ilmu, pendidikan sangat dibutuhkan dalam melengkapi
kehidupan. Pendidikan, seyogyanya mampu mengantarkan umat manusia menuju
kemaslahatan untuk mencapai falah di dunia maupun di akhirat. Islamic Human
Development Index (I-HDI) sebagai pengukur kesejahteraan manusia secara islami tak
luput meninggalkan eksistensi dari pendidikan. Bahkan, pendidikan di dalam I-HDI
memiliki porsinya tersendiri pada index a/ ‘ag/. Maka dari itu, pada sub-bab ini akan
dijabarkan mengenai implementas anggaran pendidikan di Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung yang dimanfaatkan pada pengelolaan program pendidikan melalui perspektif
I-HDI. Berikut adalah anggaran pendidikan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
tahun 2015 hingga 2019:
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Tabel 4. 14 Jumlah anggaran pendidikan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
tahun 2015-2019 (dalam milyar)

2015 2016 2017 2018 2019
111.306.344.9 | 140.340.660.9 | 524.211.687. | 564.347.307.2 | 651.798.397.7
89,56 39,03 440,6 96,54 81,07

Sumber: Lampiran 5, diolah.

Berdasarkan tabel 4. 14 disimpulkan bahwa jumlah anggaran pendidikan
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2015-2019 mengalami peningkatan setiap
tahunnya. Jumlah anggaran pendidikan tertinggi diduduki oleh tahun 2019 dengan
jumlah anggaran sebesar Rp.651.798.397.781,07. Anggaran pendidikan setiap
tahunnya mengalami peningkatan yang pesat dari tahun 2017 hingga 2019. Anggaran
tersebut diambil berdasarkan kegiatan atau bidang yang berhubungan dengan kegiatan
pendidikan seperti Dinas Pendidikan, Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan,
Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah, Dinas Komunikasi dan Informasi serta Dinas
Kebudayaan dan Pariwisata selama lima tahun. Anggaran pendidikan yang diambil pun

berdasarkan jumlah realisasi anggaran belanja langsung maupun tidak langsung.

Berdasarkan konsep Islamic Human Development Index yang terbagi menjadi
5 dimensi, anggaran pendidikan meliki perannya pada masing-masing index pada I-
HDI. Eksistensi dari anggaran pendidikan harus digunakan dan dirancang dengan baik
sesuai kebutuhan masyarakat karena pendidikan adalah salah satu dasar untuk
meningkatkan Sumber Daya Manusia yang mumpuni. Pendidikan bersifat daruriyyah
begitupun dengan anggaran pendidikan. Anggaran pendidikan memiliki peran sebagai
fasilitator kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan bidang pendidikan. Dalam
index ad Dien implementasi dari pendidikan seperti mempelajari, memahami dan
mengamalkan agidah, ilmu islam dan seluruh jagat raya didunia ini. Untuk pelaksanaan
program pendidikan yang berkaitan dengan ad Dien, maka pemerintah Provinsi

Kepulauan Bangka Belitung menyelenggarakan program One Day One Juz, adapun
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kegiatan yang dilaksanakan adalah semua siswa yang beragama Islam diwajibkan
membaca Al-Qur’an hingga khatam dalam beberapa kurun waktu. Jika dilihat, program
ini sangat bagus karena memiliki dua aspek penting yaitu aspek agama dan aspek
pendidikan. Untuk pendidikan sendiri membaca Al-Qur’an dapat melatih kefasihan
dalam membacanya, untuk aspek agama ini adalah sebuah bentuk pengamalan agidah.
Sehingga dalam pembentukan atau perancangan anggaran pendidikan harus dibuat

serinci mungkin sesuai kebutuhan.

Pendidikan memiliki keterkaitan erat dengan index an Nafs, index an Nafs
merupakan index yang diukur menggunakan indikator yg berhubungan dengan
kesehatan yaitu angka harapan hidup. Dalam hal ini, implementasi dari an Nafs adalah
dengan cara menjaga kesehatan secara fisik maupun psikis. Ketika seseorang menjaga
kesehatannya berarti ia sudah menerapkan ilmu pengetahuannya didalam kehidupan.
Penerapan anggaran pendidikan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah
terjalinya program Usaha Kesehatan Sekolah dengan Puskesmas setempat untuk
membina dan mengembangkan penerapan hidup sehat secara terpadu melaui program
pendidikan. Program tersebut dilakukan sebagai bentuk implementasi dari anggaran

pendidikan yang dialokasikan terhadap kesehatan.

Selanjutnya adalah index al” aq/, index ini diukur menggunakan indikator yang
berhubungan dengan pendidikan yaitu data harapan lama sekolah dan rata-rata lama
sekolah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2015-2019. Implementasi dari
anggaran pendidikan adalah terdapat program-program pendidikan yang dibuat oleh
pemerintah, contohnya adalah program Wajib Belajar 12 tahun. Program ini dibuat
untuk para siswa siswi dalam melaksanakan pendidikannya selama 12 tahun. Menurut
pemerintah program ini sangat wajib dilakukan untuk meningkatkan kualitas sumber
daya manusia. Selain itu, menurut UU Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 3 Tentang Sistem
Pendidikan Nasional tujuan pendidikan nasional adalah dapat mengembangkan potensi
siswa dan siswi supaya menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan

Yang Maha Esa, berakhlakul karimah, berilmu, menjadi generasi bangsa yang
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demokratis serta tanggungjawab. Jadi, anggaran pendidikan sangat menopang

kelancaran kegiatan pendidikan.

Index an Nasl merupakan index dari dimensi hifzu an Nasl yang berarti menjaga
keturunan. Untuk mengukur index ini dibutuhkan indikator angka kelahiran total dan
angka kematian bayi. Sejauh ini, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mampu
menekan angka kelahiran total menjadi 2.05% pada tahun 2019 sedangkan untuk angka
kematian bayi mampu dikurangi menjadi 78 jiwa pada tahun 2019. Keberhasilan ini
tentunya atas campur tangan pemerintah Kepulauan Bangka Belitung pada program
yang ditujukan untuk indikator an Nafs. Program yang dibuat oleh pemerintah Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung berbentuk penyuluhan Cegah Seks Bebas yang
diselenggarakan dibeberapa sekolah tingkat atas. Penyuluhan tersebut memiliki tujuan
untuk mencegah seks bebas yang akan berdampak pada hamil diluar nikah. Dari
penyuluhan tersebut terlihat antara anggaran pendidikan dan index an Nasl dapat

bersinergi dengan baik.

Index al Maal adalah index terakhir pada Islamic Human Development Index
(I-HDI) yang berarti menjaga harta. Untuk mengukur index al Maal dibutuhkan
indikator pengeluaran perkapita selama sebulan di Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung. Pada tahun 2019 pengeluaran perkapita penduduk Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung mencapai Rp.1.509.974. Hal ini sangat baik karena telah melewati
batas maksimal yang telah ditentukan oleh Badan Pusat Statistik nasional. Harta dapat
mencakup semua hal termasuk pendidikan, dengan harta bisa menghantarkan
seseorang untuk mendapatkan ilmu yang lebih tinggi. Pendidikan yang tinggi mampu
meningkatkan sumber daya manusia yang berpotensi memilik peluang kerja yang baik.
Sehingga dapat mendapatkan kehidupan yang baik pula. Dalam menciptakan hal
tersebut, pemerintah daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyediakan
beasiswa perguruan tinggi bagi anak-anak daerah setempat dengan beberapa kualifikasi
yang telah ditentukan. Beasiswa ini dapat dimanfaatkan oleh anak-anak yang ingin

melanjutkan pendidikan namun terkendala dengan biaya. Maka dari itu, peran



83

anggaran pendidikan telah memfasilitasi index al Maal sehingga tercapainya

pendidikan yang baik.

E. Anggaran Bidang Ekonomi Perspektif Islamic Human Development Index (I-
HDI)

Ekonomi merupakan salah satu kebutuhan dasar yang harus dipenuhi karena
menyangkut semua aspek kehidupan. Jika pada aspek ekonomi tidak dipenuhi, maka
akan mempengaruhi kebelanjutan aspek lainnya. Ekonomi selalu mendapat perhatian
khusus tidak hanya terhadap individu, namun juga terhadap negara. Hingga saat ini,
suatu daerah maupun negara masih memiliki tugas yang sangat berhubungan dengan
ekonomi. Dalam Islamic Human Development Index (I-HDI) ekonomi memiliki
hubungan erat dengan salah satu indexnya yaitu index al Maal. Alasan keterkaitan
tersebut adalah karena al Maal diartikan sebagai menjaga harta, yang mana harta hasi
akhirnya termasuk dalam bidang ekonomi. Karena pentingnya ekonomi disuatu daerah
maupun negara maka dari itu ekonomi memiliki porsi anggaran bidangnya, tak
terkecuali di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Berikut adalah anggaran ekonomi

di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2015 hingga 2019

Tabel 4. 15 Jumlah Anggaran Ekonomi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun
2015-2019 (dalam milyar)

2015

2016

2017

2018

2019

154.621.566.
7

171.609.534.82
3,09

161.745.831.14
9,14

161.756.642.4
00,5

183.083.811.35
2,35

Sumber: Lampiran 5 (diolah)

Dari data tersebut disimpulkan bahwa jumlah anggaran ekonomi Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung tahun 2015-2019 mengalami fluktuasi pada lima tahun

terakhir. Jumlah anggaran ekonomi tertinggi diduduki oleh tahun 2019 dengan jumlah
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anggaran sebesar Rp. 183.083.811.352,35 sedangka jumlah anggaran ekonomi paling
rendah pada tahun 2015 sebesar Rp. 154.621.566.777. Anggaran tersebut diambil
berdasarkan kegiatan atau bidang yang berhubungan dengan kegiatan ekonomi seperti
Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Dinas Perindustrian dan
Perdagangan, Dinas Pertanian, Perkebunan dan Perternakan, Inspektorat Daerah, Dinas
Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman
Modal, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Anggaran ekonomi yang diambil
pun berdasarkan jumlah realisasi anggaran belanja langsung maupun tidak langsung.

Ekonomi mencakup semua aspek, maka dari itu dibutuhkan sarana yang tepat
untuk mewujudkan kegiatan yang menyangkut bidang ekonomi. Dalam Islamic Human
Development Index (I-HDI), ekonomi memiliki porsi pada index al Maal yang dihitung
berdasarkan indikator pengeluaran perkapita penduduk Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung. Salah satu index yang berhubungan dengan anggaran ekonomi adalah index
ad Dien. Jika dilihat dari arti ad Dien adalah menjaga agama, maka dapat berkaitan
dengan ekonomi. Contoh implementasi anggaran ekonomi menurut perspektif ad Dien
yaitu program menuju wisata halal. Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
gencar menjalankan program pariwisata halal karena potensi wisatanya yang banyak.
Pemerintah menyebutkan program ini akan memudahkan pengunjung untuk
melakukan ibadahnya jika berada ditempat wisata serta menarik minat pengunjung.
Sehingga, ketika pengunjung tertarik maka jumlah angka pengunjung akan naik dan
pendapatan tersebut dapat dikelola lagi untuk pemanfaatan wisata lainnya yang belum
dikelola secara baik. Dalam hal ini, peran anggaran ekonomi disini adalah sebagai
sarana pembangunan wisata halal sedangkan untuk ad Dien sebagai perumus konsep
harus seperti apa penyediaan fasilitas yang diberikan sesuai dengan ketentuan syariat

islam.

Islamic Human Development Index (I-HDI) memiliki dua index yang sama-
sama berhubungan dengan bidang kesehatan, yaitu ideks an Nafs dan index an Nasl.

Dari kedua index tersebut dihitung berdasarkan indikator yang juga berhubungan
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dengan kesehatan diantaranya adalah an Nafs dihitung dengan data angka harapan
hidup, an Nasl dihitung dengan data angka kelahiran total dan angka kematian bayi.

Sebagai aspek penyedia sarana dan prasarana, anggaran ekonomi tentu
memiliki peran terhadap index an Nafs dan an Nasl. Salah satu program pemerintah
daerah yang memiliki basis di bidang kesehatan maupun ekonomi adalah BPJS (Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial). BPJS merupakan program yang diberikan oleh
pemerintah pusat sebagai asuransi terjangkau yang telah disubsidikan oleh pemerintah.
BPJS dapat dijadikan asuransi untuk kebutuhan dibidang kesehatan seperti rawat inap,
operasi, kelahiran serta banyak lainnya yang disediakan oleh BPJS. Maka dari itu,

anggaran ekonomi bisa menopang kehidupan untuk bidang kesehatan.

Index dari Islamic Human Development Index (I-HDI) selanjutnya adalah al
‘aql. Dalam 1-HDI index a/ ‘aql diberi porsi untuk bidang pendidikan, indikator untuk
menghitung index ini adalah harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah. Sejauh
ini, pendidikan menjadi dasar kebutuhan setiap manusia dalam menjalani kehidupan.
Dengan pendidikan, kita mengetahui bagaimana manusia bereproduksi, menjaga
kesehatan, bekerja dan bagaimana mendapatkan hidup yang layak. Untuk mendapatkan
kehidupan yang layak maka dibutuhkan upaya untuk membuka peluang besar dalam
bekerja. Dalam hal ini, anggaran ekonomi tentunya dapat menopang kebutuhan
pendidikan. Salah satu implementasi anggaran ekonomi Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung dalam bidang pendidikan adalah mengenai penyuluhan UMKM kepada
masyarakat daerah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Penyuluhan ini bertujuan
supaya masyarakat yang baru ingin mulai berdagang atau sudah memiliki UMKM
dapat termotivasi untuk menjalani usaha tersebut. Sehingga dapat bermanfaat bagi
masyarakat dalam membangun usaha. Hal ini membuktikan bahwa anggaran ekonomi

sangat berperan bagi pendikan, mereka saling terintegrasi antara satu dengan lainnya.

Index terakhir adalah al Maal yang berarti menjaga harta. Index ini sangat
berhubungan dengan ekonomi karena berurusan dengan harta (kepemilikan). Index al

Maal dihitung berdasarkan pengeluaran perkapita selama sebulan penduduk Provinsi
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Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2015 hingga 2019. Anggaran ekonomi dalam
hal ini sangat berpengaruh untuk jalannya kegiatan ekonomi di Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung. Implementasi anggaran ekonomi untuk menjalankan kegiatan
ekonomi antraa lain adanya Bantuan UMKM, pemberian lahan UMKM untuk

penduduk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan lainnya.

Berdasarkan hasil analisis dari implementasi anggaran kesehatan, pendidikan
dan ekonomi perspektif Islamic Human Development Index. Berikut merupakan tabel

jumlah keseluruhan anggaran kesehatan, pendidikan dan ekonomi:

Tabel 4. 16 Jumlah anggaran kesehatan, pendidikan dan ekonomi di Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung tahun 2015-2019 (dalam milyar)

>

§ 2015 2016 2017 2018 2019 Jumlah

2

QD

= Rp.

2 238.189.9 | 280.604.8 | 302.270.8 | 298.625.7 | 1.286.288.
@ | 166.596.8

2 80.181,66 | 80.736,9 | 78.221,9 | 76.309,97 | 322.029,7
& | 06.579,33

B

3 | 111.306.3 | 140.340.6 | 524.211.6 | 564.347.3 | 651.798.3 | 1.992.004.
% 44.989.56 | 60.939,03 | 87.440,6 | 07.296,54 | 97.781,07 | 398.446,7
>

"ox” 154.621.5 | 171.609.5 | 161.745.8 | 161.756.6 | 183.083.8 | 832.817.38
§ 66.777 | 34.823,09 | 31.149,14 | 42.400,5 | 11.352,35 | 6.502,08

Sumber: Lampiran 5 (diolah)

Dari tabel 4. 16 Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sangat
memprioritaskan anggaran pendidikan terbukti dari jumlah keseluruhan anggaran
pendidikan dari tahun 2015-2019. Namun, dilihat dari hasil index al ‘agl pada
penghitungan I-HDI selama 2015-2018 index al ‘agl/ menduduki posisi paling akhir
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dibandingkan index lainnya. Hal ini menjadi tugas pemerintah, mengapa dana alokasi
untuk pendidikan tidak sebanding dengan nilai index lainnya yang anggarannya lebih
sedikit.

Kemudian anggaran prioritas lainnya, vyaitu dana kesehatan. Pada
implementasinya, dana kesehatan mampu membawa nilai index an Nafs pada posisi ke
empat sementara itu mampu membawa nilai index an Nasl pada posisi menurun dari
tahun ketahun dalam hitungan index I-HDI. Hal ini cukup seimbang melihat rendahnya
nilai index an Nasl dari tahun ketahun, tetapi tidak dengan index an Nafs yang
menduduki posisi ke empat dengan sedikitnya nilai yang meningkat. Untuk anggaran
ekonomi, pemanfaatan anggaran tersebut cukup berdampak dengan tingginya angka
pengeluaran perkapita penduduk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pada
penghitungan I-HDI, index al maal juga menempati peringkat teratas dari index

lainnya. Berikut tabel analisis singkat dari hasil yang didapatkan pada penelitian ini.
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Tabel 4. 17 Analisis Anggaran Kesehatan, Pendidikan dan Ekonomi Perspektif I1-HDI

di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Jumlah Anggaran
2015-2019

Rata-rata index
tahun 2015-2019

Analisis

Anggaran Pendidikan
Rp. 1.992.004.398.446,7

Index ad Dien

0.628

Besarnya anggaran pendidikan yang dialokasikan oleh pemerintah Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung, nyatanya belum mampu untuk meningkatkan
pengetahuan dalam pemanfaatan zakat. Sehingga rasio zakat yang dihasilkan
mengalami ketimpangan antara dana penghimpunan dan pendistribusian zakat.

Index al ‘aql
0.531

Anggaran pendidikan merupakan anggaran terbesar yang dialokasikan daripada
anggaran kesehatan dan ekonomi. Tetapi tidak mampu membawa nilai index al ag|l
lebih tinggi dari index lainnya. Dengan rata-rata 0.531 selama lima tahun terakhir
hal ini tidak sebanding dengan dana yang telah dilokasikan.

Index an Nafs

Jumlah anggaran kesehatan menduduki peringkat kedua untuk pengalokasian dana,
tetapi belum mampu membawa nilai index an Nafs lebih tinggi, bahkan selama

Anggaran Kesehatan 0.759 tahun 2015-2019 index an Nafs hanya mampu meningkat tidak lebih dari 0.10.
Rp. 1.286.288.322.029,7 Besarnya anggaran kesehatan sudah mampu untuk menurunkan angka index an
Index an Nasl {14 . : . .
Nasl yang mana hal ini cukup baik karena implementasi praktiknya dapat menekan
1.873 . . .
angka kematian bayi dan angka kelahiran total.
Besarnya anggaran ekonomi yang telah digelontorkan, mampu berdampak pada
Anggaran Ekonomi Index al Maal pemanfaatan anggaran dibuktikan dengan tingginya angka pengeluaran perkapita
Rp. 832.817.386.502,8 2.67 penduduk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pada penghitungan I-HDI, index

al maal juga menempati peringkat teratas dari index lainnya
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F. Keterkaitan Penelitian dengan Penelitian Terdahulu

Dalam penggunaan masing-masing indikator, pada index ad dien penyusun
menggunakan rasio zakat yang terdiri dari data penerimaan dan pendistribusian zakat.
Pengguanaan indikator tersebut dikarenakan adanya hubungan antara agama islam
dengan implementasi ajaran islam yang dilakukan oleh masyarakat. Rasio zakat juga
dapat digunakan sebagai representasi pengamalan ibadah serta implementasi perbuatan
baik sesama manusia dengan cara membantu antara satu dengan lainnya. Rata-rata
index ad dien selama lima tahun berturut-turut adalah sebesar 0.628. Index ad dien
dalam implementasinya juga berhubungan dengan anggaran pendidikan. Namun,
besarnya anggaran pendidikan yang dialokasikan oleh pemerintah Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung, nyatanya belum mampu untuk meningkatkan pengetahuan dalam
pemanfaatan zakat. Sehingga rasio zakat yang dihasilkan mengalami ketimpangan
antara dana penghimpunan dan pendistribusian zakat. ldealnya dalam penggunaan
indikator rasio zakat sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rama dan Yusuf
(2019) yang menyebutkan bahwa penelitian harus memiliki indikator yang mana dapat

mengukur visi, komitmen serta implementasi ajaran Islam dalam masyarakat.

Index an Nafs diukur berdasarkan indikator pada Angka Harapan Hidup,
penggunaan indikator tersebut dikarenakan cukup mewakili dalam mengukur index an
Nafs. Selain itu angka harapan hidup juga dapat memproyeksikan rata-rata tahun yang
masih bisa dijalani seseorang yang berlaku pada tempat tinggal yang mereka tinggali.
Angka Harapan Hidup juga digunakan dalam indikator Indeks Pembangunan Manusia
yang diusulkan oleh UNDP, sehingga indikator Angka Harapan Hidup sudah sesuai
standar nasional maupun internasional. Rata-rata index an Nafs selama lima tahun
berturut-turut adalah sebesar 0.759. Jumlah anggaran kesehatan menduduki peringkat
kedua untuk pengalokasian dana, tetapi belum mampu membawa nilai index an Nafs
lebih tinggi, bahkan selama tahun 2015-2019 index an Nafs hanya mampu meningkat

tidak lebih dari 0.10. Dalam penggunaan indikator tersebut sejalan dengan penelitian
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yang dilakukan oleh Hendri Anto (2011) yang menyebutkan bahwa index an Nafs
diukur berdasarkan Angka Harapan Hidup.

Indikator pada index al 'aql yaitu menggunakan data rata-rata lama sekolah dan
harapan lama sekolah. Pengunaan indikator tersebut sudah sesuai dengan standar
nasional maupun internasional karena Indeks Pembangunan Manusia yang diusung
oleh UNDP juga menggunakan data tersebut, sehingga penggunaan indikator tersebut
sangat tepat. Kemudian, rata-rata lama sekolah dapat merepresentasikan bagaimana
Sumber Daya Manusia di daerah tersebut dan untuk indikator harapan lama sekolah
dapat dijadikan sebagai manifestasi pencapaian suatu daerah serta digunakan untuk
bahan evaluasi atau inisiasi kedepannya harus seperti apa. Rata-rata index al ‘aql
adalah 0.531. Anggaran pendidikan merupakan anggaran terbesar yang dialokasikan
daripada anggaran kesehatan dan ekonomi. Tetapi tidak mampu membawa nilai index
al agl lebih tinggi dari index lainnya. Dengan rata-rata 0.531 selama lima tahun terakhir
hal ini tidak sebanding dengan dana yang telah dilokasikan. Anggaran pendidikan
merupakan anggaran terbesar yang dialokasikan daripada anggaran kesehatan dan
ekonomi. Tetapi tidak mampu membawa nilai index al agl lebih tinggi dari index
lainnya. Dengan rata-rata 0.531 selama lima tahun terakhir hal ini tidak sebanding

dengan dana yang telah dilokasikan.

Indikator pada index an Nasl yaitu menggunakan indikator dari data Angka
Kematian Bayi dan Angka Kelahiran Total. Secara bahasa hifdzu an Nasl adalah
menjaga keturunan, maka indikator tersebut sangat tepat jika diaplikasikan pada index
an Nasl. Penggunaan data Angka Kematian Bayi pada index an Nasl dapat dijadikan
sebagai evaluasi suatu daerah untuk meminimalisir segala penyebab yang dapat
menyebabkan meningkatnya angka kematian bayi. Untuk Angka Kelahiran Total juga
dapat dijadikan gambaran suatu daerah untuk dapat mengambil kebijakan apa yang

harus dilakukan ketikan angka kelahiran total naik maupun turun.
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Indikator pada index al maal yaitu menggunakan indikator dari data
pengeluaran perkapita. Pengeluaran perkapita sudah cukup mewakili dimensi hifdzu al
Maal karena indikator ini dihitung sebagai standar hidup layak. Selain itu, pengeluaran
perkapita juga digunakan pada Indeks Pembangunan Manusia yang diusulkan oleh
UNDP, sehingga indikator ini sudah sesuai standar layak nasional maupun

internasional.
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BAB V

Kesimpulan dan Saran

A. Kesimpulan

Dari seluruh hasil analisis pembahasan dapat disimpulkan bahwa tidak semua
anggaran bidang kesehatan, pendidikan dan ekonomi digunakan untuk semua program
yang menyangkut index yang terdapat pada Islamic Human Development Index (I-
HDI), karena luasnya bidang kesehatan, pendidikan dan ekonomi yang tidak selalu
menyangkut aspek index I-HDI. Berdasarkan hasil pembahasan dari penelitian yang
mengacu pada rumusan masalah, tujuan penelitian, serta hasil penelitian dan analisis.

Maka diperoleh simpulan sebagai berikut:

1. Anggaran bidang kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2015-2019
dialokasikan kepada beberapa program yang berhubungan dengan index yang terdapat
pada Islamic Human Development (I-HDI). Indikator I-HDI yang sangat memiliki
keterkaitan erat adalah index an Nafs dan index an Nasl. Dalam realisasi anggarannya
terjadi ketimpangan antara besarnya jumlah dana yang dialokasikan pada bidang

kesehatan dengan indikator yang dihasilkan Index an Nafs.

2. Anggaran bidang pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2015-2019
dialokasikan kepada beberapa program yang berhubungan dengan index yang terdapat
pada Islamic Human Development (I-HDI). Dalam penelitian ini, ditemukan hasil
bahwa yang dialokasikan pada bidang pendidikan adalah dana terbesar daripada dua
anggaran lainnya, yaitu anggaran kesehatan dan anggaran ekonomi. Namun, hasil dari
indikator 1-HDI tidak sebanding dengan besarnya anggaran yang telah dialokasikan.
Selama lima tahun berturut-turut, index al aql menempati posisi terakhir dari semua
index lainnya. Dalam hal ini, terjadi ketimpangan antara jumlah dana anggaran
pendidikan dengan hasil index al agl pada I-HDI. Untuk index ad dien, juga mengalami

hal yang sama. Besarnya anggaran pendidikan yang dialokasikan oleh pemerintah

89
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Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, nyatanya belum mampu untuk meningkatkan
pengetahuan dalam pemanfaatan zakat. Sehingga rasio zakat yang dihasilkan
mengalami ketimpangan antara dana penghimpunan dan pendistribusian zakat.

3. Anggaran bidang ekonomi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2015-2019
dialokasikan kepada beberapa program yang berhubungan dengan index yang terdapat
pada Islamic Human Development (I-HDI). Pada penelitian ini, dana yang dialokasikan
untuk anggaran ekonomi adalah yang terkecil dibandingkan dengan anggaran lainnya,
yaitu anggaran kesehatan dan pendidikan. Tetapi, pemanfaatan anggaran sudah
dilakukan dengan cukup baik. Telah dibuktikan dengan tingginya angka pengeluaran
perkapita penduduk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pada penghitungan 1-HDI,

index al maal juga menempati peringkat teratas dari index lainnya.

B. Saran
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka saran yang dapat

direkomendasikan sebagai berikut:

1. Perlu dilakukannya perbaikan dalam pemanfaatan anggaran pendidikan supaya tidak
terjadi ketimpangan yang signifikan antara besarnya alokasi dana dan hasil dari
indikator I-HDI.

2. Menambah program-program yang berkaitan dengan index al 'aql. Sebagai index
yang memiliki hasil terkecil dibandingkan indikator lainnya, maka ada baiknya antara
pemerintah dan masyarakat saling bahu-membahu untuk menjalankan pendidikan dan

mencukupi fasilitas pendidikan itu sendiri.
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Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2015-2019

Indeks Pembangunan Manusia 2014-2016

[ <bock | @ |

Diata series subyek Indeks Pembangunan Manusia juga dapat dizksas melzlui Fitur Tabel Dinamis.

Data Series :

Search:

Wilayah Babel

Kepulauan Bangka Belitung 65,55 69,05
Bangka 70,43 70,03
Belitung 70,81 70,259
Bangka Barat 67,60 67,23
Bangka Tengah 68,76 68,66
Bangka Selatan 64,57 63,89
Belitung Timur 69,30 63,83
Kota Pangkalpinang 76,73 76,61

Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia 2017-2019

« back [ [fxisx

Datz series subyek Indeks Pembangunan Manusia jugs dapat dizkses melzlui Fitur Tabel Dinamis.

Search:

Data Series : FTTERTICH 020 || :--|:::-.':-.3 | [zo10-z010

Wilayah Babel

Kepulauan Bangka Belitung

68,27

69,79
69,56
66,43
63,09
63,54
63,10

76,28

Indeks Pembangunan Manusia

Bangka

Belitung

Bangka Barat
Bangka Tengah
Bangka Selatan
Belitung Timur
Kota Pangkalpinang

Indeks Pembangunan Manusia

72,39
732,45
59,05
70,33
66,54
70,84

77,97

71,80
71,70
3,58
69,52
5,38
70,22

77,43

71,09
70,93
67,34
68,99
85,02
69,57

76,86



LAMPIRAN 2
Angka Harapan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2015-2019

4% Badan Pusat Statistk Provinsi K2 X @ exportPDF.php X & angka harapan hidup provinsidi X | @ Pembangunan Manusia | Kep. B= X | +

C @ bps.go.id/mod/exportData/exportPDF.php

Laki-laki

ACEH e 7108 a2 TL1E an na 740 3 BTA4 LT arm 48 6761 32 e LT et 7187 .98

i an e wn wm e omm ws ows wm ms s mw ew s ew

-

JAMBI 6799 TiE8 21 nn 830 T8 GAAG nn 6854 241 GR.6T M (11 TR GETS priz) &289 TLED @1l
o

HENGEULU 1) L1 w608 @98 .26 TI6 6643 ma BEAT 35 66.60 T0AE (113 oS GE6 Tas1 59 TATE .8

LAMPUNG

XEP. BANDEA
BELITUNG

DRI JARARTA EES T3ES Tanz 7380 18 7196 7036 12 044 20 7060 s wn Al T THaL 087 7456 .96

AW

EmlE 708 7478 Tase nm 718 510 mar I8 87 7587 208 598 210 St 18 TRm 228 7810 71

8

.9

nm

13

616




LAMPIRAN 3

| Engiish
BADAN PUSAT STATISTIK ]

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG Manual | Tautan | Pefa Sius | 58K

Beranda Tentang Kami v i Senarai Rencana Terbit v Publikasi ‘ Berita Resmi Statistik | Informasi Publik »

[IPM] Harapan Lama Sekolah Menurut Kabupaten/Kota, 2010-2019 DATA SENSUS =

& s
a Sekolah (Tahun)

Wioyhpabsl | tawwlmaSoaGaw) 0 000 |
T T N TR T BT AN TN T

Kepulauan Bangka Belitung 10.70 10.79 10.96 118 1.60 1N 1.83 .87 11.94
O K I T I I I I T I
Belitung 10.28 1044 10.60 1097 1.32 1147 151 1.83 11.84
T T BT S S N M T N
Bangka Tengah 10.95 110 1140 n.72 173 n.74 n.75 1176
I B T T O T I I
Belitung Timur 10.32 10.51 10.71 10.94 1.28 1146 148 1.49 151

T T N T I I I
1 - - 4

BADAN PUSAT STATISTIK T

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG Manual | Tautan | Pea Situs | S8K

Tentang Kami » i Senarai Rencana Terbit » Publikasi Berita Resmi Statistik Informasi Publik »

[IPM] Rata-Rata Lama Sekolah Menurut Kabupaten Kota, 2010-2019 DATA SENSUS =

2 s
Rata-Rata Lama Sekolah (Tal

Wilayah Babel
r | awe | aws [ aw [ w5 [ s [ an [ am [ 2 |

Kepulauan Bangka Belitung 719 725 7.32 7.35 748 762 778 784 798

Belitung 733
mmm----
Bangka Tengah 6.35
-mm-mmmm
Belitung Timur 74

e mmm-----



LAMPIRAN 4

1. Index ad Dien

Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018

Tahun 2019

_ 973.486.679

_ 10.563.124.114 _

_ 15.034.860.361 __

2. Index an Nafs

Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018

Tahun 2019

_ 70.50-20
85-20

3. Index al ‘aql!

3.257.724.726

Penghitungan I-HDI

_ Pemanfaatan Zakat
Aktual Zakat

ID

1.246.371.504

1.455.552.138 _

1.737.416.937

6.182.716.350

10.385.691.470

12.139.280.715

= 0.7810565918 dibulatkan menjadi 0.78

0.8377678996 dibulatkan menjadi 0.83

= 0.5269083266 dibulatkan menjadi 0.52

1.0170843361 dibulatkan menjadi 1.01

1.2385297543 dibulatkan menjadi 1.23

INF

_ AHH-Minimal AHH
Maksimal AHH—-Minimal AHH

69.88-20
85-20

69.92-20
85-20

69.95-20
85-20

70.18-20
85-20

= 0.7673846154 dibulatkan menjadi 0.767
=0.768

= 0.7684615385 dibulatkan menjadi 0.7684
=0.772

= 0.7769230769 dibulatkan menjadi 0.776

Harapan Lama Sekolah =

HLS—Minimal HLS
Maksimal HLS—Minimal HLS




Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018

Tahun 2019

11.60-0
15-0

= 0.7733333333 dibulatkan menjadi 0.773

11.71-0
15-0

= 0.7806666667 dibulatkan menjadi 0.78

11.83-0
15-0

= 0.7886666667 dibulatkan menjadi 0.788

11.87-0
15-0

= 0.7913333333 dibulatkan menjadi 0.791

11.94-0

=1 2=0.796

Rata-rata Lama Sekolah

i RRLS—Minimal RRLS
Maksimal RRLS—Minimal RRLS

Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018

Tahun 2019

_7.78-0

7.46-0
18-0

= 0.41444444444 dibulatkan menjadi 0.414

7i682__00= 0.42333333333 dibulatkan menjadi 0.423

= 0.43222222222 dibulatkan menjadi 0.432

7.84-0_
18-0

0.43555555555 dibulatkan menjadi 0.435

—7;8_00: 0.44333333333 dibulatkan menjadi 0.443

1A

1

=3 (Harapan Lama Sekolah) + % (Rata-rata Lama Sekolah)

Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018

>(0.773) +3 (0.414)= 0.503
>(0.780) +; (0.423)= 0.531

>(0.788) + (0.432)= 0.538

= 2(0.791) + (0.435)= 0.540




Tahun 2019

1
2

4. Index an Nasl

Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018

Tahun 2019

Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018

Tahun 2019

= 1(0.796) + % (0.443)= 0.545

Angka Kelahiran Total

_ AKT—-Minimal AKT
Maksimal AKT—-Minimal AKT

_260-15

= = 1.8333333333 dibulatkan menjadi 1.83

21-15

2.29-1.5

= = 1.3166666667 dibulatkan menjadi 1.31

21-15

2.46-1.5

21-15

2.25-1.5

1.6

= =1.25

21-15

2.30-1.5
2.1-15

= 1.3333333333 dibulatkan menjadi 1.33

Angka Kematian Bayi =

AKB-Minimal AKB
Maksimal AKB—Minimal AKB

_ 190-12
75-12

_ 188-12
75-12

_159-12
75-12

_166-12 _
75-12

_ 78-12
75-12

2.82553968254 dibulatkan menjadi 2.82

2.7936507937 dibulatkan menjadi 2.79

2.3333333333 dibulatkan menjadi 2.33

2.444444444 dibulatkan menjadi 2.44

= 1.0476190476 dibulatkan menjadi 1.04




INS = i (Angka Kelahiran Total + Angka Kematian Bayi)

Tahun 2015 = (1.83 + 2.82) = 2.325
Tahun 2016 = (1.31 +2.79) = 2.05
Tahun 2017 = (1.6 +2.33) = 1.965
Tahun 2018 = (1.25 + 2.44) = 1.845

Tahun 2019 = (1.33 + 1.04) = 1.185

5. Index al maal

_ Pengeluaran Perkapita—Minimal PP
Maksimal PP—Minimal PP

IM

Tahun 2015 = 1.118.101-360.000 =1.99
732.720-360.000

Tahun 2016 = 1.269.618-360.000 =244
732.720-360.000

Tahun 2017 = 1.421.624-360.000 =284
732.720-360.000

Tahun 2018 = 1.480.844-360.000 =3.00
732.720-360.000

Tahun 2019 = 1.509.974-360.000 =308

732.720-360.000

6. Islamic Human Development Index (I-HDI)

I-HDI =2 (ID) + ¢ (INF+IA+INS+IM) x 100




Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018

Tahun 2019

=2(0.78) + 1 (0.767+0.503+2.325+1.99) x 100 = 119
6 6
=2 (0.83) + £ (0.768+0.531+2.05+2.44) X 100 = 124.15
=2(0.52) + 2 (0.7684+0.538+1.965+2.84) x 100 = 119.18
6 6
=2 (1.01) + (0.772+0.540+1.845+3.00) x 100 = 136.28

=2 (1.23) + £ (0.776+0.545+1.185+3.08) x 100 = 134.1



LAMPIRAN 5

Halaman : 1
RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir
PEMERINTAH PROVINS| KEPULAUAN BEANGKA BELITUNG DPA-SKPD
TAHUN ANGGARAN 2015
Urusan Pemerintahan : 1.26. - PERPUSTAKAAN
Organisasi © 1.26.01. - BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
Kode Rekening Uraian Jumilah
1 2 3
JUMLAH PENDAPATAN
5. BELANJA 11.399.875.562,40
5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 4.950.171.312,40
54.1. Belanja Pegawai 4.950.171.312,40
5.2, BELANJA LANGSUNG 6.449.704.250,00
521. Belanja Pegawai 1.255.960.000,00
522, Belanja Barang dan Jasa 5.193.744.250,00
JUMLAH BELANJA 11.399.875.562,40
SURPLUSNDEFISIT) (11.399.875.562,40)
Halaman : 1
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG RKA - SKPD
TAHUN ANGGARAN 2016
URLISAN PEMERINTAHAN 1.26. - PERPUSTAKAAN
ORGANISASI 1.26.01. - BADAN FERPUSTAKAAN DAN ARSIF DAERAH
Ringh ANgg Pendap dan Belanja
Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekeni: Uraian Jumlah (Rp)
1 2 3
JUMLAH PENDAPATAN 0,00
T e e
5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 6.420.732.889,41
sat BelanjaPegawai 6.420.732.889,41
s2 . |swesuwesswe | eessesomon
5.2.1. Belanja Pegawai 1.240.157.000,00
s22. Belanja Barsngdandass | 2.976.457.000,00
s23. . [sweameow | ssssassoonon
JUMLAH BELANIA 16.021.641.889,41
""""""""""""""" SURPLUS/(DEFISI) | (16.021.641889,41)

Pangkalpinang,

Kepala Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung




RENCAMA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERIA PERANGKAT DAERAH Fi li
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAMN BANGKA BELITUNG RKA - SKPD
TAHUN ANGGARAMN 2017
URLISAN PEMERINTAHAN . 136, - PERPUSTAKAAN
ORGANISASI . 1.26.02. - DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
Ringhkesan Anggaran Pendapatan dan Belsnjs
Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening Uraian Jumilah (Rp)

1 2 3
............................ Bt imiabioponsite et SO AU ...
e e e com s mam e e mm e e s mam e et tmmm s e s e A TR,
5 e BELANIA T AN SUNG e et 6.407.482.513,60
511 Belanja Pegawsai 6.407.482.913,60
e T SOOI Liri ke’ iSO MOt b4

Lampiran 111 Peraturan Daerah
Nomor 18 Tahun 2017
Tanggal : 2B December 2017

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,

PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2018

Urusan Pemerintahan 3 2.17 URLISAN WAJIE BLKAN PELAYANAN DASAR PERPUSTAKAM
Organisasi s 2.17.m DiINAS KEARSIPAN DAN PERPLISTASAAN

Sub Unit Organisasi ; 2.17.01.00 DINAS KEARSIPAN DAN PERPLISTAKAAN

n:::!mc. URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
1 2 3 4

21721701 .00.00.5 BELARNIA 11661 864,207 41

247 2A701.00.00.5.1 BELANIA TIDAK LANGSUNG £.511.585.917,41

217.2170 .00.00.5.1.1 Belanja Pegaai sswssorat|
217 21701 .01.01.5.2 BELANIA LANGSUNG 5.150.278 380,00

247 2170000 Pragram Peni i 2386022 040,00




Halaman : 1
RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG DPA-SKPD
TAHUN ANGGARAN 2015
Urugan Pemerintahan 1 1.20. - OTDA, PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUANGAN, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN
DAN PERSANDIAN
Organisasi © 1.20.10. - BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Kode Rekening Uraian Jumlah
1 2 3
JUMLAH PENDAPATAN
5. BELANJA 17.700.138.981,50
5.1. BELAMNJA TIDAK LANGSUNG 5.344.651.169,00
51.1. Belanja Pegawai 5.344.651.169,00
52. BELANJA LANGSUNG 12.355.487.812,50
52.1. Belanja Pegawai 2.341.802.000,00
52.2. Belanja Barang dan Jasa 9.266.785.812,50
523, BELANJA MODAL 746.900.000,00
JUMLAH BELANJA 17.700.138.981,50
SURPLUSI(DEFISIT) {17.700.138.981,50)

Halaman : 1
REMCAMNA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG RKA - SKPD
TAHUN ANGGARAN 2016
URLISAN PEMERINTAHAN 1.20. - OTDA, PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUANGAN, ,PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN
ORGANISAST 1.20.10. - BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Ring} ggaran Pend dan Belanja
Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening Uraian Jumlah {Rp)
1 2 3

JUMLAH PENDAPATAN 0,00
e BEROR | 19769.362.105,08
5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 6.652.865.105,05
sas BelajaPegawai 6.652.865.105,05
S [SEANAUNGSUNG | 1316.897.00000
5.2.1. Belanja Pegawai 2.295.750.000,00
s22. BelanjaBarangdandasa | 8.847.772.000,00
sas. . [seweawoon | emarsosnoe

JUMLAH BELANIJA 19.769.562.105,05
"""""""""""""" suRPLUS/(DEFIST) | (19.70.562.105,05)

Pangkalpinang,

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH



Halaman : 1

RENCAMA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG RKA - SKPD
TAHUN ANGGARAN 2017
URLISAN PEMERINTAHAN . 1.20. - OTDA, PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUANGAN, ,PERANGKAT DWERAH, KEPEGAWALAN CAN
PERSANDLAN
ORGANISASI : 1.20.13. - BADAN KEPEGMVAIAN DN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSLA DAERAH
ggaran F dan Belanja
Satuan Kerja Perangkat Daerash
Kode Uraian (Rp}
1 2 3
PN DTN DR B920.097- 302, BF
PENDAPATAN ASLI DAERAH 3.995.097.352,87

RetribusiJasaUsaha | 575.387.94287
Poetribnisi Pﬁ:‘.ﬂiﬂ Eekayaan Desrah y b 575.387.042 B7
JumiaspENDAPATAN | 3095.097.35287
BEANIA 38.902.174.302,00
Belanjopegawai ] 19.416.589.902,00
Belanja Gaji dan Tunjangan 10.679.053.902,00

Lampiran IIT Peraturan Daerah
Nomer : 15 Tahun 2017
Tanggal : 2B December 2017

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
RINCIAN APBED MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,

PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2018

Urusan Pemerintahan + 4.03 FUIRGSE PENLINMMG LIRLISAN FEMERINTAHAN KEPEGAWALAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Organisasi + 4.03.01 BADAN KEPECAWALAN [N PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANLISIA CMERAH

Sub Unit Grganisasi + 4.03.01.04 BADAN KEPEGAWALAN DN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANLISIA DAERAH

gmms URALAN JUMLAH DASAR HUKUM
1 2 3 4

40340304 .00 .00. 4 PEMDAPATAN 399509735287

403.4030d .00.00.4.1 PEMDAPATAN ASLT DAERAH 199509735287

403.4030d .00.00.4.1.2 Hersil Retribusi Daerah S
403 .4030 .00 .00.5 BELAMIA 33835.492.963,00|

403.4030 .00.00.5.1 BELAMIA TIDAK LANGSUNG 12.173.463.253,00/

403.4030 .00.00.5.1.1 Belanja Pegawai e
403.4030 .01.08.5.2 BELAMIA LANGESUNG 21.662.025.710,00|

4.03 . 4030 . 01 Program G966, 208.880,00




Halaman :

-

RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG DPA-SKPD
TAHUN ANGGARAN 2015
Urugan Pemerintahan 1 1.25. - KOMUNIKAS] DAM INFORMATIKA
Organisasi o 1.25.01. - DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Kode Rekening Uraian Jumlah
1 2 3
JUMLAH PENDAPATAN
5. BELANJA 18.123.648.952,94
5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 4.628.936.992,94
51.1. Belanja Pegawai 4.628.936.992,94
52, BELANJA LANGSUNG 13.494.711.960,00
521. Belanja Pegawai 1.430.000.000,00
522, Belanja Barang dan Jasa B.822.421.960,00
52.3. BELANJA MODAL 3.242.290.000,00
JUMLAH BELANJA 18.123.648.952,94
SURPLUSIHDEFISIT) (18.123.648.952,94)

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
TAHUN ANGGARAN 2016

Formulir
RKA - SKPD

Halaman :

URLSAN PEMERINTAHAN

ORGANISASI

1.25. - KOMUNIKAST DAN INFORMATIKA

1.25.01. - DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Uraian

Jumlah (Rp)

JUMLAH PENDAPATAN

SURPLUS/ (DEFISIT)

(16.731.445.875,00)

Pangkalpinang,

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung




Lampiran III Peraturan Daerah
Nomor : 15 Tahun 2017
Tanggal : 2B December 2017

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,

PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2018

Urusan Pemerintahan ¢ 2,10 URLSAN WANE BUKAN PELAYANAN DASAR KOMUNIMAST DAN INFORMATIKA
Organisasi ; 2.i0.01 DIMAS KOMUNIKAST il INFORMATIHA
Sub Unit Organisasi : 2.10.00.00 DINAS KOMUNIKAST D INFORMATIA
RH;'::!M URALAN JUMLAH DASAR HUKUM

1 z 3 4
21021001 .00.00.5 BELANIA 20.435.926.325,00
210.210.01.00.00.5.1 BELANIA TIDAK LANGSUNG 5.637.155.057,00
21021001 .00.00.5.1.1 Belarjs Pegawsi P
24020004 .01.04.5.2 BELANJA LANGSUNG 13.802.773.268,00
240240001 . 01 Program ¥ 4072.302.161,00

Hadaman : 1
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG RKA - SKPD
TAHUN ANGGARAN 2017
URUSAN PEMERINTAHAN o 125, - KOMURIKAST DN TMFCRMATIKA
ORGANISAST o 125,00 - DIMAS KOMUNIEAS]T DN INFORMATIEA
Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Satuan Kerja Peranghat Daerah
Kode Rekening Uraian Jumiah (Rp)

1 2 3
____________________________ ot el PO
= e e e SRR
5.1.L Belanja Pegawai
b BN §orro b ot oo




Halaman : 1
RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG DPA-SKPD
TAHUN ANGGARAN 2015
Urusan Pemerintahan © 1.02. - KESEHATAN
Organisasi © 1.02.01. - DINAS KESEHATAN
Kode Rekening Uraian Jumlah
1 2 3
4. PENDAPATAN DAERAH 100.000.000,00
4.1, PENDAPATAN ASLI DAERAH 100.000.000,00
4.1.2. Retribusi Daerah 100.000.000,00
JUMLAH PENDAPATAN 100.000.000,00
5. BELANJA 47.736.169.047,87
5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 9.363.386.242,87
5.1.1. Belanja Pegawai 9.363.386.242,87
52, BELANJA LANGSUNG 38.372.802.805,00
5.2.1. Belanja Pegawai 2.072.233.900,00
52.2. Belanja Barang dan Jasa 32.934.740.905,00
52.3. BELANJA MODAL 3.365.828.000,00
JUMLAH BELANJA 47.736.189.047,87
SURPLUSIDEFISIT) (47.636.189.047,87)
Halaman : 1
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG RKA - SKPD
TAHUN ANGGARAN 2016
URLISAN PEMERINTAHAN 1.02. - KESEHATAN
ORGANISAST 1.02.01. - DINAS KESEHATAN
Ringh Anggaran P, dan Belanja
Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
1 2 3
4. PENDAPATAN 230.403.831,80
T e s i
A2 gl I 130.403.831,80
JUMLAH PENDAPATAN 230.403.831,80
[ BEAOR | 32824208200
A e ———— ittty T I 11.850.217.842.00
5.1.1 Belanja Pegawai 11.950.217.842,00
sa . [swenuweswe | sassewsasm
5.2.1. Belanja Pegawai 2.813.935.000,00
s22. BelanjaBarangdandaa | 37.406.344.100,00
S23 o [BEMORMODAL oo . FLO73896.00000
JUMLAH BELANIA 63.244.142.942,00

SURPLUS/(DEFISIT)

(63.013.739.110,20)




RENCAMNA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG RKA - SKPD
TAHUN ANGGARAN 2017
URLISAN PEMERINTAHAN . 1.02. - KESEHATAM
DRGANISAS . 1.02.01. - DINAS KESEHATAN
Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Satuan Kerja Perangkat Daerah
Hede Rekening Wraian Jumiah (Rp)

1 2 3
A PN DA AT AN DR AS0.A0T.52,00
AL s g A I AI000T.H,00
41201 Retribusi Jasa Umum 460_807.662,00
Bt SOOI Loostmpr b ) =y N B .vr
41200 Retribusi Jasa Usaha 30.000.000,00

E1 BELAMNIA TIDAK LANGSUNG 13.750. 247 062,00

Lampiran IIT Peraturan Daerah
Nomor : 15 Tahun 2017
Tanggal : 2B Desamber 2017

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
RINCIAN APED MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,

PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHLUN ANGGARAN 2018

Urusan Pemerintahan s 1.02 URLISAN WAJIE PELAYANAN [ASAR KESEHATAN
Organisasi ;s 1.02.01 DINAS KESEHATAN

Sub Unit Organisasi s 1.02.01.01 DINAS KESEHATAN

“:::!m URALAN JUMLAH DASAR HUKUM
1 2 3 4

102 10201 .00 .00 . 4 PENDAPATAN 460.807.662,00

10200201 .00.00.4.1 PEMDAPATAN ASLI DAERAH 460807 662,00/

10200201 .00.00.4.1.2 Harsil Rostribusi Daessh P
10210204 .00.00.5 BELANIA SB319 2300494,00)

1.02. 10201 . 00.00.5.1 BELANIA TIDAK LANGSUNG 14.7B8.136.4B5,00
102.2.0201.00.00.5.1.1 Belanje Pegawai P
102.1.0204.01.00.5.2 BELANIA LANGSUNG 44.051.094.008,00

102, 10201 . 01 Program 5.081.527.671.00/




Halaman :

RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG DPA-SKPD
TAHUN ANGGARAN 2015
Urusan Pemerintahan : 1.17. - KEBUDAYAAN
Organisasi - 1.17.01. - DINAS KEBUDAY AAN DAN PARIWISATA
Kode Rekaning Uraian Jumiah
1 2 3
JUMLAH PENDAPATAN
5. BELANJA 22.802.361.450,00
5.1, BELANJA TIDAK LANGSUNG 5.028.532.200,00
51.1. Belanja Pegawai 5.028.532.200,00
5.2, BELANJA LANGSUNG 17.773.629.250,00
5241. Belanja Pegawai 1.037.535.000,00
52.2. Belanja Barang dan Jasa 16.106.140.250,00
52.3. BELANJA MODAL 630.154.000,00
JUMLAH BELAMJA 22.802.361.450,00
SURPLUSHDEFISIT) (22.802.361.450,00)

Halaman : 1
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG RKA - SKPD
TAHUN ANGGARAN 2016
URUSAN PEMERINTAHAM 1.17. - KEBUDAYAAN
ORGANISASI 1.17.01. - DIMAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
Ring} 1 Anggaran Pend dan Belanja
Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening Uraian Jumlah {Rp)
1 F3 3

JUMLAH PENDAPATAN

SURPLUS/(DEFISIT)

(24.878.591.403,00)

Pangkalpinang,

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung




Halaman : 1

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG RKA - SKPD
TAHUN ANGGARAN 2017
URLUISAN PEMERINTAHAN o L17. - KEBUDWY RN
ORGANISAST o L17.00. - DIMAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

Ringkesan Anggaran Pendapatan dan Belanjs
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening Uraian Jumilah (Rp)

Lampiran 111 Peraturan Daerah
Nomor : 15 Tahun 2017
Tanggal : 28 December 2017
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,

PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2013

Urusan Pemerintahan 3 1.6 URLISAN WAJIE BUKAN PELATANAN DASAR KEBLIDWYAAN

Organisasi : 2.16.01 DINAS KEBLIDAYAAN DIAN PARTWISATA

Sub Unit Organisasi : 2.16.01.01 DINAS KEBLDAYAAN DIAN PARTWISATA

nmmﬁ. URALAN JUMLAH DASAR HUKUM
1 2 3 4

21621601 .00.00.5 BELANIA 27083 526.855,00
21621601 .00.00.5.1 BELANIA TIDAK LANGSUNG 444143858 00
216.21601.00.00.5.1.1 Belarija Pegavei I L
216.2.1601.01.00.5.2 BELANIA LANGSUNG 20,639 383.000,00
246 21601 . 01 Program 4.460.243.000,00




Halaman :

RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG DPA-SKPD
TAHUN ANGGARAN 2015
Urusan Pemerintahan  : 1.14. - KETENAGAKERJAAN
Organisasi : 1.14.01. - DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
Kode Rekaning Uraian Jumiah
1 2 3
4. PENDAPATAN DAERAH 1.512.000.000,00
4.1, PENDAPATAN ASLI DAERAH 1.512.000.000,00
41.2. Retribusi Daerah 1.512.000.000,00
JUMLAH PENDAPATAN 1.512.000.000,00
5. BELANJA 26.450.313.558,00
5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 8.691.324.235,00
541, Belanja Pegawai B.691.324.235,00
52. BELANJA LANGSUNG 17.758.989.323,00
521. Belanja Pegawai 3.086.330.000,00
52.2. Belanja Barang dan Jasa 13.866.055.400,00
52.3. BELAMNJA MODAL 806.603.923,00
JUMLAH BELANJA 26.450.313.558,00
SURPLUSI{DEFISIT) (24.938.313.558,00)
Halaman : 1

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH F li

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG RKA - SKPD
TAHUN ANGGARAN 2016

URLISAN PEMERINTAHAN © L14. - KETENAGAKERJAAN
ORGANISAST 1.14.01. - DINAS TEMAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
ingh 99 d dan Belanja
Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Uraian Jumlah (Rp)
1 2 3
4. PENDAPATAN 2.496.421.241,68

SURPLUS/(DEFISIT) (24.865.672.235,32)




RENCAMNA KERJA DAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Fi li
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG RKA - SKPD
TAHUN ANGGARAN 2017
URUSAN PEMERINTAHAN 1.14. - KETEMAGAKER1AAN
ORGANISASI 1.14.02. - DINAS TENAGA KERIA
Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode 9 Uraian {Rp)

1 2 3
e el SR SUR EALE000.D0000
412 RetribusiDaersh 2825.000.000,00
4.1.2.02. Retribusi Jasa Usaha 75.000.000, 00
812000 R peno KemenDoseh L e
.. (TR B P T ey B A BN A TP,
4.1.2.03.04. Retribusi Perpanjangan IMTA 2.750.000.000,00
e MR PENDABRTAN s o 225000.000,00
L e et P SO | SN e i PSS W R
e | A T e A ... ... NI
A e ems e Relnmju Pegemmif) ... A SEEEMERMW kL A4 ... IR0
5.1.1.01. Belanja Gaji dan Tunjangan 7.B55.406.200,00

Halaman : 1
RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG DPA-SKPD
TAHUN ANGGARAN 2015
Urusan Pemerintahan @ 1.01. - PENDIDIKAN
Organisasi © 1.01.01. - DINAS PENDIDIKAN
Kode Rekening Uraian Jumlah
1 2 3
JUMLAH PENDAPATAN

5. BELANJA 41.280.320.042,70
5.1, BELANJA TIDAK LANGSUNG 6.378.694.042,70
5.4.4. Belanja Pegawai 6.378.694.042,70
52, BELANJA LANGSUNG 34.901.626.000,00
5.24. Belanja Pegawai 1.395.470.000,00
522, Belanja Barang dan Jasa 33.053.756.000,00
523, BELANJA MODAL 452.400.000,00

JUMLAH BELANJA 41.280.320.042,70

SURPLUS/DEFISIT) (41.280.320.042,70)




Halaman : 1

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG RKA - SKPD
TAHUN ANGGARAN 2016
URUSAN PEMERINTAHAN 1.01. - PENDIDIKAN
ORGANISAST 1.01.01. - DINAS PENDIDIKAN
ingh 1 Pend. dan Belanja
Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekeni Uraian Jumlah (Rp)
1 2 3

JUMLAH PENDAPATAN 0,00
o eemon | esmassss
5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 7.949.706.666,57
SAL . |Seemepegmal | 7sseesesst
52 BELAMIA LANGER NG \ . ..54.989.713.000,00
e BolajaPaawal =~ ¥ S Qe TNV e N e 2351950.000,00
5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 47.775.543.000,00
523 seLwAMODAL T A5 — . 485222000000

JUMLAH BELANJA 62.939.419.666,57
"""""""""""""" sumpLUs/(DEFISTY | (62.030.419.666,57)

Pangkalpinang,

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan

Bangka Belitung
Halaman : 1
REMCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG RKA - SKPD
TAHUN ANGGARAN 2017
URLISAN PEMERINTAHAN 1.04. - PENDIDIKAN
ORGANISAST 1.00.01. - DIMNAS PENDIDIKAN
Anggaran dan Belanja
Satuan Kerja P at
Kode Rekening Uraian Jumilah (Rp)
i 2 3
JUMLAH PENDAPATAN 0,00
e O e | ASOA18 581 718,95
o= B T o cemrurrmsrmnsens rons ome mwms s e wmms e wme wm s I TR Nn .
511, Belanja Pegawai 254.713.895. 218,05
stion |selniecoidmTusengen | ATOTRATS 218,95




Lampiran ITI Peraturan Dasrah
Nomor 15 Tahun 2017
Tanggal : 2B Desamber 2017

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

RINCIAN APED MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH; ORGANISASI,

PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2018

Urusan Pemerintahan

URLISAN WAJIE FELAYANAN DASAR PENDIDIKAN

Organisasi 1.01.01 DIMAS PENDIDIKAN
n:‘::!m URALAN IUMLAH DASAR HUKUM
1 2 3 4
L01 . L0L01 . D0 . 005 BELANIA 475.321.592.205,00
L0 L0000 00.5.1 BELANIA TIDAK LANGSUNG 232.683.220.205,00
L0 L0001 00 . 00.5.1.1 Belmjis Pegavsi 332 683,220,205, 00
0110001 04.5.2 BELAMIA LANGSUNG 242.638.372.000,00
1011000101 Frogram 21.066.276.000,00
Halaman : 1
RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir
PEMERINTAH PROVINS| KEPULAUAN BANGKA BELITUNG DPA-SKPD
TAHUN ANGGARAN 2015
Urusan Pemerintahan 1 2.07. - INDUSTRI
Organisasi : 2.07.01. - DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
Kode Rekaning Uraian Jumiah
1 2 3
4. PENDAPATAN DAERAH 388.386.450,00
4.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH 388.386.450,00
412, Retribusi Daerah 388.386.450,00
JUMLAH PENDAPATAN 388.386.450,00
5. BELANJA 25.554.900.891,00
5.1. BELAMJA TIDAK LANGSUNG 10.705.763.291,00
51.1. Belanja Pegawai 10.705.763.291,00
8.2, BELANJA LANGSUNG 14.849.137.600,00
52A1. Belanja Pegawai 1.641.135.000,00
52.2. Belanja Barang dan Jasa 6.846.319.000,00
5.2.3. BELANJA MODAL 6.361.623.600,00
JUMLAH BELANJA 25.554.900.891,00
SURPLUSI(DEFISIT) (25.166.514.441,00)




Halzman : 1

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG REKA - SKPD
TAHUN ANGGARAMN 2017
LRLLSAN PEMERINTAHAN 2.07. - INDUSTRI
ORGANISASI 2.07.04. - DINAS PERINDUSTRIAN DN PERDAGANGAN
Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Satuan Kerja Peranghat Daerah
Kode Rekening Uraian Jumilah (Rp)
1 2 3
275.000.000,00
|-..... 27500000000
275.000.000,00
"""" 275.000.000,00
JUMLAH PENDAPATAN 275.000.000,00
s. =N 77N A W 23.464.869.693,41
SL ... |seswamoacuwessws | szassessaen
S ] e b ot N | Y % [ W 12.177.485.993, 41
5.1.1.01. Belanja Gaji dan T 6.692.861.993,41

Halaman : 1
RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG DPA-SKPD
TAHUN ANGGARAN 2015
Urusan Pemerintahan  : 1.20. - OTDA, PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUANGAN, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN
DAN PERSANDIAN
Organisasi © 1.20.07. - INSPEKTORAT DAERAH
Kode Rekening Uraian Jumlah
1 2 3
JUMLAH PENDAPATAN

5. BELANJA 18.837.483.849,00
5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 8.798.155.849,00
5.1.1. Belanja Pegawai 8.798.155.849,00
5.2 BELAMNJA LANGSUNG 10.039.328.000,00
52.1. Belanja Pegawai 1.627.300.000,00
52.2. Belanja Barang dan Jasa 7.544.528.000,00
52.3. BELANJA MODAL 867.500.000,00

JUMLAH BELANJA 18.837.483.849,00

SURPLUSI{DEFISIT) (18.837.483.849,00)




Halaman :

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG RKA - SKPD
TAHUN ANGGARAN 2016
URLSAN FEMERINTAHAN 1.20. - OTDA, FEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUANGAN, ,PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWALAN DAN
PERSANDIAN
ORGANISASI 1.20.07. - INSPEKTORAT DAERAH
Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
1 2 3

JUMLAH PENDAPATAN 0,00
R s | 21867860761,20
B —— oty A I 11.414.469.761,20
5.1.1 Belanja Pegawai 11.414.469.761,20
S2 BELANIALANGSUNG - W 10.253:391.00000
ot RO BalanpsPagewal A A N 1.854.912 000,00
5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 8.181.979.000,00
s23. BeLaoAMoDAL dh 4 -2 [ - 206.500.000,00
............................ JUMLAHBELRMA =~ SN ESES 0\ AR | .667.960.761,20

SURPLUS/(DEFISIT) (21.667.860.761,20)

Pangkalpinang,

Inspektur Daerah Provinsi Kepulauan Bangka

Belitung

Halaman : 1
RENCAMNA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAM KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAM BANGKA BELITUNG RKA - SKPD
TAHUN ANGGARAN 2017
LIUSAN PEMERINTAHAN 1.20. - OTDA, PEMERINTAHAN UMUM, ADM KELMMNGAN, ,PERANGEAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDLAN
ORGANISASI 1.20007. - INSPEXTORAT DAERAH
Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Satuan Kerja Peranghkat Deerah
Kode Rekening Uraian Jumilsh (Rp)
1 2 3
Binteme il e USSR USRI - it
N R @ e m e - rwm s mm s s s e s i v s el 1T LA s
12.145.4 26 685,00
"""""" TGS | SEMGSAGES 00




Halaman : 1
RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG DPA-SKPD
TAHUN ANGGARAN 2015
Urusan Pemerintahan : 1.16. - PEMANAMAN MODAL
Organisasi © 1.16.02. - BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENAMAMAN MODAL
Kode Rekening Uraian Jumilah
1 2 3
4. PENDAPATAN DAERAH 57.812.500,00
4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 57.812.500,00
412 Retribusi Daarah 57.812.500,00
JUMLAH PENDAPATAN 57.812.500,00
5. BELANJA 8.608.584.842,00
5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 4.166.755.522,00
51.1. Belanja Pagawai 4.166.755.522,00
52 BELANJA LANGSUNG 4.441.829.320,00
52.1. Belanja Pegawai 589.195.000,00
522 Belanja Barang dan Jasa 3.573.652.320,00
52.3. BELAMJA MODAL 278.982.000,00
JUMLAH BELANJA B.608.584.842,00
SURPLUSHDEFISIT) (8.550.772.342,00)
Halaman : 1
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG RKA - SKPD
TAHUN ANGGARAN 2016
URUSAN PEMERINTAHAN 1.16. - PENANAMAN MODAL
ORGANISAST 1.16.02. - BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENAMAMAN MODAL
Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekeni Uraian Jumlah (Rp)
1 2 3
4. PENDAPATAN 65.687.500,00
41 PENDAPATAN ASLT DAERAH 65.687.500,00
4.1.2. Retribusi Daerah 65.687.500,00

BELANJA

LANGSUNG

Belanja Pegawai

A B et eereeteacmsenssnsssssae saesasansannannnnsnns oumaus
SURPLUS/(DEFISIT)

4.480.027.000,00
722.970.000,00

9.698.760.150,08
(9.633.072.650,08)




Ha t1
RENCAMA KERJA DAN ANGGARAMN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG RKA - SKPD
TAHUN ANGGARAN 2017
URUSAN PEMERINTAHAN 1.16. - PEMANAMAN MODAL
ORGANISASI 1.16.03. - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening Ursian Jumilsh (Rp)

1 2 3
AL PN AN AR e 130.000.000,00
i I ..t Y IOt
412 Retribusi Daerah 150.000.000,00
a1203 s Retribusi Perizingn Tastents |7 150.000.000,00
samen e e e J300000000
4.1.2.03.02 Refribusi Irin Usaha Peranan 115.000.000, 00

....... gt
LA
5.638.130.959,00

Halarnan : 1
REMCAMA KERJA DAM ANGGARAN
SATUAMN KERJA PERANGKAT DAERAH Fi
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGHKA BELITUNG RKA - SKPD
TAHUN ANGGARAN 2017
URUSAN PEMERINTAHAN 1.06. - PERENCANAAN PEMBANGLINAN
ORGANISAST 1.06.03. - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DWMN PENELTTIAN PENGEMBANGAN DAERAH
Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Satuan Kerja P Lo B 2
Hode Rekening Uraian Jumiah (Rp)
1 2 3
____________________________ eyl Y M. .
5. BELAMIA .B22.410,00




Halaman : 1

RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG DPA-SKPD
TAHUN ANGGARAN 2015
Urusan Pemerintahan : 1.06. - PERENCANAAN PEMBANGUNAN
Organisasi : 1.06.02. - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Kode Rekening Uraian Jumilah
1 2 3
JUMLAH PENDAPATAN
5. BELANJA 23.099.404.647,00
5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 6.779.744.847,00
5.1.1. Belanja Pegawai 6.779.744.847,00
5.2. BELANJA LANGSUNG 16.319.659.800,00
5241. Belanja Pegawai 3.847.680.000,00
522 Belanja Barang dan Jasa 10.549.889.800,00
52.3. BELANJA MODAL 1.922.090.000,00
JUMLAH BELANJA 23.099.404.647,00
SURPLUSHDEFISIT) (23.099.404.647,00)
Halaman : 1
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG RKA - SKPD
TAHUN ANGGARAN 2016
URUSAN PEMERINTAHAN 1.06. - PERENCANAAN FEMBANGUNAN
ORGANISASE 1.06.02. - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
1 2 3
JUMLAH PENDAPATAN 0,00
s. N 25.362.906.500,00
51 ......................... ggm “mxu"Gsu"G ........................................................ 5711,4 55mm
sai BelanjaPegawai 9.721.455.000,00
S |BERNALNGSUNG .., 1584145150000
5.2.1. Belanja Pegawai 4.022.270.000,00
sa2. BelanjaBarangdandasa | 10.601.701.500,00
S23 o [BEANIAMODAL e .. H017:480.00000
JUMLAH BELANIA 25.362.906.500,00
""""""""""""""" surpus/EFST) | (25.362.906.500,00)




Halaman :

RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

SURPLUS/DEFISIT)

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG DPA-SKPD
TAHUN ANGGARAN 2015
Urugan Pemerintahan  : 1.11. - PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAMN ANAK
Organisasi : 1.11.01. - BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, KELUARGA BERENCANA DAN
PERLINDUNGAN ANAK
Kode Rekening Uraian Jumlah
1 2 3
JUMLAH PENDAPATAN
5. BELANJA 9.680.325.001,00
5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.987.395.601,00
5.1.1. Belanja Pegawai 3.987.395.601,00
5.2. BELANJA LANGSUNG 5.692.929.400,00
5241 Belanja Pegawai 934.195.000,00
52.2. Belanja Barang dan Jasa 4.595.284.400,00
52.3. BELANJA MODAL 163.450.000,00
JUMLAH BELANJA 9.680.325.001,00

(9.680.325.001,00)

Halaman : 1
REMCAMA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG RKA - SKPD
TAHUN ANGGARAN 2016
URLSAN PEMERINTAHAN 1.11. - PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUMNGAN ANAK
ORGANISASI 1.11.01. - BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, KELUARGA BERENCANA DAN PERLINDUNGAN ANAK
Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
1 2 3

JUMLAH PENDAPATAN 0,00
S |mwes .| 107873270579
ont i ptederoitptepoioerios A N 450301075795
5.1.1. Belanja Pegawai 4.803.918.757,99
s e neoogo
S2L . BelamjaPegawal 1.091.880.000,00
5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 4.793.028.300,00
S23 | BEANANOAL | ... 98500.000,00
____________________________ UM B AN, e e e e ] . A0TRT 32705799

SURPLUS/(DEFISIT) (10.787.327.057,99)

Pangkalpinang,

Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan,
Keluarga Berencana dan Perlindungan Anak




Halaman : 1

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
TAHUN ANGGARAN 2017

Formulir
RKA - SKPD

URLISAM FEMERINTAHAN

L.11. - PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

ORGANISASI L1102, - DINAS PEMBERDAY AAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, KEPENDUDUKAN PENCATATAN
SIPIL WM PENGENDALTAN PENDUDUK KELUARGA BERENCAMA
Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening Uraian lah (Rp)

1 2 3
............................ ity ool NP NN ...
S el oo U 13-305.375-455,00
5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 6.141.827.458,00
L ee———— Belanja Pegawal e §.141 52745800
L. . it s Lt = et W R 3.107.315.459,00

Halaman : 1
RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG DPA-SKPD
TAHUN ANGGARAN 2015
Urusan Pemerintahan © 1.13. - SOSIAL
Organisasi © 1.13.02. - BADAN PEMANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Kode Rekaning Uraian Jumilah
1 2 3
JUMLAH PENDAPATAN
5. BELANJA 12.555.255.808,00
54, BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.525.742.708,00
5.4.1. Belanja Pegawai 3.525.742.708,00
52. BELAMJA LANGSUNG 9.029.513.100,00
521. Belanja Pegawai 2.253.460.000,00
522, Belanja Barang dan Jasa 6.001.193.100,00
52.3. BELANJA MODAL 774.860.000,00
JUMLAH BELANJA 12.555.255.808,00
SURPLUS/DEFISIT) (12.555.255.808,00)




Halaman :

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
TAHUN ANGGARAN 2016

Formulir
RKA - SKPD

URLSAN PEMERINTAHAN . 113, - SOSIAL

ORGANISASI ¢ 1.13.02. - BADAN PENANGGLULANGAN BENCANA DAERAH

Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening Uraian

Jumlah {Rp)

JUMLAH PENDAPATAN

SURPLUS/(DEFISIT)

(14.263.210.625,00)

Pangkalpinang,

KEPALA BADAN PENGANGGULANGAN BENCANA
DAERAH

Halaman : 1

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG RKA - SKPD
TAHUN ANGGARAN 2017

URUSAN PEMERINTAHAN © 113, - SOSIAL

ORGANISASI 1.13.02. - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Uraian Jumlah (Rp)

JUMLAH PENDAPATAN

5.1.1.01. Belanja Gaji dan Tunjangan

2.405.154.373,00




Lampiran 111 Peraturan Daerah
Nomor : 15 Tahun 2017
Tanggal : 28 December 2017

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,

PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHLUN ANGGARAN 2018

Urusan Pemerintahan s 1.06 URLISAN WANE PELAYAMAN DASAR SOSIAL
Organisasi : 1.06.01 BADAN PEMANGGULANGAN BENCANA DERAH
Sub Unit Organisasi s 1.06.01.01 BADAN FEMANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KODE URALAN DASAR
REKENING JUMLAH HUKUM
1 2 3 4
106 . 1.06.01 . 00.00. 5 REASR 11.976.831.141,00
1.06. 10601 .00.00.5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 4.203.466.361,00
1.06. 1.0601.00.00.5.1.1 Belnija Pegavei 420346636100
1.06. 10601.01.01.5.2 BELAMIA LANGSLUNG 7.773364.780,00
1.06 . 1.06.01 . 01 Frogram 3.040.655.000,00
Halaman : 1
RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG DPA-SKPD
TAHUN ANGGARAN 2015
Uruzan Pemerintahan  : 1.20. - OTDA, PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUANGAN, ,PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN
DAN PERSANDIAN
Organisasi © 1.20.05. - DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Kode Rekening Uraian Jumlah
1 2 3
4. PENDAPATAN DAERAH 569.532,143.796,51
4.1, PENDAPATAN ASLI DAERAH 569.532.143.796,51
4141, Pajak Daerah 517.786.492.706,82
413, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 7.500.000.000,00
4.1.4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 44.245.651.089 69
JUMLAH PENDAPATAN 569.532.143.796,51
5. BELANJA 63.981.963.826,70
5.1. BELAMJA TIDAK LANGSUNG 37.559.919.474,70
51.1. Belanja Pegawai 37.559.919.474,70
52. BELANJA LANGSUNG 26.422.044.352,00
52.1. Belanja Pagawai 6.288.291.000,00
522 Belanja Barang dan Jasa 15.423.770.352,00
52.3. BELAMJA MODAL 4.709.983.000,00
JUMLAH BELANJA 63.981.963.826,70
SURPLUS/DEFISIT) 505.550.179.969,81




Halaman : 1

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
TAHUN ANGGARAN 2016

Formulir
RKA - SKPD

URLISAM PEMERINTAHAN

1.20. - OTDA, PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUANGAN, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN

PENDAPATAN

Belanja Pegawai

Belanja Barang dan Jasa

umaBEaNn
SURPLUS/(DEFISIT)

PERSANDIAN
ORGANISASE 1.20.05. - DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KELANGAN DAN ASET DAERAH
Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
1 2 3
4. PENDAPATAN

554.072.690.545,10

7.033.383.000,00
18.136.572.500,00

74.419.810.396,58
479.652.880.148,52

Halaman : 1
RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG DPA-SKPD
TAHUN ANGGARAN 2015
Urusan Pemerintahan : 201, - PERTANIAN
Organisasi © 201.01. - DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
Kode Rekening Uraian Jumilah
1 2 3
JUMLAH PENDAPATAN

5. BELANJA 36.343.952.990,80
8.1, BELANJA TIDAK LANGSUNG 10.877.408.770,80
5.1.1. Belanja Pegawai 10.877.408.770,80
52 BELANJA LANGSUNG 25.466.544.220,00
521. Belanja Pegawai 3.542.940.000,00
522, Belanja Barang dan Jasa 13.804.945.220,00
5.2.3. BELANJA MODAL 8.118.659.000,00

JUMLAH BELANJA 36.343.952.990,80

SURPLUS/DEFISIT) (36.343.952.990,80)




RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG RKA - SKPD
TAHUN ANGGARAN 2016
URLISAN PEMERINTAHAN 2.01. - PERTANIAN
ORGANISASI 2,01.01. - DINAS PERTANLIAN, PERKEBUNAN DAN PETERMAKAN
Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
1 2 3
4. PENDAPATAN 393.922.884,12
S penoasaTAN ASUDARRAN _omsesn
4.1.2 Retribusi Daerah 393.922.884,12
""""""""""""""" SUMLAH PENDAPATAN T a5 02 gea00
S ommon | 019620150538
51 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1335019151548
13.350.191.515,48
. 36:345950.080,00
4.560.275.000,00
SURPLUS/(DEFISIT)

Halasnan : 1
REMCAMNA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG RKA - SKPD
TAHUN ANGGARAN 2017
URLISAN PEMERINTAHAN 2.00. - PERTANIAN
ORGANISASI 2.00.05. - DINAS PERTANIAN
Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Satuan Kerja Perangkat Daersh
Heode Rekening Uraian Jumilah (Rp)
1 2 3
a4 PENDAPATAN DAERAH 4B0.000.000,00
SL ... PEoasaTaNAstoneRan ] as000.000,00
412 Retribusi Daerah 4B0.000.000,00
ar200 T et dasusabe ] as.000000,00
B PO ottt e kPP O oL e
4.1.2.02.08 Restribusi Penjualan Preduksi Usaba Daerah 450.000,000,00
"""" 480.000.000,00




Halaman :

RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG DPA-SKPD
TAHUN ANGGARAN 2015
Urusan Pemerintahan - 1.02. - KESEHATAN
Organisasi o 1.02.03. - RUMAH SAKIT JIWA
Kode Rekening Uraian Jumlah
1 2 3
a. PENDAPATAN DAERAH 2.904.814.500,00
a1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 2.904.614.500,00
412, Retribusi Daerah 2.904.714.500,00
4.1.4 Lainain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 100.000,00
JUMLAH PENDAPATAN 2.904.814.500,00
5. BELANJA 41.083.915.071,48
51. BELANJA TIDAK LANGSUNG 21.058.005.779,48
51.1. Belanja Pegawai 21.056.005.779,48
52 BELANJA LANGSUNG 20.027.909.292,00
521. Belanja Pegawai 3.754.438.000,00
522 Belanja Barang dan Jasa 9.617.624.692,00
523. BELANJA MODAL 6.655.846.600,00
JUMLAH BELANJA 41.083.915.071,48
SURPLUS/DEFISIT) (38.179.100.571,46)

SURPLUS/(DEFISIT)

Halaman : 1
RENCAMNA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH F li
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG RKA - SKPD
TAHUN ANGGARAN 2016
URLISAN PEMERINTAHAN 1.02. - KESEHATAN
ORGANISAST 1.02.03. - RUMAH SAKIT JIWA
Ringlk dl; dan Belanja
Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Uraian Jumlah (Rp)
1 2 3
4. PENDAPATAN 4.508.767.667,02

(53.857.056.375,65)

Pangkalpinang,



Halaman : 1

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG RKA - SKPD
TAHUN ANGGARAN 2017
URLISAN PEMERINTAHAN 1.02. - KESEHATAN
ORGANISASE 1.02.03. - RUMAH SAKIT JIWA
Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
1 2 3
4. PENDAPATAN DAERAH 4.790.945.517,72
I |PENDAPATANASUDARAN | a7esessing
4.1.4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah -LRA 4.790.945.517,72
ar4e1s. Pendapatandaripoo | 4.790.945.517,72
svasson o feesemeun ] amesssn
JUMLAH PENDAPATAN 4.790.945.517,72
s. N 61.276.737.173,90
SI ... |SEAMOATIDAKUWGSUNG | 281214926739
5.1.1 Belanja Pegawai 28.121.492.673,90
stien  [sesacednTumengan | 13ese;isseet
Halaman : 1
RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG DPA-SKPD
TAHUN ANGGARAN 2015
Urusan Pemerintahan  : 1.02. - KESEHATAN
Organisasi © 1.02.02. - RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROVINSI
Kode Rekening Uraian Jumlah
1 2 3
4. PENDAPATAN DAERAH 200.000.000,00
4.1, PENDAPATAN ASLI DAERAH 200.000.000,00
41.2. Retribusi Daerah 200.000.000,00
JUMLAH PENDAPATAN 200.000.000,00
5. BELANJA 55.541.121.591,00
5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 24.540.974.851,00
51.1. Belanja Pegawai 24.540.974.851,00
5.2. BELANJA LANGSUNG 31.000.146.740,00
521. Belanja Pegawai 7.232.140.000,00
522, Belanja Barang dan Jasa 11.421.212.540,00
52.3. BELANJA MODAL 12.346.794.200,00
JUMLAH BELANJA §5.541.121.591,00
SURPLUS/DEFISIT) (55.341.121.591,00)




Halaman : 1

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG RKA - SKPD
TAHUN ANGGARAN 2016
URLUSAN PEMERINTAHAN © L2, - KESEHATAN
ORGANISASI ¢ L0202, - RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROVINSI

Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening Uraian

Jumlah (Rp)

PENDAPATAN

PENDAPATAN ASLI

5.2 BELANJA LANGSUNG
5.2.1. Belanja Pegawai

SURPLUS/(DEFISIT) (90.729.475.514,00)
Halaman : 1
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG RKA - SKPD
TAHUN ANGGARAN 2017

URUSAN PEMERINTAHAN o L02. - KESEHATAN
ORGANISAST 1 L02.02. - RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROVINSI

Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening Uraian

Jumlah (Rp)

PENDAPATAN DAERAH




Halaman : 1

RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG DPA-SKFPD
TAHUN ANGGARAN 2015
Urusan Pemerintahan : 1.15. - KOPERAS| DAN USAHA KECIL MEMENGAH
Organisasi : 1.15.01. - DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH
Kode Rekening Uraian Jumlah
1 2 3
JUMLAH PENDAPATAN
5. BELANJA 15.728.926.000,00
5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 4.622.805.000,00
5.1.1. Balanja Pagawai 4,622.805.000,00
5.2, BELANJA LANGSUNG 11.106.121.000,00
5.2.1. Balanja Pagawai 981.405.000,00
52.2. Belanja Barang dan Jasa 4.785.439.000,00
5.2.3. BELANJA MODAL 5.339.277.000,00
JUMLAH BELANJA 15.728.926.000,00
SURPLUSHDEFISIT) (15.728.926.000,00)

Halaman =

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
TAHUN ANGGARAN 2016

Formulir
RKA - SKPD

URUSAN PEMERINTAHAN

ORGANISASI

1.15. - KOPERAST DAN LISAHA KECIL MENENGAH

1.15.01. - DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH

Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Uraian

Jumlah (Rp)

JUMLAH PENDAPATAN

SURPLUS/(DEFISIT)

(13.542.371.757,00)

Pangkalpinang,

Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan
Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung




Halaman : 1

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG RKA - SKPD
TAHUN ANGGARAN 2017
URLSAN PEMERINTAHAN 1 L15. - KOPERAST DAN USAHA KECIL MENENGAH
ORGANISAS] ¢ L15.02. - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
1 2 3
4. PENDAPATAN DAERAH 117.300.000,00

5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 5.837.517.611,85
S . Belanja Pegawai 5.837.517.611,85
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